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m e d i a u m a t . n e w s

Tiket Pesawat Mahal
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat 

melontarkan wacana akan membuka pasar penerbangan 
domestik bagi maskapai asing. Menurutnya, persaingan 
yang nanti timbul diharapkan akan membuat maskapai 
lebih efisien dan harga tiket penerbangan domestik akan 
turun.

Kisruh transportasi udara di Indonesia nyaris tidak 
pernah terselesaikan. Selain harga tiket mahal, soal 
keamanan pun menjadi PR besar. Dan ini menambah 
panjang daftar PR pemerintah dalam memberikan layanan 
publik khususnya di bidang transportasi yang terkait 
dengan mobilisasi aksesibilitasi dan distribusi sumber 
daya ekonomi yang dibutuhkan oleh seluruh umat di 
mana pun kapan pun.

Dalam paradigma yang digunakan negara dalam 
pembangunan ekonomi kapitalis neoliberal tampaknya 
akan sulit bagi negara untuk memberikan solusi yang 
berpihak pada kepentingan umat karena ini memang 
ditujukan untuk kepentingan kekuatan modal. Negara 
hanya berfungsi sebagai regulator, regulasinya dibuat oleh 
para kapitalis.

Dalam penerapan sistem Islam, negara akan 
memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang 
berkah adil dan sejahtera yang akan meminimalisir 
kesenjangan ekonomi di masyarakat sekaligus akan 
menutup celah berkembangnya praktek bisnis layanan 
publik seperti yang selama ini merugikan umat. Khodijah. 
Kab Bandung. +6285220022xxx

Stop Perdagangan Perempuan 
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini akan 

terus terjadi dan berbahaya serta mengancam putra putri  
kita bila kapitalisme masih menjadi pijakan dalam 
menetukan kebijakan dan aturan. Dan jawaban untuk 
menghapuskan TPPO bukanlah dengan mewujudkan 
kesejahteraan gender. Selama kapitalisme masih menjadi 
pandangan hidup, kesetaraan gender terwujud, pada 
faktanya tidak akan dapat terwujud, bahkan mereka hanya 
dipandang sebagai objek dan komoditas.

Lain halnya dengan Islam, Islam memandang bahwa 
perempuan memiliki harkat dan martabat yang tinggi. 
Perempuan sangat dijaga, dihormati, dan dimuliakan. 
Muslimah tidak diperkennkan mengumbar auratnya di 
depan umum. Muslimah pun tidak sah ketika menikah 
tanpa walinya, karena Islam sangat menjaga sekali yang 
namanya nasab. Jadi ketika Islam diterapkan dalam 
sebuah negara, maka tidak akan terjadi yang namanya 
perdagangan perempuan. Ummu Nabila.+62 877-7052-
5xxx

Kisruh Zonasi
Awal tahun ajaran baru dunia pendidikan 

mengalami kekisruhan. Para orang tua menuai protes 
terhadap kebijakan sistem zonasi PPDB 2019 yang 
dikeluarkan Kemendikbud. Bagaimana tidak, kebijakan  
tersebut sangat membuat orang tua kebingungan. 
Menurut Ombudsman, lemahnya penerapan sistem zonasi 
adalah kurangnya sosialisasi terkait penerapan sistem 
zonasi. Ombudsman juga mengungkapkan bahwa 
Kemendikbud dan dinas pendidikan kurang gencar dalam 
mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga 
menimbulkan kesalahpahaman. 

Bukan hanya itu,Kemendikbud kurang berkoordinasi 
dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi. 
Akibatnya sekolah ada yang minus murid ada juga yang 
membludak. Siswa jadi depresi karena tidak bisa masuk ke 
sekolah yang diinginkan, permainan KK, semua itu terjadi 
adalah fakta miris seputar penerapan sistem zonasi.

Walaupun menurut Kemendikbud tujuan penerapan 
sistem zonasi adalah untuk memperbaiki kualitas 
pendidikan di Indonesia agar lebih merata, tapi bila 
diperhatikan kebijakan tersebut membuktikan bahwa 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!
Pembaca, bagaimana kabar Anda? Terima kasih 

masih setia membaca media ini. Semoga Anda semua 
bisa mendapatkan sesuatu, apakah itu cakrawala baru 
atau pandangan baru yang lebih luas.  Kami berharap, 
menu-menu yang kami sajikan tetap 'lezat' disantap 
dan 'nikmat' dirasakan. 

Pembaca yang dirahmati Allah, baru saja 
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya 
terkait dengan sengketa pemilihan presiden. Anda 
pasti sudah tahu hasilnya. Bahkan mungkin Anda 
termasuk yang sudah bisa memperkirakan hasilnya 
jauh hari sebelum persidangan di MK berlangsung. 

Gugatan kubu Prabowo-Sandi ditolak. Artinya, 
kemenangan Jokowi-Ma'ruf secara hukum sudah tak 
bisa dipermasalahkan lagi. Lepas dari suka dan tidak 
suka, putusan MK itu menjadi sandaran legalitas 
kemenangan pasangan petahana ini.

Nasib bangsa ini lima tahun ke depan menjadi 
pertaruhan. Akankah rezim yang selama ini terlihat 
anti Islam akan mempertahankan sikapnya tersebut? 
Ataukah Jokowi akan mengambil sikap baru guna 
merajut umat yang terpolarisasi secara tajam di 
pemilu lalu?  Jawaban atas hal itu akan bisa dirasakan 
setelah presiden dan wakil presiden dilantik nanti. 

Tentu kita merasakan, adanya sikap yang tidak 
konsisten rezim ini. Di satu sisi anti Islam—meski ini 
dibantah berulang kali—tapi di sisi lain rezim ini ingin 
didukung oleh kalangan Muslim. Politik identitas yang 
mereka hantam, ternyata mereka mengidentikkan diri 
sebagai Muslim saat ingin mengambil hati rakyat. 

Sikap anti Islam itu pun terus muncul. Pengajian 
demi pengajian dibubarkan. Anehnya, rezim yang 
mengaku anti Islam itu membiarkan tindakan 
kelompok masyarakat yang membubarkan aktivitas 

pengajian atau melarang dai berceramah.  Publik 
merasakan, seperti ada upaya membenturkan sesama 
Muslim untuk melemahkan kekuatan Islam. Satu 
kelompok Islam dirangkul, kelompok lainnya 'dipukul'. 

Dan publik melihat, mengapa wacara 
penghapusan pelajaran agama muncul berulang di 
rezim ini? Ada apa?  Agama dianggap sebagai biang 
permasalahan yang muncul di tengah umat. Padahal, 
justru karena tidak mendasarkan pada agama inilah, 
negeri ini kian rusak dan terjerembab dalam jurang 
kesempitan. Benarkah kalangan komunis 
mendompleng dan memanfaatkan situasi sekarang? 

Wallahu a'lam

Pembaca yang dirahmati Allah, tidak mudah 
mengemudikan sebuah bangsa jika mobil besar 
bangsa itu dibangun atas ketidakpercayaan.  Tidak ada 
harmonisasi antara sopir dan penumpangnya. Tidak 
tahu jalan yang harus dilaluinya serta tujuan yang 
hendak dicapai.  

Sidang di MK menjadi sebuah pertunjukan besar 
yang disaksikan rakyat Indonesia. Apa yang terjadi  
begitu kentara.  Rakyat bisa menilai semuanya.  Ada 
apa?  Media Utama kali ini tak hendak menentang 
putusan MK, hanya menggambarkan bagaimana 
fakta-fakta itu berlangsung. Seperti apa? 

Pembaca yang dirahmati Allah, di luar  itu, 
masyarakat terus bergiat merajut kebersamaan dan 
ukhuwah.  Terlebih lagi di bulan Syawal, bulan yang 
menjadi tradisi umat Islam Indonesia saling 
bermaafan dan menyambung persaudaraan. Ikuti kilas 
Liqa Syawal di berbagai daerah.

Akhirnya, semoga sajian kami bermanfaat. 
Selamat membaca!

 Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
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Liqa Syawal Ulama dan Tokoh Madiun Raya 1440 H
Lebih dari 400 kiai, ustadz dan tokoh masyarakat menghadiri Liqa 
Syawal 1440 H, Jumat (5/7) di Pondok Pesantren Putri Ar-Rahmah, 
Kedunggalar Ngawi,  Jawa Timur.[]
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Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait 
perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. 

Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke 
pembaca.tabloidmu@gmail.com

ropaganda memerangi radikalisme terus dibesarkan. Kali ini muncul usulan penghapusan pendidikan Pagama di sekolah. Alasannya, lagi-lagi pendidikan agama di sekolah menimbulkan radikalisme— 
sesuatu yang dianggap membahayakan negeri ini. Mengaitkan pendidikan agama dengan 
radikalisme, semakin menunjukkan arah yang jelas di balik propaganda melawan radikalisme  adalah 
propaganda anti Islam. Buktinya, semua yang terkait dengan syariah Islam yang dianggap berbahaya 

pengusung kapitalisme liberal disebut radikal. 
Siapapun paham, yang disasar oleh Setyono Djuandi Darmono, adalah Islam. Sebab usulan ini dikaitkan 

dengan politik indentitas, yang selama ini dianggap menguat. Sementara, menguatnya politik identitas sangat 
kuat dikaitkan dengan kemunculan kesadaran umat Islam akan kewajiban untuk menjalankan syariah Islam, 
bukan hanya untuk pribadi tapi juga dalam masalah sosial politik.  Sama halnya dengan narasi anti kebhinekaan, 
intoleransi, dominan diarahkan kepada Islam dan umat Islam. 

Selama ini, narasi yang kuat tentang kriteria radikalisme, antara lain mereka yang menginginkan penerapan 
khilafah, ingin menerapkan syariah Islam, tidak setuju pemimpin kafir, tidak setuju terhadap LGBT, tidak setuju 
kepada Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Kriteria radikalisme ini semakin jelas kalau kita merujuk kepada 
evil ideology (ideologi iblis) yang disebut oleh Tony Blair saat menyebut Islam. Kriterianya menurut Tony Blair adalah 
mereka yang menolak nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan HAM, menginginkan penerapan syariah Islam secara 
totalitas oleh negara, ingin mempersatukan umat Islam di bawah naungan khilafah, dan bermaksud 
mengeliminasi zionis Yahudi di Palestina. 

Bukan hanya itu, isu radikalisme sesungguhnya merupakan bagian dari penyesatan politik, untuk mencari 
kambing hitam atas berbagai persoalan bangsa saat ini. Kegagalan rezim kapitalisme liberal menyelesaikan 
persoalan-persoalan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, memburuknya kondisi keuangan negara, 
hutang yang semakin menggunung, kemudian dialihkan kepada ancaman radikalisme Islam. 

Padahal adalah sangat jelas, persoalan negeri ini, muncul bukan karena penerapan syariah Islam (karena 
memang tidak diterapkan), tapi karena ideologi kapitalisme-liberal yang diusung oleh rezim sekarang. 
Kapitalisme-liberal inilah yang sesungguhnya merupakan bukan hanya ancaman, tapi penyebab berbagai 
persoalan negeri ini. Namun, dialihkan kepada ancaman Islam radikal. 

Sikap anti Islam ini juga semakin jelas, saat ajaran Islam dianggap sebagai ancaman. Penerapan syariah Islam 
yang rahmatan lil alamin, persatuan umat Islam  di seluruh dunia di bawah naungan khilafah, dijadikan sebagai 
ancaman. Diperangi atas nama perang melawan radikalisme. Untuk itu, kita perlu tegaskan lagi, yang 
menghancurkan negeri ini, bukanlah Islam, tapi kapitalisme liberal. Syariah Islam yang kaffah (totalitas) yang 
diterapkan negara, justru menjadi solusi bagi negeri ini. Sementara, itu Khilafah Islam ala minhajin nubuwah, 
merupakan institusi yang menerapkan syariah Islam secara kaffah dan menyatukan umat Islam seluruh dunia. 

Penerapan syariah Islam yang merupakan konsekuensi keimanan seorang Muslim, merupakan cerminan 
ketakwaan. Sebab, ketakwaan tidak bisa dipisahkan dari rasa takut kepada Allah SWT dan ketaatan untuk 
menerapkan seluruh syariah Islam. 

Bohong klaim mereka yang mengatakan bertakwa, takut kepada Allah SWT tapi menolak penerapan seluruh 
syariah Islam. Padahal ketakwaan inilah yang menjadi jalan keluar (makhrajan) dari berbagai persoalan. 
Sebagaimana firman Allah SWT : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar 
baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka” [At-Thalaq: 2-3]. Ketakwaan ini juga akan 
menjadi jalan keberkahan dari Allah SWT kepada penduduk suatu negeri : “ Jikalau sekiranya penduduk negeri-
negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri” [Al-A'raf: 
96]

Karena itu, Islam tidak mengenal prinsip sekularisme, yang memisahkan agama dari kehidupan sosial politik, 
atau negara. Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Sekularisme juga bertolak belakang dengan ajaran Islam dan 
wajib ditolak. Karena dalam Islam ada kewajiban negara untuk mengurus rakyat berdasarkan syariah Islam, bukan 
hanya dalam aspek individu atau ibadah, tapi dalam  persoalan hukum, politik, pendidikan, ekonomi, maupun 
negara. Walhasil, usulan penghapusan pendidikan agama, harus kita tolak. Karena berasal dari pemikiran 
sekularisme yang menjauhkan agama dari pendidikan dan negara. Apalagi mengkriminalisasi dengan 
propaganda radikalisme, yang sesungguhnya merupakan proyek Barat bersama penguasa-penguasa bonekanya 
untuk mencegah kebangkitan Islam, membendung aspirasi umat Islam untuk menerapkan syariah Islam. Allahu 
Akbar![] farid wadjdi

Tiket Pesawat Mahal
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat 

melontarkan wacana akan membuka pasar penerbangan 
domestik bagi maskapai asing. Menurutnya, persaingan 
yang nanti timbul diharapkan akan membuat maskapai 
lebih efisien dan harga tiket penerbangan domestik akan 
turun.

Kisruh transportasi udara di Indonesia nyaris tidak 
pernah terselesaikan. Selain harga tiket mahal, soal 
keamanan pun menjadi PR besar. Dan ini menambah 
panjang daftar PR pemerintah dalam memberikan layanan 
publik khususnya di bidang transportasi yang terkait 
dengan mobilisasi aksesibilitasi dan distribusi sumber 
daya ekonomi yang dibutuhkan oleh seluruh umat di 
mana pun kapan pun.

Dalam paradigma yang digunakan negara dalam 
pembangunan ekonomi kapitalis neoliberal tampaknya 
akan sulit bagi negara untuk memberikan solusi yang 
berpihak padaa kepentingan umat karena ini memang 
ditujukan untuk kepentingan kekuatan modal. Negara 
hanya berfungsi sebagai regulator, regulasinya dibuat oleh 
para kapitalis.

Dalam penerapan sistem Islam, negara akan 
memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang 
berkah adil dan sejahtera yang akan meminimalisir 
kesenjangan ekonomi di masyarakat sekaligus akan 
menutup celah berkembangnya praktek bisnis layanan 
publik seperti yang selama ini merugikan umat. Khodijah. 
Kab Bandung. +6285220022xxx

Stop Perdagangan Perempuan 
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini akan 

terus terjadi dan berbahaya serta mengancam putra putri  
kita bila kapitalisme masih menjadi pijakan dalam 
menetukan kebijakan dan aturan. Dan jawaban untuk 
menghapuskan TPPO bukanlah dengan mewujudkan 
kesejahteraan gender. Selama kapitalisme masih menjadi 
pandangan hidup, kesetaraan gender terwujud, pada 
faktanya tidak akan dapat terwujud, bahkan mereka hanya 
dipandang sebagai objek dan komoditas.

Lain halnya dengan Islam, Islam memandang bahwa 
perempuan memiliki harkat dan martabat yang tinggi. 
Perempuan sangat dijaga, dihormati, dan dimuliakan. 
Muslimah tidak diperkennkan mengumbar auratnya di 
depan umum. Muslimah pun tidak sah ketika menikah 
tanpa walinya, karena Islam sangat menjaga sekali yang 
namanya nasab. Jadi ketika Islam diterapkan dalam 
sebuah negara, maka tidak akan terjadi yang namanya 
perdagangan perempuan. Ummu Nabila.+62 877-7052-
5xxx

Kisruh Zonasi
Awal tahun ajaran baru dunia pendidikan 

mengalami kekisruhan. Para orang tua menuai protes 
terhadap kebijakan sistem zonasi PPDB 2019 yang 
dikeluarkan Kemendikbud. Bagaimana tidak, kebijakan  
tersebut sangat membuat orang tua kebingungan. 
Menurut Ombudsman, lemahnya penerapan sistem zonasi 
adalah kurangnya sosialisasi terkait penerapan sistem 
zonasi. Ombudsman juga mengungkapkan bahwa 
Kemendikbud dan dinas pendidikan kurang gencar dalam 
mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga 
menimbulkan kesalahpahaman. 

Bukan hanya itu,Kemendikbud kurang berkoordinasi 
dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi. 
Akibatnya sekolah ada yang minus murid ada juga yang 
membludak. Siswa jadi depresi karena tidak bisa masuk ke 
sekolah yang diinginkan, permainan KK, semua itu terjadi 
adalah fakta miris seputar penerapan sistem zonasi.

Walaupun menurut Kemendikbud tujuan penerapan 
sistem zonasi adalah untuk memperbaiki kualitas 
pendidikan di Indonesia agar lebih merata, tapi bila 
diperhatikan kebijakan tersebut membuktikan bahwa 

penguasa tak bijak dalam mengatasi problem pendidikan 
karena tak menyentuh akar masalahnya. Malahan 
masyarakat dipaksa untuk mendukung kebijakan sistem 
zonasi tersebut dengan alasan kebijakan dibuat sebagai 
bagian dari penguatan demokrasi dan keadilan untuk 
pendidikan.

Demikianlah kalau penerapan sistem pendidikan yang 
ditopang dengan kekuatan ekonomi kapitalistik dan sistem 
politik sekuler demokrasi akan sulit diwujudkan sistem 
pendidikan yang ideal. Berbeda halnya, selandainya 
penerapan sistem pendidikan di negeri ini dijalankan 
dengan aturan Islam, maka tidak mustahil sistem pendidikan 
yang ideal bisa terwujud. Buktinya pada masa-masa masa 
kejayaan Islam, sistem pendidikan yang dijalankan mampu 
mewujudkan pendidikan yang adil merata dengan out put 
generasi paripurna. Sebab dalam Islam, sistem pendidikan 
begitu diperhatikan. Mulai dari asas dan kurikulum 
pendidikan harus berlandaskan akidah islam, tujuan dan 
metode pendidikannya bagaimana, pengajaran tsaqafah dan 
ilmu pengetahuan diberlakukan di semua jenjang 
pendidikan, biaya pendidikan ditanggung negara, sarana 
dan prasarana pendidikan juga disediakan.

Oleh karena itu, bila menginginkan kemajuan kualitas 
pendidikan secara merata maka harus dengan suatu model 
pendidikan yang baik dan benar. Tentu aturan Islamlah 
sebagai satu satunya solusi.yaitu dengan menerapkan Islam 
secara kaffah. Elin Nurlina.Banjaran. +62 821-2149-0xxx

Islam Jadi Kambing Hitam
Lagi, agama dijadikan kambing hitam dalam masalah 

perpecahan bangsa. Hal ini diketahui dari usulan  
penghapusan mapel agama di sekolah yang direncanakan 
dan diajukan oleh Darmono kepada Presiden Joko Widodo. 
Darmono berdalih bahwasanya pembelajaran agama bisa 
dilakukan di lingkungan rumah oleh orang tua dan guru 
agama yang bukan berasal dari sekolah.

Dalam Islam, agama merupakan pondasi serta 
tuntunan dan pedoman hidup bagi pemeluknya. Dia bukan 
hanya dijadikan sebagai aspek spiritual saja, namun sebagai 
tolak ukur kehidupan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam 
hidupnya harus berdasarkan hukum Islam. Sehingga menjadi 
penting bagi generasi Muslim untuk menuntut ilmu agama 
Islam bahkan sejak dini. 

Persoalan toleransi yang disebut sebut, sebenarnya 
sudah diajarkan dalam Islam, "lakum diinukum wa liyadiin", 
"untukmu agamamu dan untukku agamaku". Ayat tersebut 
telah jelas mengajarkan bagaimana seorang Muslim harus 
bertoleransi, Islam tidak pernah memaksakan seseorang 
untuk meyakini agamanya. Jadi, jelas pembelajaran agama 
merupakan pembelajaran yang krusial bagi generasi Muslim, 
dan dalih bahwa pembelajaran agama di sekolah dapat 
memecah belah bangsa jelas hal itu tidak dapat dibenarkan. 
Astriani. Bogor. 0895124258xxx

Swastanisasi Air Rugikan Umat
Problem pengelolaan air minum oleh swasta kembali 

menghangat. Rakyat di buat ketar ketir dengan sistem 
pengelolaan yang tidak transparan. Masih adakah ruang 
rakyat untuk mengakses air minun sehat dan murah?

Air menjadi kebutuhan vital bagi manusia. Apa daya 
ketika air diserahkan swasta kisruhlah pengelolaannya. 
Dalam sistem demokrasi, kebebasan sangat diagungkan. 
Siapapun bisa mengakses apapun demi nafsu dunia 
termasuk air. Sejatinya kita diingatkan hadits bahwa kaum 
Muslimin berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, 
api. Air bukanlah barang komersial. Islam tidak membiarkan 
sumber air dikuasai korporat asing/aseng. Kesempurnaan 
sistem Islam tidak bisa diragukan dalam meriayah 
umat/rakyat dalam seluruh sendi kehidupan. Mari gelorakan 
kembali Islam sebagai problem solving kehidupan dalam 
tatanan syariah dan Khilafah. Sehingga kesejahteraan, 
keberkahan dan ridho Allah tercurah. Naura fahima. Bogor. 
+62 856-6975-4xxx
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dahal, kata Nasrullah, pihaknya 
sudah menyiapkan saksi yang me-
nyaksikan apa yang terjadi di vi-
deo tersebut. “Kami minta hanya 
20 video saja. Kalau tiap video 2 
menit, cuma 40 menit. MK me-
nolak. Itu sangat mengecewakan,” 
kata Nasrullah dalam sebuah talk 
show di sebuah televisi.

Ketika sebuah video diputar 
yang menunjukkan adanya mobil 
yang membawa berkas suara dan 
di belakang mobil tertulis KPU, 
hakim menilai video itu tidak 
mencantumkan kejadian di mana 
dan kapan. “Memang di video itu 
tidak ada. Kami sudah siapkan 
saksi-saksi tempat dan siapa. Tapi 
saksi dibatasi 15 orang sehingga 
tak mungkin kami bisa buktikan,” 
jelasnya.

Kebenaran Formil
Praktisi hukum Ahmad Kho-

zinudin menilai, sidang MK ini 
seperti sidang perdata. Tidak 
mencari bukti materiil tapi hanya 
bukti formil. Ini sangat berbeda 
dengan berbeda dengan sidang 
pidana, di mana hakim mengadili 
dan mencari kebenaran materiil. 
Dalam sidang pidana, tidak ada 

batasan waktu untuk mengadili 
perkara. Kasus kopi sianida Jesica, 
misalnya. Sidang berlangsung sa-
ngat lama dan melelahkan. 

Maka tak heran, kuasa hu-
kum Prabowo-Sandi membawa 
12 truk barang bukti berupa C1. 
Tapi barang bukti itu seolah hanya 
mengonggok saja di gedung KPK. 
Tak tersentuh tangan hakim untuk 
dibuka dan dibuktikan di persi-
dangan.

Ketika kuasa hukum BPN 
sempat meminta kepada KPU 
agar menunjukkan daftar hadir 
C7. Langkah ini dilakukan karena 
ada informasi bahwa jumlah suara 
di TPS baik yang sah maupun tidak 
sah melebihi jumlah orang yang 
hadir. Ternyata KPU tidak berani 
menghadirkan daftar C7. “Nah, 
kita minta nih melalui MK, agar MK 
meminta daftar C7 ke KPU,” kata 
Nasrullah. 

Waktu persidangan sedang 
berlangsung, bahkan salah se-
orang majelis hakim sampai nga-
tain KPU, “Ini KPU kok cuma ngeles-
ngeles melulu ya kalau diminta 
daftar hadir?” Tapi, Nasrullah 
mempertanyakan, mengapa mes-
kipun KPU tetap tidak mengha-
dirkan daftar C7, tidak dianggap 

sebagai masalah oleh hakim wak-
tu putusannya!? “Bahkan oleh MK 
dianggap sudah selesai perma-
salahannya. Kok sudah selesai!?” 
katanya.

Termasuk yang tidak dida-
lami adalah video dukungan dari 
pejabat dan aparatur daerah yang 
terekam melalui video. Orangnya 
sangat jelas dengan jabatan yang 
masih melekat. Tapi, tak ada upaya 
sedikit pun misalnya memanggil 
yang bersangkutan. 

Kesaksian para saksi ahli pun 
seperti angin lalu. Kesaksian 
mereka yang begitu gamblang 
mengungkap kemungkinan kecu-
rangan secara TSM dianggap tidak 
kuat. 

Ahmad menilai, MK tidak 
pernah mengadili ihwal kecu-
rangan, apalagi yang bersifat 
Terstruktur, Sistematis, dan Masif 
(TSM). Menurutnya, MK hanya 
mengadili sengketa PHPU (perse-
lisihan hasil pemungutan suara). 
“Karena tidak diadili, jadi tidak ada 
dasar hukum bagi pihak-pihak 
yang mengklaim Pilpres jurdil tan-
pa kecurangan. Apalagi berdalih 
putusan MK,” jelasnya.

Waktu sidang MK dalam ma-
salah ini memang sangat cepat, 

tak memungkinkan hakim mem-
bongkar-bongkar barang bukti 
yang begitu besar. Jumat (21/6) 
malam sekitar pukul 23.00 peme-
riksaan saksi baru selesai. Saat itu, 
majelis hakim menyatakan akan 
langsung mengadakan rapat per-
musyawaratan hasil (RPH). Tapi, 
Senin (24/6) siang, Humas MK 
mengatakan bahwa RPH sudah 
ada hasilnya dan akan diumum-
kan pada 27 Juni. Bila benar se-
perti itu, RPH itu sangat cepat 
karena biasanya Sabtu-Ahad ada-
lah libur. 

Kepercayaan
Meski MK telah mengambil 

keputusan, tidak berarti Jokowi 
lega. Sebab, hingga kini Prabowo 
belum memberikan ucapan sela-
mat. Ini yang sangat ditunggu-
tunggu. Berbagai upaya dilaku-
kan kubu Jokowi untuk menggi-
ring kubu Prabowo ke arah itu. 
Termasuk mendorong kubu Pra-
bowo agar mau bertemu dengan 
Jokowi.

Ini terbilang aneh. Bagaima-
na mungkin seorang yang dinya-
takan menang masih gusar atas 
kemenangannya itu gara-gara be-
lum ada pernyataan selamat dari 

lawan politiknya?
Masyarakat sendiri masih 

banyak yang tak menerima pu-
tusan MK itu. Sebagian mereka 
mendesak agar Prabowo tidak 
bertemu dan melakukan rekonsi-
liasi dengan kubu Jokowi. “Jadi 
masyarakat mencatat sebuah ke-
janggalan, dan itu menjadi beban 
berat bagi penyelenggara, dan 
pemerintah ke depan,” kata Asyari 
Usman.

Artinya, kepercayaan kepa-
da rezim Jokowi pun akan menu-
run. Meski secara legal formal 
menang, ia akan kehilangan legiti-
masi publik.

Di sisi lain, menurut Ahmad 
Khozinudin, kepercayaan terha-
dap MK bisa menurun drastis. 
Menurutnya, kondisi ini sangat 
mengkhawatirkan bagi proses 
politik di negeri ini. “Kelak, akan 
ada pembenaran bagi politisi dan 
partai untuk melakukan proses 
politik dengan cara curang secu-
rang-curangnya. Yang penting 
menang. Toh, dibawa ke MK kecu-
rangan tidak akan diadili,” katanya. 

Yang pasti, masyarakat yang 
akan menentukan keberlang-
sungan negeri ini ke depan. Se-
perti apa?[] emje

Kontroversi 
Putusan MK

T   he game is over,” 
begitu ungkapan 
pengamat hukum 
Refly Harun men-
jelang putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
menangani perselisihan pemilu 
2019. Sepertinya ia sudah mendu-
ga apa yang terjadi.

Akhirnya memang demikian 
adanya. Tepat pukul 21.15, Kamis 
(27/6) Ketua Majelis Hakim Kons-
titusi, Anwar Usman, membaca-
kan kesimpulan putusan majelis 
hakim konstitusi. “Menyatakan 
dalam eksepsi, menolak eksepsi 
termohon dan pihak terkait untuk 
seluruhnya. Dalam pokok permo-
honan, menolak permohonan pe-
mohon untuk seluruhnya,” kata 
Anwar Usman.

Putusan MK ini bulat, artinya 
tak ada hakim yang mempunyai 
pendapat lain. Sembilan hakim 
MK dalam permusyawaratannya 
menyatakan semua dalil hukum 
yang diajukan tim hukum Pra-
bowo-Sandiaga tidak beralasan.

Jauh hari sebelumnya, ba-
nyak suara yang mendesak Pra-
bowo-Sandi tidak menggugat ha-
sil Pilpres ke MK. Mereka menga-
takan, memasukkan gugatan ke 

MK sama dengan masuk ke ku-
buran. Tapi, kubu Prabowo tetap 
memilih jalur tersebut. Akhirnya, 
keinginan Prabowo-Sandi pun 
terkubur di MK.

Mengherankan
Putusan MK ini tentu disam-

but gembira oleh kubu Jokowi. 
Namun tidak halnya dengan ma-
syarakat. Sebab, masyarakat jus-
tru banyak menemukan hal-hal 
yang diungkap oleh kuasa hukum 
BPN di persidangan sebagai hal 
yang benar-benar terjadi.

Mantan wartawan BBC Lon-
don Asyari Usman tak habis pikir 
dengan putusan MK itu. “Seperti 
banyak orang, saya juga melihat 
bahwa putusan ini sangat aneh, 
artinya, tidak ada satupun gugat-
an pemohon yang diterima dari 
sekian banyak gugatan, ini me-
munculkan tanda tanya,” ucapnya.

Dan lagi, kata Asyari, sembil-
an hakim yang duduk di mahka-
mah itu pendapatnya sama. Tidak 
ada dissenting opinion atau pen-
dapat yang berbeda. Padahal se-
belumnya masyarakat berharap 
banyak, terlebih lagi Ketua MK 
mengatakan hanya takut kepada 

Allah. 
Tapi putusan sangat menge-

cewakan masyarakat. “Karena me-
mang yang terjadi sangat meng-
herankan sekali. Orang merasa-
kan dan banyak melihat itu, na-
mun secara legal formal itu dinya-
takan tidak ada. Jadi bagaimana 
coba?” jelasnya.

Tim kuasa hukum BPN sen-
diri tak bisa berbuat apa-apa. 
“Saya memang tidak boleh mem-
bangkang keputusan MK tetapi 
saya juga punya hak untuk mem-
berikan pendapat terhadap pu-
tusan itu,” kata salah satu kuasa 
hukum BPN Teuku Nasrullah kepa-
da Media Umat.

Ia menjelaskan, sidang per-
selisihan di MK ini adalah speedy 
trial, pengadilan cepat. “Kami ha-
nya diberikan kesempatan meng-
hadirkan dua ahli dan 15 saksi. 
Bagaimana kami harus memasuk-
kan dalil yang datang dari seluruh 
Indonesia dalam satu hari?” ung-
kapnya.   

Padahal, kuasa hukum me-
miliki banyak bukti yang disodor-
kan. Video saja ada 88 buah. Me-
reka meminta agar 20 video bisa 
diputar di persidangan. Namun 
permintaan itu tak dikabulkan. Pa-

Mei lalu, empat Petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) divonis majelis hakim 
Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan hukuman 
percobaan. Mereka terbukti bersalah karena men-
coblos tiga sisa surat suara di TPS 24 Ciloang, Kota 

Serang. 
Keempatnya adalah Erwin Hady, Badri, Mastari dan Sofian. 

Dalam vonis majelis yang dipimpin Slamet Widodo keempatnya 
divonis pidana 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan dan 
didenda sebesar Rp 500 ribu rupiah subsider 7 hari kurungan. Mere-
ka divonis melanggar Pasal 532 UU Pemilu.

"Menyatakan terdakwa bersalah," kata Slamet dalam putusan 
yang dibacakan secara bergantian di Jl Serang-Pandeglang, Banten, 
Kamis (23/5).

Itu baru satu kasus yang terpublikasi. Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) RI sendiri mencatat terdapat 16.043 temuan dan laporan 
dugaan pelanggaran di Pemilu 2019. Data tersebut berdasar temu-
an Bawaslu dan laporan yang diterima lembaga pengawas ini 
sampai 28 Mei 2019. 

Dari angka itu, sebanyak 14.462 dugaan pelanggaran aturan 
pemilu merupakan temuan pengawas di lapangan. Sementara 
1.581 dugaan pelanggaran merupakan laporan yang diterima Ba-
waslu. "Laporan itu artinya dari masyarakat. Sedangkan temuan 
adalah hasil temuan pengawas di lapangan, di TPS," kata Anggota 
Bawaslu Fritz Edward Siregar di Jakarta,  Selasa (28/5).

Apa makna adanya pelanggaran tersebut? Patut diduga itu 
adalah ketidakberesan penyelenggaraan pemilihan umum oleh 
KPU. Apakah itu berupa kecurangan, penyalahgunaan tugas, dan 
sebagainya. Dan fakta menunjukkan, masyarakat pun mengabadi-
kan berbagai kecurangan itu melalui media sosial. Semua ada.

Tapi bukti-bukti yang kemudian diungkap ulang di Mahkamah 
Konstitusi, ternyata tak ada artinya. MK menganggap KPU telah 
melaksanakan tugasnya dengan benar dan menolak gugatan kubu 
pasangan Prabowo-Sandi bahwa ada kecurangan dalam penghi-
tungan suara.

Palu sudah diketok. Putusan sudah jatuh. Semua hakim MK 
sepakat, tak ada yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan 
itu (dessenting opinion). Artinya, kemenangan pasangan Jokowi-
Ma'ruf sudah mendapat legalitas. Sah!

Rasa keadilan publik jadi taruhan. Tidak semua masyarakat 
bisa menerima putusan itu.  Memang legalitas hukum sudah dida-
patkan, tapi legitimasi publik masih menjadi tanda tanya. Akankah 
publik dengan mudah menerima ketidakadilan itu?

Lepas dari itu, demokrasi telah mencatatkan sebuah feno-
mena politik. Perhelatan itu telah menghabiskan sekitar Rp 25 triliun 
uang rakyat. Yang menyedihkan, pesta itu pun memakan korban 
lebih dari 500 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya yang jatuh 
sakit. Lalu, apakah itu seimbang dengan terpilihnya pemimpin yang 
diidamkan oleh rakyat?

Yang pasti, niat kaum Muslim untuk bisa berperan besar dalam 
menentukan arah bangsa, gagal. Demokrasi telah menjegal niat 
baik itu. Islam dianggap justru sebagai lawan dan harus dibenam-
kan. 

Maka bagi mereka yang mencermati kondisi kini, demokrasi 
memang jalan sempit bagi tegaknya Islam. Jangankan syariah Islam, 
baru menegakkan keadilan dan kebenaran versi universal saja be-
gitu berat. Inilah tantangan umat! Perjuangan harus terus dilan-
jutkan! [] mujiyanto

B
anyak orang menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

lembaga tinggi yang tidak punya cela atau 'dosa'. Seolah-olah MK 

adalah pengadil yang seadil-adilnya dan putusannya betul-betul 

mempertimbangkan keadilan dan kebenaran.

Tapi jangan salah. Anggapan itu tak berdasarkan fakta. Arief 

Hidayat, hakim MK, bahkan pernah didesak mundur oleh 54 guru besar 

dari berbagai perguruan tinggi karena ia sudah dua kali dinyatakan 

melanggar etik oleh Dewan Etik MK.

Sebelumnya, Arief yang pernah menjabat Ketua MK ini dilaporkan 

sebanyak enam kali ke Dewan Etik MK terkait dugaan pelanggaran kode 

etik dan perilaku hakim. Dua di antaranya terbukti. Kendati begitu, Arief 

tetap saja duduk sebagai hakim MK sampai sekarang.

Di era terdahulu, terbukti MK tak selamanya 'suci'. Mantan hakim 

MK Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada 

Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 2019. Ia terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Saat itu Patrialis 

diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa 

uang pengganti. Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti Rp 

10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap 

yang ia terima. 

Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan 

putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, yang diajukan ke MK. 

Yang lebih dahsyat adalah aksi yang dilakukan oleh mantan Ketua 

MK Akil Mochtar. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis 

hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 2014. 

Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan 

tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK.

Tidak hanya dari satu perkara, Akil terbukti menerima suap terkait 

empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada 

Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), 

Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 

miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 

miliar). Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan bahwa orang 

dekat Akil, Muhtar Ependy, terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali 

Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito. Namun, majelis 

hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima 

Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu. 

Nah![] emje

MK Tak Bebas Cela

“Orang merasakan dan banyak 
melihat itu, namun secara legal formal 
itu dinyatakan tidak ada. Jadi 
bagaimana coba?”

Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi

Saat Bukti Saat Bukti 
dan Saksi dan Saksi 
tak Ada Artitak Ada Arti

Saat Bukti 
dan Saksi 
tak Ada Arti
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dahal, kata Nasrullah, pihaknya 
sudah menyiapkan saksi yang me-
nyaksikan apa yang terjadi di vi-
deo tersebut. “Kami minta hanya 
20 video saja. Kalau tiap video 2 
menit, cuma 40 menit. MK me-
nolak. Itu sangat mengecewakan,” 
kata Nasrullah dalam sebuah talk 
show di sebuah televisi.

Ketika sebuah video diputar 
yang menunjukkan adanya mobil 
yang membawa berkas suara dan 
di belakang mobil tertulis KPU, 
hakim menilai video itu tidak 
mencantumkan kejadian di mana 
dan kapan. “Memang di video itu 
tidak ada. Kami sudah siapkan 
saksi-saksi tempat dan siapa. Tapi 
saksi dibatasi 15 orang sehingga 
tak mungkin kami bisa buktikan,” 
jelasnya.

Kebenaran Formil
Praktisi hukum Ahmad Kho-

zinudin menilai, sidang MK ini 
seperti sidang perdata. Tidak 
mencari bukti materiil tapi hanya 
bukti formil. Ini sangat berbeda 
dengan sidang pidana, di mana 
hakim mengadili dan mencari 
kebenaran materiil. Dalam sidang 
pidana, tidak ada batasan waktu 

untuk mengadili perkara. Kasus 
kopi sianida Jesica, misalnya. 
Sidang berlangsung sangat lama 
dan melelahkan. 

Maka tak heran, kuasa hu-
kum Prabowo-Sandi membawa 
12 truk barang bukti berupa C1. 
Tapi barang bukti itu seolah hanya 
mengonggok saja di gedung KPK. 
Tak tersentuh tangan hakim untuk 
dibuka dan dibuktikan di persi-
dangan.

Ketika kuasa hukum BPN 
sempat meminta kepada KPU 
agar menunjukkan daftar hadir 
C7. Langkah ini dilakukan karena 
ada informasi bahwa jumlah suara 
di TPS baik yang sah maupun tidak 
sah melebihi jumlah orang yang 
hadir. Ternyata KPU tidak berani 
menghadirkan daftar C7. “Nah, 
kita minta nih melalui MK, agar MK 
meminta daftar C7 ke KPU,” kata 
Nasrullah. 

Waktu persidangan sedang 
berlangsung, bahkan salah se-
orang majelis hakim sampai nga-
tain KPU, “Ini KPU kok cuma ngeles-
ngeles melulu ya kalau diminta 
daftar hadir?” Tapi, Nasrullah 
mempertanyakan, mengapa mes-
kipun KPU tetap tidak mengha-
dirkan daftar C7, tidak dianggap 

sebagai masalah oleh hakim wak-
tu putusannya!? “Bahkan oleh MK 
dianggap sudah selesai perma-
salahannya. Kok sudah selesai!?” 
katanya.

Termasuk yang tidak dida-
lami adalah video dukungan dari 
pejabat dan aparatur daerah yang 
terekam melalui video. Orangnya 
sangat jelas dengan jabatan yang 
masih melekat. Tapi, tak ada upaya 
sedikit pun misalnya memanggil 
yang bersangkutan. 

Kesaksian para saksi ahli pun 
seperti angin lalu. Kesaksian 
mereka yang begitu gamblang 
mengungkap kemungkinan kecu-
rangan secara TSM dianggap tidak 
kuat. 

Ahmad menilai, MK tidak 
pernah mengadili ihwal kecu-
rangan, apalagi yang bersifat 
Terstruktur, Sistematis, dan Masif 
(TSM). Menurutnya, MK hanya 
mengadili sengketa PHPU (perse-
lisihan hasil pemungutan suara). 
“Karena tidak diadili, jadi tidak ada 
dasar hukum bagi pihak-pihak 
yang mengklaim Pilpres jurdil tan-
pa kecurangan. Apalagi berdalih 
putusan MK,” jelasnya.

Waktu sidang MK dalam ma-
salah ini memang sangat cepat, 

tak memungkinkan hakim mem-
bongkar-bongkar barang bukti 
yang begitu besar. Jumat (21/6) 
malam sekitar pukul 23.00 peme-
riksaan saksi baru selesai. Saat itu, 
majelis hakim menyatakan akan 
langsung mengadakan rapat per-
musyawaratan hasil (RPH). Tapi, 
Senin (24/6) siang, Humas MK 
mengatakan bahwa RPH sudah 
ada hasilnya dan akan diumum-
kan pada 27 Juni. Bila benar se-
perti itu, RPH itu sangat cepat 
karena biasanya Sabtu-Ahad ada-
lah libur. 

Kepercayaan
Meski MK telah mengambil 

keputusan, tidak berarti Jokowi 
lega. Sebab, hingga kini Prabowo 
belum memberikan ucapan sela-
mat. Ini yang sangat ditunggu-
tunggu. Berbagai upaya dilaku-
kan kubu Jokowi untuk menggi-
ring kubu Prabowo ke arah itu. 
Termasuk mendorong kubu Pra-
bowo agar mau bertemu dengan 
Jokowi.

Ini terbilang aneh. Bagaima-
na mungkin seorang yang dinya-
takan menang masih gusar atas 
kemenangannya itu gara-gara be-
lum ada pernyataan selamat dari 

lawan politiknya?
Masyarakat sendiri masih 

banyak yang tak menerima pu-
tusan MK itu. Sebagian mereka 
mendesak agar Prabowo tidak 
bertemu dan melakukan rekonsi-
liasi dengan kubu Jokowi. “Jadi 
masyarakat mencatat sebuah ke-
janggalan, dan itu menjadi beban 
berat bagi penyelenggara, dan 
pemerintah ke depan,” kata Asyari 
Usman.

Artinya, kepercayaan kepa-
da rezim Jokowi pun akan menu-
run. Meski secara legal formal 
menang, ia akan kehilangan legiti-
masi publik.

Di sisi lain, menurut Ahmad 
Khozinudin, kepercayaan terha-
dap MK bisa menurun drastis. 
Menurutnya, kondisi ini sangat 
mengkhawatirkan bagi proses 
politik di negeri ini. “Kelak, akan 
ada pembenaran bagi politisi dan 
partai untuk melakukan proses 
politik dengan cara curang secu-
rang-curangnya. Yang penting 
menang. Toh, dibawa ke MK kecu-
rangan tidak akan diadili,” katanya. 

Yang pasti, masyarakat yang 
akan menentukan keberlang-
sungan negeri ini ke depan. Se-
perti apa?[] emje

Kontroversi 
Putusan MK

T   he game is over,” 
begitu ungkapan 
pengamat hukum 
Refly Harun men-
jelang putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
menangani perselisihan pemilu 
2019. Sepertinya ia sudah mendu-
ga apa yang terjadi.

Akhirnya memang demikian 
adanya. Tepat pukul 21.15, Kamis 
(27/6) Ketua Majelis Hakim Kons-
titusi, Anwar Usman, membaca-
kan kesimpulan putusan majelis 
hakim konstitusi. “Menyatakan 
dalam eksepsi, menolak eksepsi 
termohon dan pihak terkait untuk 
seluruhnya. Dalam pokok permo-
honan, menolak permohonan pe-
mohon untuk seluruhnya,” kata 
Anwar Usman.

Putusan MK ini bulat, artinya 
tak ada hakim yang mempunyai 
pendapat lain. Sembilan hakim 
MK dalam permusyawaratannya 
menyatakan semua dalil hukum 
yang diajukan tim hukum Pra-
bowo-Sandiaga tidak beralasan.

Jauh hari sebelumnya, ba-
nyak suara yang mendesak Pra-
bowo-Sandi tidak menggugat ha-
sil Pilpres ke MK. Mereka menga-
takan, memasukkan gugatan ke 

MK sama dengan masuk ke ku-
buran. Tapi, kubu Prabowo tetap 
memilih jalur tersebut. Akhirnya, 
keinginan Prabowo-Sandi pun 
terkubur di MK.

Mengherankan
Putusan MK ini tentu disam-

but gembira oleh kubu Jokowi. 
Namun tidak halnya dengan ma-
syarakat. Sebab, masyarakat jus-
tru banyak menemukan hal-hal 
yang diungkap oleh kuasa hukum 
BPN di persidangan sebagai hal 
yang benar-benar terjadi.

Mantan wartawan BBC Lon-
don Asyari Usman tak habis pikir 
dengan putusan MK itu. “Seperti 
banyak orang, saya juga melihat 
bahwa putusan ini sangat aneh, 
artinya, tidak ada satupun gugat-
an pemohon yang diterima dari 
sekian banyak gugatan, ini me-
munculkan tanda tanya,” ucapnya.

Dan lagi, kata Asyari, sembil-
an hakim yang duduk di mahka-
mah itu pendapatnya sama. Tidak 
ada dissenting opinion atau pen-
dapat yang berbeda. Padahal se-
belumnya masyarakat berharap 
banyak, terlebih lagi Ketua MK 
mengatakan hanya takut kepada 

Allah. 
Tapi putusan sangat menge-

cewakan masyarakat. “Karena me-
mang yang terjadi sangat meng-
herankan sekali. Orang merasa-
kan dan banyak melihat itu, na-
mun secara legal formal itu dinya-
takan tidak ada. Jadi bagaimana 
coba?” jelasnya.

Tim kuasa hukum BPN sen-
diri tak bisa berbuat apa-apa. 
“Saya memang tidak boleh mem-
bangkang keputusan MK tetapi 
saya juga punya hak untuk mem-
berikan pendapat terhadap pu-
tusan itu,” kata salah satu kuasa 
hukum BPN Teuku Nasrullah kepa-
da Media Umat.

Ia menjelaskan, sidang per-
selisihan di MK ini adalah speedy 
trial, pengadilan cepat. “Kami ha-
nya diberikan kesempatan meng-
hadirkan dua ahli dan 15 saksi. 
Bagaimana kami harus memasuk-
kan dalil yang datang dari seluruh 
Indonesia dalam satu hari?” ung-
kapnya.   

Padahal, kuasa hukum me-
miliki banyak bukti yang disodor-
kan. Video saja ada 88 buah. Me-
reka meminta agar 20 video bisa 
diputar di persidangan. Namun 
permintaan itu tak dikabulkan. Pa-

Mei lalu, empat Petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) divonis majelis hakim 
Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan hukuman 
percobaan. Mereka terbukti bersalah karena men-
coblos tiga sisa surat suara di TPS 24 Ciloang, Kota 

Serang. 
Keempatnya adalah Erwin Hady, Badri, Mastari dan Sofian. 

Dalam vonis majelis yang dipimpin Slamet Widodo keempatnya 
divonis pidana 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan dan 
didenda sebesar Rp 500 ribu rupiah subsider 7 hari kurungan. Mere-
ka divonis melanggar Pasal 532 UU Pemilu.

"Menyatakan terdakwa bersalah," kata Slamet dalam putusan 
yang dibacakan secara bergantian di Jl Serang-Pandeglang, Banten, 
Kamis (23/5).

Itu baru satu kasus yang terpublikasi. Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) RI sendiri mencatat terdapat 16.043 temuan dan laporan 
dugaan pelanggaran di Pemilu 2019. Data tersebut berdasar temu-
an Bawaslu dan laporan yang diterima lembaga pengawas ini 
sampai 28 Mei 2019. 

Dari angka itu, sebanyak 14.462 dugaan pelanggaran aturan 
pemilu merupakan temuan pengawas di lapangan. Sementara 
1.581 dugaan pelanggaran merupakan laporan yang diterima Ba-
waslu. "Laporan itu artinya dari masyarakat. Sedangkan temuan 
adalah hasil temuan pengawas di lapangan, di TPS," kata Anggota 
Bawaslu Fritz Edward Siregar di Jakarta,  Selasa (28/5).

Apa makna adanya pelanggaran tersebut? Patut diduga itu 
adalah ketidakberesan penyelenggaraan pemilihan umum oleh 
KPU. Apakah itu berupa kecurangan, penyalahgunaan tugas, dan 
sebagainya. Dan fakta menunjukkan, masyarakat pun mengabadi-
kan berbagai kecurangan itu melalui media sosial. Semua ada.

Tapi bukti-bukti yang kemudian diungkap ulang di Mahkamah 
Konstitusi, ternyata tak ada artinya. MK menganggap KPU telah 
melaksanakan tugasnya dengan benar dan menolak gugatan kubu 
pasangan Prabowo-Sandi bahwa ada kecurangan dalam penghi-
tungan suara.

Palu sudah diketok. Putusan sudah jatuh. Semua hakim MK 
sepakat, tak ada yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan 
itu (dessenting opinion). Artinya, kemenangan pasangan Jokowi-
Ma'ruf sudah mendapat legalitas. Sah!

Rasa keadilan publik jadi taruhan. Tidak semua masyarakat 
bisa menerima putusan itu.  Memang legalitas hukum sudah dida-
patkan, tapi legitimasi publik masih menjadi tanda tanya. Akankah 
publik dengan mudah menerima ketidakadilan itu?

Lepas dari itu, demokrasi telah mencatatkan sebuah feno-
mena politik. Perhelatan itu telah menghabiskan sekitar Rp 25 triliun 
uang rakyat. Yang menyedihkan, pesta itu pun memakan korban 
lebih dari 500 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya yang jatuh 
sakit. Lalu, apakah itu seimbang dengan terpilihnya pemimpin yang 
diidamkan oleh rakyat?

Yang pasti, niat kaum Muslim untuk bisa berperan besar dalam 
menentukan arah bangsa, gagal. Demokrasi telah menjegal niat 
baik itu. Islam dianggap justru sebagai lawan dan harus dibenam-
kan. 

Maka bagi mereka yang mencermati kondisi kini, demokrasi 
memang jalan sempit bagi tegaknya Islam. Jangankan syariah Islam, 
baru menegakkan keadilan dan kebenaran versi universal saja be-
gitu berat. Inilah tantangan umat! Perjuangan harus terus dilan-
jutkan! [] mujiyanto

B
anyak orang menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

lembaga tinggi yang tidak punya cela atau 'dosa'. Seolah-olah MK 

adalah pengadil yang seadil-adilnya dan putusannya betul-betul 

mempertimbangkan keadilan dan kebenaran.

Tapi jangan salah. Anggapan itu tak berdasarkan fakta. Arief 

Hidayat, hakim MK, bahkan pernah didesak mundur oleh 54 guru besar 

dari berbagai perguruan tinggi karena ia sudah dua kali dinyatakan 

melanggar etik oleh Dewan Etik MK.

Sebelumnya, Arief yang pernah menjabat Ketua MK ini dilaporkan 

sebanyak enam kali ke Dewan Etik MK terkait dugaan pelanggaran kode 

etik dan perilaku hakim. Dua di antaranya terbukti. Kendati begitu, Arief 

tetap saja duduk sebagai hakim MK sampai sekarang.

Di era terdahulu, terbukti MK tak selamanya 'suci'. Mantan hakim 

MK Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada 

Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 2019. Ia terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Saat itu Patrialis 

diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa 

uang pengganti. Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti Rp 

10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap 

yang ia terima. 

Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan 

putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, yang diajukan ke MK. 

Yang lebih dahsyat adalah aksi yang dilakukan oleh mantan Ketua 

MK Akil Mochtar. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis 

hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 2014. 

Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan 

tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK.

Tidak hanya dari satu perkara, Akil terbukti menerima suap terkait 

empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada 

Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), 

Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 

miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 

miliar). Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan bahwa orang 

dekat Akil, Muhtar Ependy, terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali 

Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito. Namun, majelis 

hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima 

Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu. 

Nah![] emje

MK Tak Bebas Cela

“Orang merasakan dan banyak 
melihat itu, namun secara legal formal 
itu dinyatakan tidak ada. Jadi 
bagaimana coba?”

Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi

Saat Bukti Saat Bukti 
dan Saksi dan Saksi 
tak Ada Artitak Ada Arti

Saat Bukti 
dan Saksi 
tak Ada Arti
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Pemilihan umum 2019 
mencatatkan rekor da-
lam alokasi dananya. 
Tercatat pemilu yang 
serentak: presiden, 

anggota legislatif, dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
memakan biaya Rp 24,8 triliun. 
Anggaran Pemilu 2019 lebih besar 
dibandingkan anggaran pemilih-
an kepada daerah serentak 2018 
yang tercatat sebesar Rp 16 triliun.

Bagi pemerintah, mening-
katnya anggaran itu dimaksudkan 
untuk meningkatkan kualitas lem-
baga demokrasi, menjamin hak-
hak politik dan kebebasan sipil, 
mewujudkan birokrasi yang net-
ral, dan melaksanakan tahapan 
pemilu yang aman.

Kegiatan terkait pelaksana-

an Pemilu 2019 antara lain dijalan-
kan oleh KPU dalam hal pelaksa-
naan tahapan, Bawaslu dalam hal 
pengawasan tahapan dan pe-
ngembangan kelembagaan, serta 
Kementerian Pertanahan dan Pol-
ri terkait pengamanan pemilu.

Namun, apakah itu menjadi 
jaminan pelaksanaan pemilu ini 
menjadi lebih baik? Bambang 
Widjojanto, Ketua Kuasa Hukum 
BPN membandingkan pelaksa-
naan Pemilu 1955 dengan Pemilu 
2019 sangat jauh berbeda. Menu-
rutnya, Pemilu paling demokratis 
justru terjadi di awal kemerdeka-
an.

"Inilah pemilu terburuk di In-
donesia selama Indonesia pernah 
berdiri," kata Bambang di Gedung 
MK, Jakarta, Jumat (24/5).

Sebelumnya pemilu ber-
langsung, analis politik dari Ex-
posit Strategic Arif Susanto meni-
lai, Pemilu 2019 berpotensi men-
jadi Pemilu terburuk apabila KPU 
dan Bawaslu gagal mengatasi ber-
bagai masalah yang muncul. Me-
nurutnya persoalan Pemilu 2019 
lebih kompleks dibandingkan 
pemilu-pemilu sebelumnya, ka-
rena pertama kali diadakan secara 
serentak antara Pemilihan Presi-
den (Pilpres) dan Pemilihan Le-
gislatif (Pileg). 

Ia mengungkapkan, ada 
enam potensi yang membuat 
Pemilu 2019 bisa menjadi yang 
terburuk dalam sejarah Indonesia. 
Pertama, penetapan partai politik 
yang sudah bermasalah sejak 
awal; kedua, ketidaktegasan pe-

nyelenggara pemilu soal adanya 
praktik uang mahar; ketiga, per-
soalan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 
keempat, masuknya 81 calon le-
gislator berstatus mantan narapi-
dana kasus korupsi; kelima, ma-
raknya politik kebencian berbasis 
identitas dan maraknya hoaks; 
dan keenam, TPS yang tidak me-
madai.

Faktanya, sebagian potensi 
ini pun muncul. Dan tidak tertun-
taskan hingga pelaksanaan Pemi-
lu berakhir. Bahkan persoalan 
perhitungan suara pun jadi ma-
salah. Bagaimana mungkin, pe-
menang Pemilu sudah diumum-
kan tapi ternyata penghitungan 
suara hingga kini belum selesai.

Selain itu, Pemilu 2019 me-
ninggalkan duka yang dalam. Se-
banyak 527 petugas Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Sua-
ra (KPPS) meninggal dunia dan 
yang sakit sudah mencapai 11.239 
orang. Ini data resmi yang dike-
luarkan oleh Kementerian Kese-
hatan pada 16 Mei 2019 berdasar-
kan data yang diambil sehari se-
belumnya. Konon, jumlah yang 
tewas ini terus meningkat seiring 
perjalanan waktu.

Ironisnya, tak ada penyeli-
dikan oleh pemerintah terkait ke-
matian petugas KPPS ini. Padahal 
ini tercatat sebagai kematian mas-
sal, yang jauh lebih besar dari ke-
matian akibat kejadian luar biasa 
penyakit semisal demam berda-
rah, atau lainnya. Bahkan, tak ter-
dengar adanya simpati atau em-
pati dari rezim atas kematian para 
petugas KPPS ini.

Bahkan dr Ani Hasibuan ma-
lah diperiksa oleh kepolisian usai 
mengomentasi soal dugaan ke-
janggalan atas meninggalnya pe-
tugas KPPS pasca Pemilu 2019. 

Ironis
Pesta demokrasi dengan 

menghabiskan uang sedemikian 
besar ternyata tak menjamin pe-
laksanaannya berlangsung baik. 
Yang muncul justru ketidakberes-
an. Ujung-ujungnya adalah per-
selisihan pemilu. Perselisihan pe-
milu ini tak akan muncul bila pe-
nyelenggaraan pemilu berlang-
sung dengan jujur dan adil.

Direktur Eksekutif Govern-
ment dan Political Studies (GPS) 
Gde Siriana, sebagaimana dikutip 
teropongsenayan.com, menilai pe-
nyelenggaraan pemilu 2019 sa-
ngat ironis. 

Sebab, katanya, ketika parti-
sipasi rakyat memilih meningkat 
dibanding pemilu-pemilu sebe-
lumnya justru rakyat dihianati de-
ngan kecurangan-kecurangan.

"Bayangkan, emak-emak 
dan rakyat kecil yang sudah ber-
partisipasi dalam pemilu sejak 6 
bulan lalu jadi relawan tak dibayar, 
yang berharap Capresnya akan 
menang melalui proses pemilu 
yang adil dan jujur ternyata hanya 
menjadi korban dari pemilu yang 
curang. Saya kira banyak relawan-
relawan dari kedua kubu yang 
juga ingin jagoannya menang de-
ngan cara-cara jujur dan adil," kata 
Gde Siriana, Sabtu (20/4).

Ia menilai, tuntutan masya-
rakat sekarang sudah bukan lagi 
soal menang atau angka-angka, 
tetapi lebih kepada pembuktian 
apakah pemilu telah berjalan jujur 
dan adil, baik sebelum hari H, hari 
pencoblosan, sampai penghi-
tungan suara di TPS maupun KPU. 

Gde khawatir jika masalah 
ini tak terselesaikan, akan muncul 
pemerintahan yang cenderung 
represif untuk menutupi legitima-
sinya yang rendah.[] emje

F
akta politik mutakhir di Indonesia menunjukkan, 

rezim begitu alergi terhadap kritik. Sedikit saja 

kritik yang meluas di media sosial berujung pada 

pemeriksaan yang bersangkutan oleh pihak kepolisian. 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi 

instrumen paling sering digunakan untuk 'menggebuk' 

lawan politik pemerintah.

Kondisi ini bisa terus berlangsung jika pemerin-

tah masih menganggap pihak yang berseberangan 

dengan pemerintah sebagai musuh. Terlebih lagi, di 

tengah masyarakat masih ada luka atas hasil kepu-

tusan Mahkamah Konstitusi.

Tak bisa dipungkiri, masyarakat melihat ada 

ketidakadilan di pengadilan konstitusi tersebut. Bukan 

soal menang kalah pasangan yang didukungnya, seba-

gian masyarakat masih menganggap majelis hakim 

MK berpihak dan tidak menghasilkan rasa keadilan.

Meski pemerintah meminta persoalan ini diang-

gap selesai setelah MK ketuk palu, tidaklah mudah 

menghentikan perasaan masyarakat. 

Anehnya dalam situasi yang masih panas ini, 

pemerintah malah berencana membentuk tim hukum 

nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun 

pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan mela-

wan hukum. 

“Kita [akan] membentuk tim hukum nasional 

yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari 

tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata 

melanggar dan melawan hukum,” kata Wiranto di 

Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Wiranto menjelaskan tim tersebut nantinya akan 

berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari 

berbagi perguruan tinggi. Ia mengaku telah meng-

undang dan mengajak mereka bicara terkait pemben-

tukan tim tersebut. Siap-siap membungkam rakyat 

yang kritis?[] emje

Membungkam Kritik
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Jika masalah ini tak terselesaikan, akan muncul pemerintahan yang 

cenderung represif untuk menutupi legitimasinya yang rendah.

Pemilu Mahal, Hasil DisoalPemilu Mahal, Hasil DisoalPemilu Mahal, Hasil Disoal

Nicollo Machiavelli
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Demokrasi, Demokrasi, 
Jalan Sempit Jalan Sempit 
Kebangkitan Kebangkitan 
IslamIslam

Demokrasi, 
Jalan Sempit 
Kebangkitan 
Islam

Sebagian kalangan Mus-
lim menerima hasil MK, 
sebagian lainnya me-
nolak. Mereka yang 
menerima beralasan, 

perjuangan masih bisa dilanjut-
kan di Pemilu lima tahun menda-
tang. Mereka yang menolak, ber-
dalil, tak ada jaminan Pemilu 2024 
bisa berlangsung jujur dan adil 
sebab Pemilu itu sendiri berada di 
era rezim yang ada sekarang. Jika 
sekarang ada kecurangan, sangat 
mungkin kecurangan itu akan di-
ulang untuk memilih pemimpin 
yang diinginkan oleh rezim. Bu-
kan pilihan sejati rakyat.

Belajar dari beberapa kali 
Pemilu di Indonesia, juru bicara 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M 
Ismail Yusanto menyebut, demo-
krasi memberi jalan sempit kepa-
da Islam. Siapa pun yang meng-
usung Islam, jelasnya, akan meng-
hadapi perlawanan baik langsung 
maupun tidak langsung dari Barat 
dan antek-anteknya. 

Bahkan, kata Ismail, salah sa-
tu yang digunakan oleh lawan 
Prabowo untuk menjegalnya ada-
lah stigma negatif bahwa di bela-
kang Prabowo ada kelompok radi-
kal. Ini yang disampaikan dalam 
pembekalan para relawan Jokowi. 
Dengan stigma negatif itu, seolah-
olah Islam itu adalah sebuah ke-
burukan sehingga harus dihenti-
kan.

Pembelajaran
Apa yang dikatakan Ismail 

ada faktanya. Kejadian di bebera-
pa negara memperlihatkan ka-
rakter demokrasi yang sejati, jauh 
dari jargon yang dikampanyekan 
bahwa demokrasi memberikan 
kebebasan kepada siapa saja un-
tuk sampai di kekuasaan.

Di Aljazair, Front Islamic du 
Salut (FIS) memenangi Pemilu de-
mokratis di sana pada 1991. Partai 
yang menginginkan penerapan 
syariah Islam itu memenangi 54 

persen suara rakyat dan menda-
pat 188 (81 persen) kursi di parle-
men. Umat Islam Aljazair me-
nyambut gembira kemenangan 
ini. 

Namun belum sempat FIS 
berkuasa, penguasa militer mem-
bubarkan parlemen Aljazair dan 
membatalkan hasil pemilu. Lalu 
militer melalui Mohammed Bou-
diaf mendirikan Dewan Tinggi Ne-
gara yang menjalankan pemerin-
tahan sementara dan menyatakan 
Aljazair dalam keadaan darurat. 
Pengadilan yang direkayasa 
memberangus FIS dan menjadi-
kannya sebagai parpol terlarang, 
ribuan orang baik anggota mau-
pun pendukungnya ditangkap, 
dipenjara, dan sebagian lainnya 
ditindas, dianiaya, hingga dibu-
nuh.

Tak jauh dari Aljazair, kondisi 
serupa terjadi di Palestina. Kelom-
pok Hamas yang awalnya terus 
berjuang di luar pemerintah, digi-
ring sedemikian rupa agar mau 
mengikuti Pemilu 2006. Meski ba-
nyak anggotanya yang menolak, 
Hamas akhirnya terpincut dengan 
sistem demokrasi itu yang diang-
gap bisa memberi harapan baru. 

Hamas terjun dalam Pemilu 
dengan mengusung platform po-
litik "Change and Reform". Kon-
sepsi platform itu kemudian ter-
tuang dalam manifesto politik 
Hamas untuk ikut serta dalam pe-
milihan umum. Rupanya, rakyat 
Palestina menyambut baik tampil-
nya Hamas. 

Secara mengejutkan, Hamas 
memenangi Pemilu itu. Partai ini 
memperoleh 74 kursi legislatif, 
sementara Fatah mendapatkan 45 
kursi legislatif. Namun, keme-
nangan ini pun dianulir. Israel, 
Amerika, dan Barat tak meng-
inginkan kemenangan yang ber-
langsung demokratis itu. Justru 
Fatah yang diberi mandat untuk 
memerintah otoritas Palestina 
hingga sekarang. 

D i  Tu r k i ,  R e f a h  Pa r t i s i 

'dikudeta'. Partai yang dipimpin 
oleh Necmettin Erbakan ini berha-
sil memperoleh 23 persen suara 
pada pemilihan umum. Namun, 
karena programnya selalu meng-
angkat Neo-Ottoman, pada akhir-
nya partai ini dibekukan. Jabatan 
Gubernur di kota-kota besar di 
Turki seperti Istanbul pun dianulir. 
Militer Turki khawatir, ide menge-
nai penegakan syariah Islam di 
negara sekuler tersebut menjadi 
isu yang menurut mereka meng-
ganggu stabilitas keamanan ne-
gara. Refah Partisi pun dibubar-
kan. Ia dijadikan partai terlarang. 
Dan Erbakan pun dilarang berpo-
litik.

Di Mesir, Presiden Mesir, Mo-
hammed Mursi dikudeta oleh mi-
liter pada 2012, setahun setelah 
memerintah negeri itu. Padahal 
partai yang dipimpin Mursi, Free-
dom and Justice Party (FJP) adalah 
pemenang sah Pemilu demokratis 
Mesir. Mursi dianggap membawa 
ide penerapan syariah Islam ka-
rena berafiliasi dengan Ikhwanul 
Muslimin. Ia digulingkan oleh mi-
liter di bawah pimpinan Jenderal 
Abdul Fatah As Sisi, Menteri Per-
tahanan yang juga sekaligus ada-
lah panglima tentara di Mesir. Para 
kader FJP pun ditangkapi seiring 
dengan dibekukannya partai po-
litik yang berafiliasi ke dalam orga-
nisasi Ikhwanul Muslimin. Mursi 
diadili dan akhirnya meninggal 
beberapa waktu lalu. Amerika dan 
Barat diam atas kejadian yang 
sebenarnya melanggar demokra-
si itu. 

Ismail berpendapat, demo-
krasi memang sebuah jalan. Tapi, 
jalan itu sangat sempit, kalau tidak 
dikatakan buntu bagi perjuangan 
Islam. Makanya, ia berpandangan 
masih ada jalan lain yang bisa me-
nyampaikan kepada kemenangan 
Islam, yakni jalan umat (an thariqil 
ummah). Terlebih lagi, jalan ini 
pernah ditempuh oleh Rasulullah 
SAW ketika membangun sebuah 
tatanan baru di Madinah.[] emje

Siapa pun yang mengusung Islam, jelasnya, 

akan menghadapi perlawanan baik 

langsung maupun tidak langsung dari Barat 

dan antek-anteknya. 

S
udah banyak gerakan Islam, apakah dalam bentuk partai politik 

maupun organisasi yang mencoba membangkitkan umat melalui 

berbagai jalan, setelah khilafah runtuh. Namun upaya itu gagal.

Syeikh Taqiyudddin An Nabhani dalam kitabnya Takatul Hizb 

menyebut empat faktor yang menyebabkan gerakan Islam gagal 

membangkitkan umat. Kegagalan itu disebab gerakan/organisasi itu (1) 

ber tumpu pada fikrah (konsep) yang masih umum, (2) tidak 

mengetahui thariqah (metode) untuk menerapkan fikrah-nya, (3) tidak 

diemban oleh orang-orang yang matang kesadarannya, dan (4) tidak 

mempunyai ikatan yang benar untuk mengikat anggota-anggotanya. 

Mengenai fikrah dan thariqah, banyak gerakan yang fikrah dan 

thariqah tidak jelas. Mereka berdiri hanya karena respon sesaat, 

misalnya gerakan nasionalis yang muncul karena penjajahan. 

Seharusnya, sebuah gerakan Islam bertumpu hanya pada ideologi 

(mabda') Islam. Sebab, falsafah kebangkitan yang hakiki itu tiada lain 

adalah ideologi Islam, yang mengintegrasikan fikrah dan thariqah Islam 

secara terpadu. 

Selain tidak jelas, fikrah-nya mengalami pencemaran atau 

peracunan akibat adanya berbagai fikrah asing dari penjajah kafir, 

misalnya fikrah sekularisme, nasionalisme, patriotisme, dan 

sosialisme. 

Thariqah yang tidak jelas dapat dilihat pada berbagai organisasi 

sosial (jam'iyyah khairiyah) dan organisasi akhlak (jam'iyyah 

khuluqiyah). Organisasi sosial yang aktivitasnya membangun sekolah, 

rumah sakit, dan sebagainya, dikhawatirkan menjadi kanalisasi 

(penyaluran) dari semangat kebangkitan Islam yang menggelora di 

dada umat Seharusnya semangat itu terwujud dalam sebuah kelompok 

berbentuk partai politik (al-takattul al-hizbi) yang akan membawa 

kebangkitan. 

Kegagalan gerakan-gerakan ini juga dikarenakan individu-

individunya bukanlah individu yang matang dan sadar. Sebab, model 

rekrutment atau pengikatan orang-orang ke dalam gerakan-gerakan 

tersebut tidak didasarkan pada kelayakan individu tersebut, tapi 

didasarkan pada ketokohanannya di masyarakat, atau karena 

kemampuannya mendatangkan kepentingan sesaat bagi kelompok, 

dan sebagainya,

Ikatan yang ada dalam gerakan-gerakan itu juga tidak benar, yakni 

hanya sebatas tata aturan formal organisasi di atas kertas. Seharusnya 

ikatan yang benar adalah akidah Islam dan tsaqafah gerakan (tsaqafah 

Islam) yang lahir dari akidah itu. Ikatan ini, sekaligus juga menjadi 

ukuran kematangan seseorang untuk dapat direkrut ke dalam sebuah 

kelompok Islam.[] emje

Mengapa 
Gerakan Islam Gagal?
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WAWANCARA

Pendapat Anda dengan 
putusan MK yang menolak 
gugatan tim Anda?

Saya memang tidak boleh 
membangkang keputusan MK 
tetapi saya juga punya hak untuk 
memberikan pendapat terhadap 
putusan itu. 

Pendapat Anda terkait putusan 
MK yang tidak 
mempermasalahkan jabatan 
cawapres 01 di perusahaan 
anak BUMN?

Ada sikap mendua dari 
sikap lembaga pengadilan di kita 
tentang perlakuan terhadap 
pejabat BUMN. Ada putusan 
lembaga pengadilan yang 
mengatakan pejabat BUMN dan 
anak perusahaan BUMN 
dianggap sebagai pejabat BUMN. 
Sementara MK, untuk kasus 
Ma'ruf Amin mengatakan Pak 
Ma'ruf Amin adalah menjabat di 
anak perusahaan BUMN 
sehingga berdasarkan UU BUMN 
tidak dianggap sebagai pejabat 
BUMN. 

Bagaimana dengan sikap KPU 
yang tidak mau menunjukkan 
daftar hadir ke TPS alias 
formulir C7?

Itu yang sangat keras kami 
sorot. Sudah seharusnya KPU 
mempunyai daftar C7 itu. Kami 
ingin cocokkan, apakah seluruh 
TPS di Indonesia klop atau tidak 
antara jumlah orang yang hadir 
dengan jumlah orang yang 
memilih. Baik suara sah maupun 
tidak sah seharusnya totalnya 
adalah sama persis dengan 
jumlah orang yang hadir. Benar 
enggak?

Benar…
Karena ada informasi yang 

kami peroleh bahwa jumlah 
suara di TPS baik yang sah 
maupun tidak sah melebihi 
jumlah orang yang hadir. 
Sehingga untuk memastikan 
benar tidaknya informasi 
tersebut kami meminta kepada 
KPU untuk menunjukkan daftar 
C7. Ternyata KPU tidak berani 
menghadirkan daftar C7. 

Nah, kita minta nih melalui 
MK, agar MK meminta daftar C7 
ke KPU. 

Waktu persidangan sedang 
berlangsung, bahkan salah 
seorang majelis hakim sampai 
ngatain KPU, “Ini KPU kok cuma 
ngeles-ngeles melulu ya kalau 
diminta daftar hadir?” Itu bunyi di 
ruang sidang. Tapi, mengapa 
meskipun KPU tetap tidak 
menghadirkan daftar C7, tidak 
dianggap sebagai masalah oleh 
hakim waktu putusannya!? 
Bahkan oleh MK dianggap sudah 
selesai permasalahannya. Kok 
sudah selesai!?

Video-video kecurangan yang 
disajikan pihak pemohon juga 
dianggap tidak cukup sebagai 
bukti ya?

Ya, ada 88 video yang 
beredar viral di masyarakat yang 
kami jadikan alat bukti di 
persidangan. Misalnya di 
Sulawesi, ada video camat-camat 
yang mengatakan, “Saya camat di 
sini, saya camat di sini, 
mendukung 01.” Itu kan nyata-
nyata ada aparatur pemerintah 
yang berkelompok berkomplot 
memberikan dukungan kepada 
salah satu capres. Itu kok 
dianggap tidak terbukti ya!? Saya 
tidak tahu harus yang seperti apa 
sehingga hakim MK bisa 
menyimpulkan terbukti. 

Padahal orangnya bisa 
dipanggil ya…

Iya, orangnya nyata-nyata 
sangat jelas di video tersebut. 
Kemudian yang sangat nyata 
juga, bupati-bupati yang 
dikumpulkan oleh Gubernur 
Jateng. Jelas sekali ada 
pernyataan dari Gubernur Jateng 
dan beberapa bupati 
mengatakan mendukung salah 
satu paslon. Tapi anehnya video 
itu juga dianggap tidak terbukti! 

Jelas-jelas itu faktanya. 
Cuma bagaimana menyikapi atas 
fakta tersebut? Bila ingin 
dianggap tidak terbukti, cari 
dalih. Kalau ingin dianggap 
terbukti, ya sangat terbukti video 
itu ya begitu. 

Memangnya dalihnya apa?
Berkelit bahwa itu terjadi di 

hari libur. 
Oke, no problem di hari 

libur. Tapi apakah boleh seorang 
seorang aparatur pemerintah 
dengan mengatasnamakan 
kepemerintahan, seperti camat, 
bupati atau gubernur, 
mendukung paslon? 

Dalam video lainnya 
Gubernur Papua mengatakan 
seluruh rakyat Papua 100 persen, 
3 juta ke sana, bungkus itu. 
Dengan mengenakan baju dinas 
kegubernurannya dia ngomong 
seperti itu.

Video lainnya ada Gubernur 
Bali, bupati-bupati di Sumatera 
Barat, di Kepulauan Riau dan 
lainnya kami tampilkan semua. 
Video tentang salah entry juga 
kami tampilkan, videonya juga 
begitu banyak. Tapi MK tetap saja 
mengatakan itu semua tidak 
terbukti. 

Ya sudahlah, kalau MK 
mengatakan tidak terbukti, kan 

sidang itu terbuka untuk umum, 
masyarakat bisa menilai sendiri. 
Kami-kami ini sebagai kuasa 
hukum sudah tidak bisa melawan 
lagi atas keputusan MK. 

Kalau ada upaya hukum 
banding atau kasasi, pasti akan 
kami ajukan! Tapi kan UU 
mengatakan putusan MK itu final 
dan mengikat. Ya sudah, tidak 
bisa kita lawan lagi. 

Keterangan para ahli dari 
pemohon juga dianggap tidak 
cukup meyakinkan hakim ya?

Iya, padahal keterangan ahli 
dari Jaswar Koto. Secara nyata dia 
kemukakan bahwa dari hasil 
audit forensik yang dia lalukan, 
ada sekurang-kurangnya 22 juta 
DPT siluman! 

Berdasarkan pola temuan 
yang dia lakukan, DPT siluman itu 
menyumbang 
penggelembungan suara pada 
paslon tertentu dan 
pengurangan terhadap suara 
paslon lainnya. 

Jadi, dia bisa tunjukkan lho, 
berdasarkan audit forensik. Tapi, 
hakim MK mengatakan tidak 
meyakinkan. Ya sudah, kalau 
hakim sudah bilang begitu kita 
tidak bisa apa-apa walaupun 
sebenarnya kami bisa mendebat.

Kalau saksi lain dari pemohon 
lainnya?

Pak Idham Amiruddin. Dia 
orang yang ahli di bidang data 
kependudukan. Pak Idham 
mengatakan bahwa dari DPT-DPT 
itu ada persoalan kependudukan. 
Misalnya, enam nomor pertama 
terkait dengan wilayah, enam 
nomor kedua terkait dengan 
tanggal, bulan dan tahun 
kelahiran. Empat nomor 
berikutnya terkait dengan nomor 

induknya dia. 
Dari terkait tempat wilayah 

saja sudah salah. Kemudia 
ditambah lagi dari tanggal 
kelahiran. Masa ada orang yang 
berumur satu tahun sudah 
memilih? Ditampilkan semua. 

Nah, sekarang itu semua 
tergantung hasil voting suara 
dari MK, malu diterima atau 
ditolak permohonan pemohon 
ini. Kalau mau menolak, ada 1001 
alasan untuk menolak. Kalau mau 
menerima, ada 1001 alasan juga 
untuk menerima. Itu saja 
jawaban saya. 

Satu lagi, pendapat Anda 
tentang waktu yang tersedia 
untuk RPH Majelis Hakim? 

Yang saya sayangkan 
adalah hebatnya MK, sidang 
terakhir kan hari Jumat malam 
Sabtu. Selesai lebih kurang jam 
11 malam, seingat saya begitu. 
Waktu sidang ditutup, Ketua MK 
mengatakan, “Kami malam ini 
mengadakan Rapat 
Permusyawaratan Hasil (RPH)”.  
Berarti waktu yang tersedia 
untuk RPH hanya satu jam, 
karena begitu jam 12 malam, 
sudah masuk hari Sabtu. 

Hari Sabtu dan Minggu, hari 
libur, MK tidak boleh bekerja, 
tidak boleh memutuskan 
perkara. Baru kerja lagi hari Senin 
pagi tanggal 24 Juni. Tapi Senin 
siang, Juru Bicara MK 
mengatakan RPH sudah ada 
keputusan. Dan akan dibacakan 
putusannya pada Kamis 27, jadi 
dipercepat, semula akan 
dibacakan Jumat 28. Berarti RPH-
nya singkat banget itu![] 

Teuku Nasrullah, 
Kuasa Hukum Pemohon/BPN Prabowo-Sandi

Ada Sikap Mendua 
dari Lembaga 

Pengadilan Kita
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Seperti sudah diduga banyak pihak sejak awal, akhirnya Mahkamah Konstitusi 
menolak semua permohonan pemohon yang menilai ada kecurangan terstruktur, 
sistematis dan massif dalam Pilpres 2019. Meski demikian, publik juga dapat menilai 
sendiri bagaimana kualitas MK dalam memutuskan karena banyak bukti yang 
seharusnya dianggap terbukti malah dianggap tidak terbukti dan banyak kesaksian 
yang meyakinkan malah dianggap tidak meyakinkan. Beberapa di antaranya diulas 
dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Kuasa 
Hukum Pemohon/BPN Prabowo-Sandi Teuku Nasrullah. Berikut petikannya.



Tanggapan Anda dengan 
putusan MK menolak 
permohonan Paslon 02 
tentang adanya kecurangan 
terstruktur, sistematis dan 
massif (TSM) yang dilakukan 
KPU?

Permohonan Paslon 02 
ditolak karena menurut para 
hakim MK semua tudingan itu 
tidaklah terbukti. Sedang hal 
yang terkait posisi Ma'ruf Amin 
yang masih sebagai anggota DSN 
yang dinilai melanggar UU dan 
jumlah sumbangan Jokowi yang 
melebihi jumlah uang kas yang 
dimilikinya, dinyatakan oleh MK, 
itu di luar kewenangan MK. Maka 
praktis tak ada satu pun 
permohonan Paslon 02 yang 
dipenuhi. 

MK membaca tidak sih seluruh 
bukti TSM yang disodorkan 
pemohon? Mengingat salinan 
bukti yang sangat banyak 
tetapi waktu sidang yang 
relatif singkat.

Allahu'alam, tapi kalau 
melihat alokasi waktu yang 
tersedia untuk RPH (Rapat 
Permusyawaratan Hakim) yang 
kurang dari 24 jam sejak Senin 24 
Juni hingga 26 Juni,  masuk akal 
bila kemudian publik meragukan 
MK benar-benar membaca atau 
membuka semua barang bukti. 

Ada lagi keanehan lainnya? 
Dalam sidang itu, dibatasi 

jumlah saksi dan ahli,  sementara 
pemohon dipaksa untuk 
membuktikan segala tuduhan 
terkait kecurangan yang TSM, 
termasuk terkait video-video 
yang disertakan. Jadi kontradiktif. 
Satu sisi diminta membuktikan, 
tapi di sisi lain, sarana untuk 
membuktikan dibatasi. Tidak 
semua saksi bisa dihadirkan dan 
tidak semua bukti diperiksa.  

Bisa tidak dikatakan, 
“sebagaimana lembaga negara 
lainnya yang ada di republik 
ini, MK pun bukan lembaga 
suci yang bebas dari kasus 
korupsi”?  

Iya. 

Indikasinya?
Lihat saja satu Ketua MK, 

Akil Mochtar, beberapa waktu 
lalu sudah divonis hukuman  
penjara seumur hidup karena 
terbukti menerima suap terkait 
putusan sengketa beberapa 
Pilkada.

Berbagai cara dilakukan agar 
Paslon 01 tetap menang 
karena kubu Paslon 02 
dianggap dikelilingi oleh 
kelompok radikal... 

Iya. Konon begitu. Ini salah 
satu alasan yang coba 
dikembangkan di kalangan 
pendukung Paslon 01 kenapa 
mereka harus mengalahkan 
Paslon 02. Padahal, Paslon 02 ini 
sesungguhnya tidak pernah 
secara formal menyatakan 
hendak berjuang untuk Islam 
dan menerapkan syariah secara 
kaffah. Tapi toh begitu, tetap saja 
Paslon 02 yang memang secara 
faktual sangat kuat didukung 
oleh berbagai komponen umat, 
khususnya Alumni 212 ini, mati-
matian dihambat karena 
dipersepsi akan memberi jalan 
bagi apa yang mereka sebut 
berkembangnya radikalisme. 

Pelajaran apa yang seharusnya 
dapat dipetik umat Islam dari 
rangkaian Pilpres 2019 ini? 

Bahwa ternyata Machiavelli 
yang ajarannya paling banyak 
dikecam karena menghalalkan 
segala cara dalam meraih tujuan, 
tapi pada faktanya justru paling 
banyak diamalkan. 

Itu pertama. Kedua, 
sebagian umat percaya, 
demokrasi adalah yang terbaik 
yang tersedia saat ini guna 
mewujudkan cita-cita Islam. 
Terbukti sebagian syariat, 
misalnya ketentuan hukum waris, 
nikah talak rujuk dan cerai serta 
perkara ahwâl syakhshiyyah 
(perdata), UU Zakat, UU 
Perbankan Syariah dan lainnya, 
sudah bisa diwujudkan. Tapi bila 
yang dimaksud adalah Islam 
yang kaffah, maka demokrasi 
seperti menutup diri. 

Apakah dapat disimpulkan 
“demokrasi menjadi jalan yang 
sangat sempit” bagi yang 
menginginkan Islam sebagai 
aturan dalam bernegara?

Iya. Secara teori demokrasi 
memang memberikan jalan 
lapang bagi siapa saja untuk 
meraih cita-cita politiknya. Tapi 
pada kenyataannya, itu hanya 
berlaku sepanjang cita-cita itu 
masih selaras dengan nilai-nilai 
Barat. Ketika cita-cita itu 
bertentangan dengan 
kepentingan Barat, demokrasi 
seperti menutup diri. Barat yang 
menyebut diri kampiun 
demokrasi berubah menjadi 
demikian brutal. Tak sungkan 
bertindak dengan cara yang 
sangat tidak demokratis untuk 
menghentikan cita-cita itu. 

Buktinya? 
Apa yang terjadi pada FIS di 

Aljazair di awal tahun 1992 yang 
memenangkan pemilu dengan 
persentase yang sangat tinggi, 
bisa menjadi bukti. Sesuai 
dengan kaidah the winner takes 
all yang diadopsi oleh konstitusi 
di sana, pemenang pemilu selain 
berhak menyusun pemerintahan 
juga berhak merubah konstitusi, 
FIS yang dipimpin oleh dua 

ulama terkemuka, Ali Belhaj dan 
Abbas Madani, sudah 
menyiapkan konstitusi Islam 
yang akan membawa Aljazair 
menjadi daulah Islam, 
meninggalkan sekularisme. Tapi, 
kekuatan militer dan 
pemerintahan dukungan Barat di 
sana, tidak membiarkan hal itu 
terjadi. 

Dengan  berbagai cara keji, 
akhirnya hasil pemilu itu dianulir. 
FIS bahkan kemudian  
dinyatakan sebagai partai 
terlarang. Lebih dari 30 ribu 
anggotanya, termasuk dua tokoh 
utamanya tadi, dijebloskan ke 
dalam penjara. 

Hal serupa terjadi juga pada 
Hamas di Palestina dan Ikhwanul 
Muslimin di Mesir yang 
memenangi pemilu di sana 
bahkan berhasil merebut kursi 
kepresidenan melalui 
Mohammad Mursi, tapi lalu 
dikudeta oleh militer atas 
dukungan Barat. Negara-negara 
Barat diam saja atas kudeta yang 
jelas bertentangan dengan 
prinsip-prinsip demokrasi yang 
mereka agung-agungkan itu. 

Kemenangan pasangan 
Prabowo - Sandi dalam Pilpres 
tahun ini, yang menurut 
berbagai sumber terpercaya di 
angka lebih dari 60 persen juga 
akhirnya benar-benar bisa 
digagalkan oleh kekuatan-
kekuatan tersembunyi di negeri 
ini. Maka, makin lengkaplah bukti 
bahwa demokrasi memang 
hanya memberi jalan lebar 
kepada sesuatu yang bukan 
Islam. Jadi benar, demokrasi 
hanya memberi jalan sempit 
kepada Islam. 

Lantas bagaimana kaum 
Muslimin menyikapi demokrasi 
dalam perjuangannya 
menegakkan syariat Islam 

secara kaffah?
Dalam konteks pergiliran 

kekuasaan secara formal 
kekinian, pemilu memang 
penting. Tapi jalan perjuangan di 
luar pemilu tetaplah harus 
dicermati. Lihatlah, perubahan 
Orde Baru tidak terjadi melalui 
pemilu meski telah diadakan 
berulang kali selama lebih dari 30 
tahun. Perubahan besar baru 
terjadi melalui gerakan reformasi 
yang hanya beberapa bulan. 

Maka, penting untuk 
kembali mengkaji thariqah atau 
metode dakwah Rasulullah. 
Perjuangan Rasul SAW dalam 
mengubah dunia dimulai di 
Makkah dan berbuah setelah 
hijrah ke  Madinah. Tapi fase ini 
tidak mungkin terjadi, bila Rasul 
tidak menempuh fase 
pengkaderan dan pembinaan di 
Makkah yang memang memakan 
waktu cukup lama yaitu 13 
tahun. Waktu sepanjang itu 
diperlukan untuk menanamkan 
fikrah Islam di tengah jamaah. 
Dan setelah hijrah ke Madinah, 
dakwah Rasul mencapai 
perkembangan luar biasa. 
Setelah itu orang-orang 
berbondong-bondong masuk 
Islam. 

Dalam kaitan dengan hal 
itu, Parpol Islam harus sungguh-
sungguh melaksanakan semua 
fungsi parpol, terutama fungsi 
edukasi atau tatsqif wa takwin 
tadi agar secepatnya terwujud 
kesadaran politik Islam di 
tengah-tengah masyarakat. Dan 
atas dasar kesadaran itulah, 
dukungan umat dan mereka 
yang memiliki kekuatan (ahlul 
quwwah) bagi perjuangan akan 
makin membesar, sehingga 
kekuatan serta peluang untuk 
berhasil juga makin besar. Insya 
Allah.[]

Media Umat | Edisi 245, 9 -22 Dzulqaidah 1440 H/ 12 - 25 Juli 2019 WAWANCARA

Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Selain menyisakan kontroversi, putusan MK dan 
rangkaian Pilpres 2019 juga semestinya menjadi pelajaran 
penting bagi kaum Muslimin bahwa demokrasi hanya 
memberi jalan sempit kepada Islam. Sebagian buktinya 
disampaikan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
Muhammad Ismail Yusanto saat diwawancarai wartawan 
tabloid Media Umat Joko Prasetyo. Berikut petikannya.

Demokrasi 
Beri Jalan Sempit

ke Islam  
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ASPIRASI

Kontroversi Putusan MK
Mereka Bicara Mereka Bicara Mereka Bicara 
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Margarito Kamis, 
Pakar Hukum Tata Negara

Tidak Ada Eksplorasi 
Mendalam

Satu-satunya hal yang menarik 
dari putusan itu adalah tidak dalamnya 

eksplorasi pemikiran tentang hal-hal yang saling 
bersesuaian dan hal-hal yang berbeda yang muncul dari 
alat bukti. Misalnya soal DPT yang diterangkan oleh Agus 
Maksum dan keterangan tentang jumlah pemilih yang 
berbeda antara DPD dengan Pilpres di Jawa Timur. 

Fakta ini menarik, karena jumlah pemilih pada DPD 
relatif mirip dengan jumlah pemilih pada Pilgub. Ini paling 
menarik, karena di satu sisi Agus menerangkan DPT 
bermasalah dan di sisi lain Jaswar Koto menerangkan 
jumlah pemilih antara DPD dan Pilpres berbeda. Saya 
dapat mengatakan bahwa eksplorasi terhadap soal ini 
tidak dalam. Itu yang paling pokok.

Memang TSM tidak terbukti karena bukti yang 
disajikan oleh kuasa hukum 02 tidak cukup berdasar untuk 
dijadikan pijakan secara meyakinkan atas dalil TSM.

Saat ini, secara hukum tidak ada gunanya lagi bicara 
hal teknis putusan itu. Tidak ada gunanya juga bicara 
tentang legitimasi. Lagi pula legitimasi itu secara hukum 
dianggap ada dengan sendirinya dan melekat dalam setiap 
putusan hukum. Yang urgen secara hukum adalah legalitas 
bukan legitimasi. Sesuatu yang legal dengan sendirinya 
legitimasi. Soal pokok yang dimiliki legalitas bukan 
legitimasi. Legitimasi itu soal politik yang tidak punya 
dasar dalam hukum.[]

Ahmad Khozinudin, 
Praktisi Hukum

Cederai Rasa Keadilan 
Masyarakat

Putusan MK jelas mencederai rasa 
keadilan masyarakat ditinjau dari dua 

aspek. Pertama, secara prosedur MK menghindari 

mengadili persoalan Pilpres curang. Padahal, ini adalah 

perkara pokoknya. Kedua, secara substansi sembilan hakim 

MK sepakat menolak gugatan BPN Prabowo Sandi, tidak 

ada satupun yang mengajukan dissenting opinion.

Ini menunjukkan bahwa meskipun diperiksa sembilan 
hakim, ternyata putusan MK tak ada satu pun yang 
mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat. Jika 
ada, satu atau dua hakim MK yang memiliki pandangan 
lain, dan menilai gugatan cukup alasan untuk dikabulkan 
maka publik mungkin masih bisa memaklumi. 

Lah ini? Sembilan hakim semuanya ijma' menolak 

gugatan. Luar biasa bukan? Pertama, perlu dipahami 

publik bahwa MK tidak pernah mengadili ihwal 
kecurangan, apalagi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, 
dan Massif (TSM). MK hanya mengadili sengketa PHPU 
(perselisihan hasil pemungutan suara). Karena tidak diadili, 
jadi tidak ada dasar hukum bagi pihak-pihak yang 
mengklaim Pilpres jurdil tanpa kecurangan. Apalagi 
berdalih putusan MK.

Kedua, sidang di MK itu pembuktiannya seperti 

sidang perdata. Hanya mencari kebenaran formil, bukan 
materiil. Berbeda dengan sidang pidana yang hakimnya 
mengadili dan mencari kebenaran materiil.

Kasus terakhir ini, saya berpendapat sulit bagi rakyat 
untuk percaya lagi pada MK. Dan sengketa Pilpres 2019 ini 
adalah titik terendah kepercayaan publik terhadap MK.[]

Prof Suteki, 
Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat 
Pancasila

Trial Without Truth?
Mahkamah Konstitusi mesti bisa 

menunjukkan bahwa pilihan sistem 
demokrasi Pancasila di Indonesia untuk sekarang adalah 
yang paling baik dengan menunjukkan aspek subtansial 
dari demokrasi itu. Bila tidak, tidak menutup kemungkinan 
sistem demokrasi Pancasila itu akan digantikan sistem lain. 

Dalam sengketa Pilpres ini MK menggunakan speedy 

trial. Speedy trial, haruskah? Speedy trial sebenarnya 

merupakan suatu hak atas persidangan agar sidang 

dilakukan secara cepat. Jadi speedy trial itu adalah hak 

asasi manusia yang di dalamnya dinyatakan bahwa 
seorang jaksa penuntut tidak boleh menunda persidangan 
tersangka kriminal secara sewenang-wenang dan tanpa 

batas waktu. Untuk kasus biasa (ordinary) apalagi perkara 

hukum yang ringan sangat mungkin dipenuhi hak speedy 

trial dalam speed trial. 

Tapi dalam kasus yang besar, bagaimana mungkin 

dengan speedy trial pihak pemohon mampu 

menghadirkan segala alat bukti yang cukup bila hakim 
bersikukuh tidak mau membantu penasbihan beban 
pembuktian? 

Ini hukum untuk siapa? Apakah hukum hanya untuk 
keluhuran hukum itu sendiri, ataukah hukum itu untuk 
keluhuran umat manusia khususnya dalam mengagungkan 
nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Maka, saya berani 

mengajukan statemen bahwa speedy trial tends to be trial 

without truth.[]

Fadli Zon, 
Wakil Ketua DPR RI

Hormati Putusan
Soal putusan MK yaah sedikit 

kecewa namun saya tetap memilih 
menghormati putusan MK yang sudah 

menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Soal keadilan, saya menyerahkan sepenuhnya kepada 

Allah SWT. Selanjutnya Pak Prabowo juga mengimbau agar 
para pendukungnya tetap bersemangat dalam berjuang 
untuk Indonesia. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang 
adil dan makmur. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang 
sungguh-sungguh merdeka, merdeka secara politik, 
merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya.

Mestinya dalam negara yang menganut demokrasi 
sudah bisa menerima perbedaan itu, menunjukkan banyak 
sekali kelemahan dalam penyelenggaraan. Semua pihak 
sepakat MK menjadi terminal, tetapi apa yang menjadi 
tugas MK maka kita harus bisa mendudukkannya bahwa 
harapan pada MK agar tidak terikat pada undang-undang. 
Tapi MK itu terikat pada konstitusi. Kalau ada UU tidak 
sejalan dengan konstitusi, maka UU itu bisa dikoreksi.

Jika melihat tugas, MK punya kewenangan untuk 
menangani perselisihan hasil pemilu. Bahkan  Pemilu 

bukan hanya soal suara saja, sebab di dalamnya inheren 

antara proses dan hasil. Bahwa hasil itu sangat tergantung 
dengan proses. Kalau hasilnya buruk, maka hasilnya juga 
belum tentu sesuai.[] 

Tengku Zulkarnain, 
Wasekjen MUI 

Legitimasi di Rakyat
Jujur adalah sikap mulia. Allah 

meletakkan posisi orang jujur di akhirat 
setingkat di bawah para Nabi dan Rasul. 

Sedangkan curang adalah sifat yang hina lagi tercela. 
Orang yang berprilaku curang selalu akan merasa 

tersiksa dalam hidupnya. Bukankah nurani tidak pernah 
dusta? Setiap saat hatinya akan selalu dihantui rasa tidak 
nyaman akibat prilaku curangnya itu. 

Lebih lanjut, orang curang itu butuh pengakuan dari 
orang orang jujur. Kenapa? Karena pengakuan dari kawan-
kawannya sesama manusia curang, tidak bermanfaat sama 
sekali. Padahal legitimasi itu perlu untuk mendapatkan 
mandat dan kepercayaan dari banyak orang. Sebaliknya 
orang jujur sama sekali tidak memerlukan pengakuan apa 
apa dari mereka manusia curang. 

Legalitas menjadi penguasa itu penting. Legalitas itu 
ada pada perangkat perundang-undangan, seperti Pemilu 
dan perangkat perangkatnya. Dan jika muncul sengketa 
dapat diselesaikan di MK, misalnya. 

Tapi legitimasi tetap ada di hati rakyat. Dan 
legitimasi itu bisa dirasakan di hati dan perasaan, mesti 
terkadang semuanya dapat dibenamkan oleh perangkat 
dan oknum-oknum yang ada. 

Jadi tidak usah heran jika di satu negeri ada 
penguasa yang berkuasa secara legal, tapi tidak 
mendapatkan legitimasi di hati rakyatnya.[] 

Asyari Usman, 
Mantan Wartawan BBC London

Mengherankan!
Seperti banyak orang, saya juga 

melihat bahwa putusan ini sangat aneh, 
artinya, tidak ada satu pun gugatan 

pemohon yang diterima dari sekian banyak gugatan, ini 
memunculkan tanda tanya.

Kemudian kesembilan hakim yang duduk di 
mahkamah itu serentak semua pendapatnya, tidak ada 

dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, memang 

mereka secara teoritis independen, bahkan sebelum sidang 
ketuanya mengatakan bahwa mereka hanya takut kepada 
konstitusi dan Allah SWT, dan ini sangat membesarkan hati 
masyarakat waktu itu.

Begitulah saya pikir situasi yang ada saat ini, tidak 
banyak yang bisa dilakukan oleh pemohon saat ini, 
terbukti setelah putusan keluar, memang tidak banyak 
reaksi yang ditunjukkan oleh pemohon, kecuali para 
pendukung yang sangat banyak menunjukkan rasa 
kecewa, dan rasa tidak percaya bahwa itu terjadi.

Karena memang yang terjadi sangat mengherankan 
sekali. Nah, mengenai bantahan dari para hakim MK 
bahwa kecurangan yang tidak terbukti, itu dia, orang 
merasakan dan banyak melihat itu, namun secara legal 
formal itu dinyatakan tidak ada. Jadi bagaimana coba?[] fs-
ghifari-joy



Oleh: Rokhmat S Labib, MEI

Dalam ayat sebelum-
n y a ,  A l l a h  S W T 
mencela dan me-
ngecam anggapan 
salah orang-oran 

kafir terhadap Allah SWT. Adalah 
kesalahan yang nyata kalau ada 
yang menganggap Allah SWT me-
rasakan letih dalam menciptakan 
manusia lalu tidak lagi bisa meng-
hidupkan manusia lagi seperti se-
belumnya. Ayat tersebut menye-

but mereka fî labsin, yakni dalam 
keadaan ragu terhadap pencip-
taan baru.  

Ayat ini kembali menegas-
kan kepada manusia bahwa Dia-
lah yang menciptakan manusia 
dan mengetahui keadaan mereka.

Mengetahui yang Diraha-
siakan 

Dalam ayat berikutnya, Allah 
SWT berfirman: Walaqad khalaq-
nâ al-insâna (Dan sesungguhnya 
Kami telah menciptakan manu-
sia). Setelah menunjukkan inkon-
sistensi sikap orang kafir terhadap 
kekuasaan Allah SWT, ayat ini 
kembali menegaskan bahwa 
Allah SWT adalah Dzat yang men-
ciptakan manusia. Bukan hanya 
seorang manusia, namun seluruh 
manusia, laki-laki maupun perem-
puan, sejak dari manusia pertama 
hingga terakhir. Semua diciptakan 
Allah SWT. Sebab, kata al-insân 
memberikan makna al-jins, yakni 
mencakup seluruh manusia. 

�Maka sungguh aneh ada 
manusia yang mengingkari Hari 
Kiamat dan Hari Kebangkitan 
yang menurut mereka tidak ma-

suk akal. Padahal, jika mereka mau 
memperhatukan dan memikirkan 
kejadian mereka, sesungguhnya 
terjadinya Hari Kiamat itu sesuatu 
yang sangat rasional. 

Fakta tak dapat diingkari 
oleh siapa pun bahwa Allah SWT 
bisa menciptakan manusia dari 
sebelumnya tidak ada, maka 
menghidupkan kembali manusia 
yang sudah mati tentulah jauh 
lebih mudah bagi-Nya. 

Lalu ditegaskan: Wa Na'lamu 
mâ tuwaswisu bihi nafsuhu (dan 
mengetahui apa yang dibisikkan 
oleh hatinya). Tak hanya mencip-
takan manusia. Allah SWT juga 
mengetahui benar tentang makh-
luk ciptaan-Nya, manusia. Dia 
mengetahui semua gerak-gerik 
manusia, baik yang dilakukan di 
tempat yang ramai maupun yang 
sendirian; yang ditampakkan 
maupun yang masih tersembunyi 
dalam hati. 

�Ditegaskan ayat ini bahwa 
Allah SWT mengetahui mâ tuwas-
wisu bihi nafsuhu (apa yang dibi-
sikkan oleh hatinya). Secara baha-
sa, kata al-waswasah bermakna 
perkataan hati yang berupa per-
kataan yang samar. Dengan ung-
kapan lain, al-waswasah adalah al-
shawt al-khafiyy (suara yang sa-
mar). Kata waswasat al-nafs ber-
arti sesuatu yang terlintas dalam 
benak manusia dan terbersit da-
lam angan-angannya yang beru-
pa perkataan jiwa.

Menjelaskan ayat ini, Ibnu 
Jarir al-Thabari berkata, “Sungguh 
Kami telah menciptakan manusia, 
dan Kami mengetahui apa yang 
dibisikkan oleh hatinya. Oleh ka-

rena itu, tidaklah tersamar atas 
Kami semua rahasianya dan se-
mua isi hatinya.”

�Al-Imam al-Qurthubi berka-
ta, “Allah SWT mengetahui apa 
pun yang disimpan di dalam hati 
manusia, dirahasiakannya, dan di-
simpan dalam kalbunya.” Ditegas-
kan pula olehnya: “Dalam ayat ini 
terdapat ancaman siksa terhadap 
kemaksiatan yang disembunyi-
kannya.”

�Maka ayat ini, sebagaimana 
diterangkan Fakhruddin al-Razi 
menunjukkan bahwa tak ada satu 
pun yang tersembunyi bagi-Nya. 
Dia mengetahui apa yang tersim-
pan di dalam dada. Ini senada 
dengan firman Allah SWT: Dia 

mengetahui apa yang ada di langit 
dan di bumi dan mengetahui apa 
yang kamu rahasiakan dan yang 
kamu nyatakan. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala isi hati (TQS al-
Taghabun [64]: 4).

�Bahwa Dia mengetahui apa 
yang tersimpan dalam dada dise-
butkan dalam banyak ayat seperti 
QS al-Maidah [5]: 7, Hud [11]: 5, 
Luqman [31]: 23, Fathir [35]: 31, al-
Mulk [67]: 13, dan lain-lain. Semua 
ayat tersebut menunjukkan de-
ngan jelas Allah SWT mengetahui 
yang ditampakkan manusia mau-
pun yang disembunyikan. 

�Sebagaimana ayat ini, dalam 
QS al-Mulk [67] Allah SWT juga 
mengaitkan pengetahuan-Nya 
terhadap manusia dengan pen-
ciptaan terhadapnya. Allah SWT 
berfirman: Dan rahasiakanlah per-
kataanmu atau lahirkanlah; se-
sungguhnya Dia Maha Mengetahui 
segala isi hati.  Apakah Allah Yang 
menciptakan itu tidak mengetahui 
(yang kamu lahirkan atau raha-
siakan)? Dan Dia Maha Halus lagi 
Maha Mengetahui (TQS al-Mulk 
[67]: 13-14).

�Bagi orang kafir dan pelaku 
maksiat, ungkapan merupakan 

ancaman bagi mereka. Bahwa ke-
kufuran dan kemaksiatan yang 
mereka lakukan benar-benar 
diketahui Allah SWT. Sehingga 
ketika mereka dibangkitkan pada 
Hari Kiamat untuk diberikan ba-
lasan, mereka tidak bisa mengelak 
dari semua kekufaran dan keja-
hatan yang mereka lakukan di 
dunia, 

�Kemudian Allah SWT berfir-
man: Wa Nahnu aqrabu ilayhi min 
habl al-warîd (dan Kami lebih de-
kat kepadanya daripada urat le-
hernya). Tak hanya mengetahui 
berbagai bisikan yang masih ter-
lintas dalam hati manusia, ayat ini 
pun menegaskan bahwa Allah 
SWT lebih dekat daripada urat le-
her manusia. Menurut Fakhruddin 
al-Razi, ayat ini memberikan pen-
jelasan tentang kesempurnaan 
ilmu-Nya. Bahwa Dia lebih dekat 
dengan  manusia daripada habl 
al-warîd (urat leher). Kata al-warîd 
adalah urat yang menjadi aliran 
darah; yang menyambungkan 
bagian-bagian badan.�

Kata habl al-warîd menunjuk 
kepada urat leher.Yakni urat yang 
memanjang dari leher rahangnya 
hingga ke pundak kiri dan kanan-
nya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dan lainnya, pengertian demikian 
merupakan sesuatu yang telah 
ma'ruf atau dikenal secara bahasa. 

Menurut al-Imam al-Qurthu-
bi ungkapan dalam ayat ini bahwa 
Dia lebih dekat dari urat leher ma-
nusia itu merupakan tamsil atau 
ungkapan untuk menggambar-
kan kedekatan. Artinya: Kami le-
bih dekat kepadanya daripada 
urat lehernya. Bukanlah ber-
makna dekat dalam pengertian 
jarak. Kedekatan yang dimaksud 
menunjukkan pengetahuan-Nya 
yang sempurna terhadap hamba-
Nya. Tak ada satu pun yang ter-
sembunyi bagi-Nya. Fakhruddin 
al-Razi berkata, “Firman Allah SWT 
ini merupakan penjelasan ten-
tang kesempurnaan ilmu-Nya.”

Diterangkan al-Baidhawi, 
ayat ini bermakna Kami lebih me-
ngetahui terhadap keadaannya 
daripada orang yang lebih dekat 
dengan-Nya. Syihabuddin al-Alusi 
juga mengatakan bahwa Dia me-
ngetahui keadaan manusia dan 
tak ada satu pun yang tersem-
bunyi dari-Nya. Dalam ayat ini di-
sebutkan sebabnya, namun yang 
dimaksud adalah musababnya. 
Sebab, kedekatan dengan sesuatu 
pada umumnya menjadi sebab 
untuk mengetahui tentang sesua-

tu itu, keadaannya, dan perkata-
annya. Ini merupakan tamsil atau 
permisalan. Menurutnya, tidak 
mungkin memaknainya dekat ter-
sebut secara tempat, Maha Suci 
Allah SWT darinya.

Menurut Abdurrahman al-
Sa'di, al-habl al-warîd atau urat 
keher adalah sesuatu yang paling 
dekat dengan manusia. Yakni urat 
syaraf yang terdapat di balik urat 
leher. Hal ini termasuk mengajak 
manusia untuk melakukan murâ-
bah atau takut kepada Pencip-
tanya yang mengetahui pikiran 
dan hatinya dan amat dekat de-
ngannya dalam semua keadaan 
sehingga dia merasa malu terha-
dap-Nya ketika Dia melihatnya 
mengerjakan yang dilarang-Nya 
dan melalaikannya yang diperin-

.tahnya
Dijelaskan juga oleh Ibnu 

'Athiyah, ayat tersebut menggam-
barkan kekuasaan atas atas ham-
ba. Bahwa hamba berada dalam 
genggaman kekuasaan-Nya. Bah-
wa pengetahuan-Nya meliputi-
nya. Sehingga al-qurb atau kede-
katan tersebut berkaitan dengan 
al-qudrah wa al-sulthân (kekua-
saan dan otoritas).

Demikianlah. Tidak ada ar-
gumen orang kafir yang meng-
ingkari Hari Kiamat yang dapat 
diterima oleh akal. Penolakan me-
reka tentang Hari Kiamat dapat 
mudah terbantahkan dengan 
bukti kekuasaan Allah SWT dalam 
mencipakan manusia. Jika Dia 
mampu menciptakan manusia 
dari tiada, maka menghidupkan 
mereka setelah kematiannya jauh 
lebih. 

Ayat ini menegaskan ten-
tang pengetahuan Allah SWT atas 
manusia. Bahwa Dia mengetahui 
bisikan yang terlintas dalam hati 
mereka. Itu artinya, perkataan 
yang telah dikeluarkan oleh lisan 
mereka jauh lebih bisa diketahui. 
Wa'lam bi al-shawâb.[]

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan 

Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya

(QS Qaf [50]: 16).

Tak Ada yang Tersembunyi 
bagi Allah SWT

TELAAH WAHYU

IKHTISAR:

1. Al lah SW T adalah Dzat  yang 
menciptakan manusia.

2. Allah SWT mengetahui semua 
perkataan manusia, termasuk yang 
masih berupa bisikan yang terlintas 
dalam hati.

3. Allah SWT lebih dekat dari urat 
leher manusia.
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Pendidikan agama di sekolah 
kembali dipersoalkan. Bukan-
nya ditambah jam pelajarannya, 
muncul usulan agar pelajaran 
agama ini dihapus dari sistem 

pendidikan nasional di Indonesia. Usulan ini 
disampaikan Setyono Djuandi Darmono, 
Chairman Jababeka Group, yang juga pen-
diri President University. Menurutnya, aga-
ma cukup diajarkan orang tua masing-ma-
sing atau lewat guru agama di luar sekolah.

Meski kemudian pernyataan itu dilu-
ruskan dengan mengatakan bahwa itu ada-
lah “sebuah koreksi dan renungan, apa yang 
salah dengan pendidikan agama kita di 
sekolah,” polemik ini meluas. MUI menang-

gapinya dengan mengatakan usulan itu 
patut diwaspadai.

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Anton 
Tabah menilai orang yang memandang 
pendidikan agama dipandang sebagai akar 
dari radikalisme dan perusak peradaban 
perlu diwaspadai sebagai pendukung pa-
ham komunisme.

Pengamat sosial dan politik Iwan Ja-
nuar mengungkapkan, wacana pengha-
pusan mata pelajaran agama bukan baru 
sekali ini diusulkan. Pada tahun Musdah 
Mulia, akademisi UIN Syarif Hidatullah 
Jakarta, pernah mengusulkan agar Indone-
sia mencontoh Singapura yang lebih maju 
dari Indonesia karena melarang pengajaran 
agama di sekolah-sekolah. 

Lalu sekarang muncul lagi. “Ini mun-
culnya usulan-usulan seperti ini bukan lagi 
test on water, untuk menguji reaksi publik, 
tapi sudah merupakan keberanian karena 
merasa situasi politik mendukung ideologi 
yang mereka anut; sekularisme,” ujarnya. 

Menurutnya, Darmono juga yang se-
ideologi dengannya, merasa ini momen-
tum yang pas untuk melakukan lompatan 
besar sekularisme dengan menjauhkan 
agama dari pendidikan, karena rezim hari 

ini berkiblat pada Islam moderat dan seku-
larisme. Alasan yang paling pas untuk digu-
nakan adalah terjadinya friksi di tengah 
masyarakat Indonesia semenjak pilkada DKI 
sampai pilpres lalu, terbagi menjadi apa 
yang mereka katakan Islam moderat-tradi-
sionalis vs Islam 'radikal'. 

“Kalau wacana ini dibiarkan bergulir, 
negara ini akan bangkrut secara moral. 
Andai ada yang berpendapat bila negara-
negara penganut demokrasi total sukses 
tanpa agama, saya katakan iya; secara ma-
teri dan politik, tapi tidak secara moral,” 
ungkapnya.

Iwan menilai kaum sekuleris sering 
menjadikan negara-negara Skandinavia 
yang katanya 'the most happiest countries in 
the world', sebagai contoh negara maju dan 
bahagia, di mana kebebasan individu ter-
jamin. “Silakan saja kalau mereka siap 
menghadapi moral hazard seperti per-
zinaan dan penyimpangan perilaku seksual 
yang legal,” katanya.

Di Indonesia, masih ada agama saja 
kerusakan moral rakyat sampai abuse of 
power makin menggila, apalagi bila agama 
dihapus. Putus sudah urat malu para pelaku, 
dan publik pun akan menerima begitu saja 

karena semakin permisif.
Kemudian, konflik yang hari ini terjadi 

bukan disebabkan agama, justru karena 
ada sekelompok orang yang menolak 
ajaran agama Islam. Cadar dilarang, jenggot 
dicibir, tuntutan syariah dituding kearab-
araban. Mereka yang berlindung di balik 
tema kearifan lokal sebenarnya core-nya 
adalah sekularisme dan penganut islam-
phobia radikal. 

Mereka tutup mata kalau negara ini di 
ambang kebangkrutan total politik, ekono-
mi, sosial dan moral. Mereka beragama tapi 
sebatas urusan ritual ibadah zonder akhlak, 
muamalah dan politik, akibatnya di ke-
menterian agama korupsi tak habis-habis.

 “Memalukan. Bukan karena agama, 
tapi karena agamanya ditafsirkan sesuai 
syahwat mereka,” sindirnya.

Iwan sendiri sangat berharap wacana 
ini harus dihentikan. Pemerintah harusnya 
melihat Islam sebagai rahmatan bukan 
ancaman. ”Pahami ajaran Islam secara utuh, 
bukan hanya akhlak dan ritual ibadah. 
Yakini bahwa Islam datang sebagai solving 
problem. Persoalan itu justru datang saat 
kita menolak ajaran Islam,” pungkasnya.[] 
ghifari

Usulan Hapus Pelajaran Agama
Pengamat: Negara Bisa Bangkrut Secara Moral

Dua kali sudah persidangan 
yang menghadirkan Sugi Nur 
Raharja alias Gus Nur ditunda 
Pengadilan Negeri Surabaya 
ditunda. Pihak jaksa penun-

tut umum tak mampu menghadirkan saksi 
sebagaimana telah mereka janjikan. 

Gus Nur sendiri dalam perkara ini 
dianggap telah mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat da-
pat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memi-
liki muatan penghinaan dan/atau pence-
maran nama baik atas NU secara umum dan 
Generasi Muda NU secara khusus, seba-
gaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo. 
Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 
tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 
tentang ITE.

Kuasa hukum Gus Nur, Ahmad Khozi-
nudin melihat bahwa ini kasus politik yang 
menggunakan sarana hukum. Soal video 
Gus Nur yang dipersoalkan, itu dalih saja. 
Soal utama, adalah karena sikap Gus Nur 
yang terbuka mengkritik rezim zalim dan 
para anteknya. Ini yang menjadi sebab uta-
ma Gus Nur dikriminalisasi.

“Jelas, motifnya politik. Agar Gus Nur 

berhenti mengkritik rezim, berhenti meng-
kritik kezaliman pendukung rezim. Itu jelas,” 
ujarnya. 

Menurutnya, persidangan yang lalu 
seperti main-main. Dua kali persidangan, 
jaksa tidak dapat menghadirkan ahli dan 
saksi untuk membuktikan dakwaannya. 
Dua kali, Gus Nur hadir sidang hanya untuk 
mendengarkan keputusan hakim tentang  
penundaan persidangan, karena jaksa tak 
bisa menghadirkan saksi dan ahli.

Itu membuktikan, kata Ahmad, secara 
hukum memang Gus Nur tidak bersalah, 
terlalu dipaksakan kasusnya dibawa ke per-
sidangan.

Sebelumnya, dalam sidang pertama, 
terbukti video yang dipersoalkan oleh pela-
por Ma'ruf Syah itu bukan video dari Gus 
Nur yang durasinya 28 menit 25 detik, tetapi 
video dengan durasi pendek hanya 2 menit 
27 detik, yang itu diperoleh dari GWA (grup 
whatsapp) PWNU Jatim. 

“Kalau memang konsisten ingin mem-
persoalkan video berdasarkan pasal 27 ayat 
(3) UU ITE, seharusnya yang diproses itu 
yang upload atau yang mengirim video via 
whatsapp ke GWA PWNU Jatim. Karena 
tindakan mengirim video ke GWA PWNU 

Jatim inilah, yang menyebabkan pelapor 
(Ma'ruf Syah) dapat mengakses konten dan 
melaporkannya ke pihak kepolisian,” jelas-
nya.

Menurutnya, kasus ini terkesan dipak-
sakan, sementara kasus yang benar-benar 
nyata seperti penistaan agama oleh Victor 
Laiskodat, Sukma, Cornelis, dan lainnya  
hingga saat ini kasusnya tidak diproses.

 “Kasus Gus Nur yang sumir namun 

dipaksakan ini, jelas menunjukan memang 
rezim ini hobi mengkriminalisasi ulama dan 
melindungi penista agama,” ucapnya.

Ahmad menghimbau kepada rezim 
berhentilah mengkriminalisasi ulama, ber-
hentilah melindungi para penista agama, 
berhentilah memusuhi Islam, baik ajaran 
maupun simbolnya. “Bersikap ramahlah 
kepada umat Islam, mayoritas penduduk di 
negeri ini.”[] ghifari

Kasus Gus Nur

Persidangan Hanya Main-main?

“Usulan seperti ini bukan lagi test on water, untuk menguji reaksi publik, tapi sudah merupakan 

keberanian karena merasa situasi politik mendukung ideologi yang mereka anut; sekularisme.”

Dua kali persidangan, jaksa tidak dapat menghadirkan ahli dan saksi untuk membuktikan dakwaannya.
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Setyono Djuandi Darmono (kiri) bersama Jokowi.
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dipaksakan ini, jelas menunjukan memang 
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Kasus Gus Nur

Persidangan Hanya Main-main?

“Usulan seperti ini bukan lagi test on water, untuk menguji reaksi publik, tapi sudah merupakan 

keberanian karena merasa situasi politik mendukung ideologi yang mereka anut; sekularisme.”

Dua kali persidangan, jaksa tidak dapat menghadirkan ahli dan saksi untuk membuktikan dakwaannya.

Sudah dapat diduga. Wanita yang 
membawa anjingnya ke Masjid Al 
Munawaroh, Sentul, Bogor, Jawa 
Barat,  dan tak mau melepas alas 
kakinya dikatakan oleh kepolisi-

an sebagai orang yang mengalami gang-
guan jiwa. Kata polisi, wanita ini memiliki 
riwayat depresi. Dengan begitu, seolah-
olah selesai perkara.

'Vonis' kepolisian ini mengingatkan 
pada kasus-kasus sebelumnya. Beberapa 
orang menyerang masjid dan para ulama. 
Ujungnya mereka dikatakan mengalami 
gangguan jiwa. Anehnya, seperti ramai di 
dunia maya, orang gila malah diberi kesem-
patan untuk memilih saat pemilu.

Sekjen Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan 
punya pendapat berbeda. Ia menyebut 
meski depresi, aksi yang dibuat wanita 
Kristen ini tetap melanggar hukum. “Perbu-
atannya tetap melanggar hukum,” ungkap-
nya kepada Media Umat. 

Memang, kata Chandra, Pasal 44 ayat 
(1) KUHP menyatakan: “Tiada dapat dipida-
na barangsiapa mengerjakan suatu perbu-
atan yang tidak dapat dipertanggung-
jawabkan kepadanya, sebab kurang sem-
purna akalnya atau sakit berubah akal”.

Namun, lanjutnya, hal itu patut diseli-
diki kembali kapan tersangka mulai depresi 
apakah sudah dalam waktu lama atau baru 

terjadi. Apabila pelaku mengalami depresi 
atau stres sehingga mengakibatkan pelaku 
tidak dapat mengendalikan emosi dan tin-
dakannya, maka pelaku tetap wajib mem-
pertanggungjawabkan perbuatannya di 
hadapan hukum.

“Sebagai contoh seorang suami 
mengalami depresi atau stres karena beban 
pekerjaan kemudian emosi dan mengeluar-
kan perkataan "kamu saya talak 3, kembali-
lah kepada orang tuamu", maka perkataan 
tersebut telah memiliki implikasi hukum 
yaitu cerai,” ungkapnya. 

Untuk menilai seseorang benar-benar 
mengalami gangguan kejiwaan, diperlukan 
keterangan ahli kejiwaan yang dibuktikan 
di depan persidangan. Apabila aparat 
penegak hukum menjumpai peristiwa 
semacam ini, tetap memeriksa perkaranya.  
Tidak semua jenis gangguan kejiwaan 
dapat membuat pelaku kejahatan lolos dari 
hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 
KUHP.

“Pasal itu menyatakan bahwa sese-
orang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara pidana jika cacat kejiwaan atau 
terganggu karena penyakit yang telah 
diketahui secara umum oleh warga sekitar 

tempat tinggal pelaku dan dibuktikan de-
ngan diagnosis kejiwaan,” jelas Chandra. 

Ia berpendapat perbuatan tersebut 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
pelecehan atau penistaan terhadap rumah 
ibadah agama Islam yaitu masjid.

Perbuatan tersebut dapat dikategori-
kan perbuatan penistaan agama berdasar-
kan pasal 156a KUHP. Karena perbuatan 
tersebut dapat dinilai mengandung sifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau peno-
daan suatu agama.

“Sifat di sini artinya, bahwa perbuatan 
tersebut berdasarkan nilai-nilai spiritual 
yang dianut umat pemeluk agama, dapat 
ditafsirkan atau diartikan oleh penganut 
agama yang bersangkutan sebagai memu-
suhi, menyalahgunakan atau menodai aga-
ma mereka,” ungkap Chandra. 

Sebelumnya, beredar video di media 
sosial terkait seorang wanita yang diduga 
masuk masjid serta diduga menggunakan 
alas kaki dan diduga membawa seekor an-
jing, di dalam video tersebut dia mengaku 
beragama Katolik.[] fs

Untuk menilai seseorang benar-benar 

mengalami gangguan kejiwaan, 

diperlukan keterangan ahli kejiwaan yang 

dibuktikan di depan persidangan.

Wanita 'Gila' 
Tetap Langgar Hukum

Sebuah surat edaran yang dike-
luarkan oleh pihak sekolah di 
sebuah SD di Gunung Kidul yang 
viral ditanggapi negatif oleh 
mereka yang mengidap islamo-

phobia. Aturan itu dianggap melanggar 
aturan seragam yang ada. 

Polemik pun muncul. Akhirnya, surat 
itu dicabut di atas tangisan pihak sekolah 
dan para orang tua murid SD tersebut.

Pengamat sosial Iffah Ainur Rochmah 
menganggap kasus ini adalah sesuatu yang 
sangat disayangkan. “Ini adalah sesuatu 
yang sangat disayangkan. Kenapa terhadap 
anak-anak kita yang Muslim pun kita tidak 
memberikan pembiasaan yang baik melalui 
regulasi yang ada di sekolah untuk mema-
kai pakaian yang menutup aurat, baik untuk 
anak laki-laki maupun perempuan,” ujarnya. 

Ia menilai, sikap lembaga negara 
[ombudsman] dalam hal ini yang ikut me-
nekan pihak sekolah menunjukkan ketidak-
berpihakannya kepada syariat agama Islam. 
Menurutnya, polemik ini juga sebenarnya 
adalah potret sebagai cara pandang sekuler 
yang yang dimiliki masyarakat hari ini. Ter-
utama kalangan tertentu yang pola pikirnya 
sangat liberal. Merekalah yang menekan 

pihak sekolah untuk mencabut peraturan 
yang mewajibkan bahkan sekadar mengan-
jurkan pakaian Muslim bagi anak-anak 
Muslim. 

“Mestinya anak-anak yang kita didik 
dengan ajaran agama yang jelas mewajib-
kan laki-laki dan perempuan memakai pa-
kaian yang menutup aurat,” tegasnya. 

Tindakan sekolah mengedarkan surat 
edaran itu pun, menurutnya, bukan hal 
yang buruk bagi pendidik. Sebab, itu adalah 
perintah agama dan harus dibiasakan sejak 
anak masih usia dini. 

Ia berpendapat, seharusnya pemerin-
tah justru membela kebijkan sekolah terse-
but dan menjelaskan kepada mereka yang 
phobia dengan penjelasan yang gamblang. 
Bukankah, lembaga pendidikan itu berpe-
ran untuk mendidik, mengarahkan, dan 
memberikan suasana yang postif bagi pe-
lajaran agama? 

Dalam pandangan Iffah, pemerintah 
hari ini makin tampak alergi tehadap syariat 
Islam dan alergi dengan simbol-simbol 
terkait ketaatan seorang muslim dengan 
agamanya dalam menjalankan syariatnya. 
Buktinya, setiap ada kebijakan yang me-
nunjukan ketaatan kepada Allah, maka 

akan dipersoalkan. 
Harusnya, lanjutnya, pemerintah 

membuat kebijakan yang memfasilitasi 
pelaksanaan syariat, dan kepatuhan se-
orang Muslim terhadap ajaran agamanya. 
“Tetapi ini tidak demikian. Tapi, rezim ini 
adalah rezim yang tidak berpihak kepada Is-
lam bahkan cenderung anti Islam,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi yang ada tidak 
lepas dari sistem yang ada sekarang ini yang 
melahirkan rezim yang tidak berpihak pada 
Islam dan tidak memberikan kesempatan 
kepada Muslim untuk menaati syariat se-
cara sempurna. 

Pola pendidikan tidak menciptakan 
uasana dan lingkungna yang kondusif un-
tuk membentuk kepribadian Islam mereka 
sehingga mereka menjadi orang-orang 
yang bangga melaksanakn syariat dan 
menjadi generasi yang unggulan karena 
ketaatanya kepada Allah dengan sempur-
na. “Maka kita membutuhkan seorang 
pemimpin yang mau menerapkan sistem 
Islam agar kurikulum pendidikan Islam bisa 
berjalan secara maksimal. Dan itulah kita 
butuhkan dengan menerapakan sistem 
Islam yaitu khilafah,” pungkasnya.[] ghifari

Ironis. Di negeri Muslim terbesar, aturan berbau syariah lagi-lagi dipersoalkan. 

Padahal aturan itu diperuntukkan bagi kalangan Muslim, bukan kalangan kafir. 

Surat Edaran Seragam Muslimah 

Dipersoalkan Kalangan Islamophobia
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Setyono Djuandi Darmono (kiri) bersama Jokowi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak sekolah di Gunung 
Kidul ditanggapi negatif oleh kalangan islamophobia.



S
ejumlah jurnalis dari berbagai 
kalangan berkumpul dalam Sila-
turahim Jurnalis Muslim, Jumat 
(5/7), di Surabaya, Jatim. Acara 
yang digagas beberapa tokoh 

jurnalis Jatim ini dimaksudkan untuk men-
jalin ukhuwah demi izzul Islam wal Muslimin.

Pemimpin Redaksi Majalah MATAN 
Ainur Rofiq Sophiaan mengingatkan, jur-
nalis Muslim harus punya agenda untuk ke-
jayaan dan kemuliaan Islam dan umat Mus-
lim, izzul Islam wal Muslimin. 

Dalam pertemuaan yang bertajuk 
“Membangun Sinergi Jurnalis Muslim” yang 
diselenggarakan atas kerja sama dengan 
Tabloid Media Umat ini, Ainur mengajak 
undangan yang mayoritas para wartawan 
itu untuk tidak menjadikan jurnalis sebatas 
pekerjaan semata. “Ada tanggung jawab 
sosial dan kepedulian dalam agenda umat 
ke depan,” ujarnya. 

Pria asal Lamongan itu juga meng-
anggap perlunya sinergitas bersama antar-
media Islam di berbagai lini. Ada ukhuwah 

media yang perlu dijalin dan dieratkan se-
sama jurnalis Muslim. “Minimal ada counter 
opini terhadap stigmatisasi negatif pada 
Islam seperti radikalisme dan terorisme,” 
terangnya. 

Hal senada diungkapkan Redaktur 
Pelaksana Tabloid Media Umat Mujiyanto. Ia 
menyebut wartawan Muslim mengemban 
amanah sebagai pejuang umat. “Dalam era 
ghazwl fikr, perang opini saat ini, para war-
tawan sebagai penyambung lidah Islam, 
bukan hanya menjadi bawahan media 
kapitalis,” ujarnya. 

Ke depan, lanjutnya, perlu ada keber-
samaan dan jalinan komunikasi untuk me-
ngetahui isu-isu yang berkembang. “Karena 
semua media punya agenda setting, ada 
keberpihakan di sana. Bergantung siapa 
pemiliknya,” ungkap Mujiyanto. 

Di sisi lain, kualitas produk berita 
jurnalis Muslim perlu ditingkatkan. Seperti 
yang disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi 
pwmu.co Sugeng Purwanto. Mantan war-
tawan Surabaya Post itu menganggap ada 
kelemahan media Islam terhadap media 
mainstream. “Jika kita buka media online 
Islam, beberapa produk jurnalistiknya ba-
nyak yang tidak memenuhi unsur 5W+1H,” 
ungkap SGP, panggilannya. 

Makanya, agar bisa bersaing dengan 
media mainstream, menurutnya, mutu pro-

duk jurnalis Islam harus ditingkatkan. “Buat-
lah berita sebagai produk jurnalistik yang 
baik. Dengan berdasarkan data. Tidak ha-
nya emosional atau hanya sekadar opini,” 
terang SGP. 

Kekalahan umat Islam, menurut dia, 
karena tidak adanya komando untuk meng-
imbangi isu yang menyerang umat Islam. 
“Karena selama ini kita jalan sendiri-sendiri,” 
ungkapnya. 

Maka, kata SGP, kekuatan umat Islam 
harus merata di semua lini. “Jika ingin jihad 
dalam media, maka bermainlah dengan 
elegan. Tidak hanya menang dalam perang 
opini, tapi juga jejaring, lobbying, dan di 
lapangan,” jelasnya. 

Kontributor Tabloid Media Umat Jatim 
Rif'an Wahyudi menilai acara ini merupakan 
agenda yang sangat baik. “Kita harus me-
ngukuhkan visi media yaitu berkhidamat 
untuk Islam dan kaum Muslimin. Sehingga 
dia tidak rela untuk latah ikut-ikutan memo-
jokkan umat Islam, karena tidak sesuai 
dengan visinya,”  ucapnya.

Silaturahmi Jurnalis Muslim sendiri 
merupakan pertemuan perdana. Dalam 
kesempatan tersebut juga dihasilkan bebe-
rapa kesepakatan. Di antaranya, membuat 
Group WhatsApp dan mengagendakan per-
temuan berikutnya sekurang-kurangnya 
tiga bulan sekali.[] ghifari

Sinergi Jurnalis Muslim Jatim

Prof Suteki mendatangi Polda 
Jawa Tengah, Rabu (10/7). Ia 
ingin mempertanyakan sejauh 
mana penanganan atas laporan 
yang telah dilayangkan ke Polda 

Jateng terkait pencemaran nama baik dan 
fitnah yang dilakukan oleh Rektor Univer-
sitas Diponegoro atas dirinya.  Langkah ini 
penting, sebab sejauh ini belum ada tanda-
tanda ada proses atas laporan tersebut. 

Dosen Pancasila ini dituduh radikal,  
anti Pancasila dan anti NKRI sehingga diber-
hentikan dari semua jabatan fungsionalnya. 
Rektor ini juga diduga mengirim sejumlah 
surat ke instansi lain yang menyebutkan fit-
nah tersebut sehingga tak lagi diizinkan 
mengajar di instansi lain tersebut.  

Padahal, menurut Sekjen LBH Pelita 
Umat Chandra Purna Irawan, Prof Suteki 
belum menjalani pemeriksaan dan proses 
pemeriksaan di kampus untuk menjawab 
tudingan tersebut. Tiba-tiba surat pember-
hentian sudah turun. 

Menurutnya, tindakan rektor ini terka-
tegori eigenrichting atau tindakan main ha-
kim sendiri. “Ini tentu dapat dinilai sebagai 
tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan 
tidak mencerminkan sebagai insan civitas 
academica,” jelasnya dalam siaran pers  
yang diterima redaksi Media Umat (9/7).

Apalagi di dalam konsideran SK Rektor 
terdapat kata "TERBUKTI" yaitu yang dimak-
sud telah melakukan pelanggaran disiplin 
pegawai khususnya Pasal 3 ayat 3 PP 53 
Tahun 2010 tentang kesetiaan terhadap 
Pancasila, NKRI, dan Pemerintah. Berdasar-
kan keterangan Prof Suteki, masalahnya 
adalah hal ini belum dibuktikan dalam per-
sidangan pasca dikeluarkannya SK No. 
223/UN7.P/KP/2018 tentang Pembebasan 
Sementara Tugas Jabatan. 

Chandra menilai, tidak masuk akal 
apabila Prof Suteki dituduh melakukan 
pelanggaran khususnya terhadap pelang-
garan Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010. “Perlu diketahui 
bahwa selama 24 tahun (sejak 1994, CPNS) 
beliau telah mengajar Mata Kuliah Pancasila 
dan Mata Kuliah Filsafat Pancasila,” terang-
nya.

Ia berpendapat, adanya perbedaan 
pendapat beliau dengan pendapat Peme-
rintah terkait dengan kebijakan pemerintah 
tertentu terkait dengan Perppu Ormas  
tidak dapat serta merta dimaknai sebagai 
upaya ketidaksetiaan dan adanya niat 
untuk merendahkan martabat pemerintah, 
dan institusi. Ini harus dimaknai bahwa 
tindakan itu dilakukan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban intelektual seorang 

guru besar yang sudah terbiasa bertugas 
meruhanikan ilmu pengetahuan di kam-
pusnya serta menyebarkan gagasan yang 
benar tentang bagaimana bernegara hu-
kum yang sebenarnya.

Menurut Chandra, pendapat yang 
berisi kritik atau perbedaan pendapat seha-
rusnya justru dimaknai sebagai cara mem-
bangun di negara demokrasi Indonesia, 
bukan sebagai musuh negara sebagaimana 
dikatakan oleh Karl Raimund Popper ten-
tang The Open Society. “Oleh karena itu 
tuduhan bahwa beliau tidak setia pada 
pemerintah, melawan peraturan dan lain 
adalah tuduhan yang sangat prematur dan 
sumir. Perbedaan pandangan adalah 
rahmat sepanjang tidak ada upaya pemak-

saan serta penggunaan kekerasan,” jelas-
nya.

Dampak pencemaran nama baik yang 
patut diduga dilakukan oleh Rektor UNDIP 
ini telah berakibat adanya kerugian, peno-
lakan, dan rasa kebencian terhadap Prof 
Suteki. Misalnya: kampus tidak memberi-
kan hak untuk mengajar Pancasila di FH, pe-
nolakan dan pembatalan seminar nasional 
(Riau, Medan, Banjarmasin, Semarang, 
Pekalongan), penghentian mengajar dan 
menguji taruna Akpol, sejak tahun 2018 
akhir, tidak mengajar mahasiswa doktoral 
pada PDIH, hingga pembebasan tugas 
sebagai Kaprodi MIH, dan Ketua Senat FH 
Undip.[] ghifari

Prof Suteki Pertanyakan Laporannya

Perlunya sinergitas bersama antarmedia Islam di berbagai lini. Ada 

ukhuwah media yang perlu dijalin dan dieratkan sesama jurnalis Muslim.

Prof Suteki belum menjalani pemeriksaan dan proses pemeriksaan di 

kampus untuk menjawab tudingan tersebut. Tiba-tiba surat pemberhentian 

sudah turun. 

MEDIA NASIONAL14 Media Umat | Edisi 245, 9 -22 Dzulqaidah 1440 H/ 12 - 25 Juli 2019



Ekonomi Indonesia da-
lam kondisi limbung. 
Meski dinobatkan se-
bagai salah satu men-
teri keuangan terbaik 

di dunia, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani belum bisa mencari jalan 
keluar bagaimana mengatasi ma-
salah minimnya pendapatan ne-
gara. 

Maka jalan yang termudah 
adalah meningkatkan pendapat-
an negara melalui pajak. Kini kan-
tong plastik jadi sasarannya. Wa-
dah yang sangat populer di ma-
syarakat ini pun harus kenai cukai 
jika menggunakannya.

“Kami mengusulkan di da-
lam tarif cukai [kantong plastik] 
kami adalah Rp 30.000 per kilo-
gram atau tarif cukai per lembar-
nya Rp200 (1 kg sama dengan 150 
lembar kantong plastik), " begitu 
usulan Sri Mulyani di depan komi-
si XI DPR di Jakarta Pusat, Selasa 
(2/7).

Nantinya, konsumen akan 
membayar lebih mahal dengan 
adanya beban cukai di kantong 
plastik itu. Tidak hanya membayar 
cukai tapi juga harga plastik itu 
sendiri. Bisa jadi harganya menja-
di Rp 500 per lembar.

Kebuntuan negara mencari 
pemasukan ini pun ternyata juga 
dialami di daerah. Maka, mereka 
pun menggunakan cara termu-
dah untuk meningkatkan penda-
patan daerah. Di Palembang, Ba-
dan Pengelola Pajak Daerah 
(BPPD) Kota Palembang me-
ngenakan pajak nasi bungkus 
hingga pempek Palembang hing-
ga 10 persen. Bahkan untuk ke-
perluan itu, BPPD kini memasang 
alat pemantau pajak online (e-tax) 
di sejumlah rumah makanan dan 
kedai pempek.

Jika nantinya kasir diketahui 
tidak menggunakan alat ini saat 
bertransaksi, maka akan dikena-
kan sanksi dari instansi terkait. 
Pungutan pajak pada rumah ma-
kan dan kedai pempek ini sebe-
narnya sudah tertuang dalam Per-
aturan Daerah Kota Palembang 
tahun 2002 tentang pajak res-
toran.

Paradok
Anehnya, pada saat yang sa-

ma, pemerintah menaikkan batas 
harga minimal kelompok hunian 
mewah, seperti rumah mewah, 
apartemen, kondominium, town 
house dan sejenisnya yang bebas 

Pajak Penjualan Atas Barang Me-
wah  (PPnBM).

Dalam beleid yang diteken 
oleh Sri Mulyani pada 10 Juni lalu 
tersebut, nilai hunian mewah, se-
perti rumah mewah, apartemen, 
kondominium, town house dan 
sejenisnya yang terkena Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 
adalah yang berharga Rp 30 miliar 
atau lebih. Sementara dibawah 
harga tersebut bebas PPnBM.

Bukan hanya itu, pemerin-
tah juga akan menghapus PPnBM 
kapal pesiar atau yacht asing yang 
masuk Indonesia. Padahal tiap 

tahun pemasukan devisa dari ka-
pal pesiar lumayan  besar Rp 9 
miliar per tahun.

Paradigma Kapitalis
Pengamat ekonomi Arim 

Nasim menilai, langkah pemerin-
tah ini menunjukkan paradigma 
kapitalis yang sangat kental. Da-
lam paradigma tersebut, negara 
memang hidup ditopang oleh pa-
jak. Rezim tak mau mencari jalan 
keluar lain selain memeras rakyat 
dengan cukai dan pajak. Semen-
tara kekayaan alam justru diserah-

kan kepada swasta, baik lokal 
maupun asing. Solusi ini tak akan 
menyelesaikan masalah. Justru 
membebani rakyat.

Makanya, ia mengajukan 
gagasan alternatif yakni dengan 
sistem ekonomi Islam. Dengan sis-
tem ekonomi ini, pengelolaan ke-
kayaan akan ditata kembali sesuai 
syariah. Ada kepemilikan umum, 
negara, dan individu dengan ba-
tasan yang jelas. Sistem kepemi-
likan ini bila diterapkan akan 
menghasilkan pendapatan yang 
luar biasa. Belum lagi dari sumber-
sumber lainnya.[] abu nabhan  

Rakyat Bawah Dipalak
Kalangan Atas Bebas

Wadah yang sangat 

populer di masyarakat ini 

pun harus kenai cukai jika 

menggunakannya.

Menjual Agunan 
Ketika Gagal Bayar

MUAMALAH

tatus agunan pada dasarnya merupakan hak Smilik orang yang berutang, dan memberikan 
agunan (rahin), bukan orang yang mendapat-
kan agunan (murtahin). Meski secara de facto, 
agunan tersebut diserahkan kepada pemberi 

utang, tetapi pemanfaatannya tetap harus terikat dengan 
ketentuan hukum syara', tentang utang-piutang, sebagai-
mana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Status kebolehan mengagunkan barang ini telah di-
nyatakan oleh hadits shahih, dari Rasulullah SAW, yang 
menyatakan, “Rasulullah SAW telah membeli makanan dari 
seorang Yahudi secara kredit, dan baginda SAW memberikan 
baju baginda sebagai agunan.” [HR Muslim dari 'Aisyah ra]

Mengenai status agunan tersebut tidak serta merta 
menjadi hak pemegang agunan (murtahin), karena Ra-
sulullah SAW menyatakan, “Agunan itu tidak ditutup pemi-
liknya yang telah mengagunkannya.” [HR as-Syafii, dari 
Sa'id bin al-Musayyib]

Karena itu, ketika pihak yang mengagunkan tidak 
mampu membayar utang-utangnya, maka bagaimana 
status agunan tersebut, apakah boleh dijual atau tidak, 
rinciannya sebagai berikut:
1) K etika utang tersebut sudah jatuh tempo, maka 

murtahin meminta pihak yang berutang, atau yang 
memberikan agunan, agar membayar utangnya. Jika 
mempunyai harta lain, selain agunan, dia harus 
membayar dengan hartanya yang lain, kemudian 
agunan tersebut dilepaskan dan dikembalikan kepada 
pemiliknya. 

2) Jika hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya, 
baik semua maupun sebagian, maka pihak yang 
mengagunkan harus menjual agunan tersebut 
dengan izin murtahin. Setelah itu, hasil penjualannya 
dibayarkan terlebih dahulu kepada murtahin, sebelum 
membayar yang lain. Jika ada sisa, maka sisanya 
dikembalikan kepada pemiliknya. 

Karena itu, berdasarkan penjelasan ini, murtahin 
tidak boleh menguasai agunan, jika rahin tidak mampu 
membayar utangnya. Demikian juga dia tidak boleh 
menjual sendiri agunan yang dipegangnya, tanpa 
sepengetahuan pemiliknya. Tetapi, penjualan agunan 
tersebut dilakukan setelah melalui keputusan pengadilan, 
yang memaksa pemilik untuk menjual agunan tersebut. 
Karena status asal agunan tersebut tetap merupakan milik 
pihak yang mengagunkan. 

Dasarnya sebagaimana yang dinyatakan di dalam 

hadits di atas, “Agunan itu tidak ditutup pemiliknya yang 
telah mengagunkannya.” [HR as-Syafii, dari Sa'id bin al-
Musayyib]

Karena status kepemilikannya tetap di tangan pihak 
yang mengagunkan, maka yang berhak menjual dan 
melakukan tindakan terhadap agunan tersebut tetap 
pemiliknya, bukan pihak yang memegang agunan 
(murtahin). Jika pihak yang mengagunkan tidak mau 
menjual agunan yang diagunkannya, maka negara, 
melalui pengadilan bisa memaksanya untuk menjualnya. 

Hasil penjualannya kemudian dibayarkan kepada 
pihak yang murtahin, yang telah memberikan utang 
kepadanya. Namun, itu merupakan alternatif terakhir, 
setelah pihak yang berutang, dan mengagunkan tadi 
tidak lagi mempunyai harta lain, selain harta yang 
diagunkan. 

Tetapi, ketika dia masih memiliki harta lain, dan 
cukup untuk digunakan membayar utang yang menjadi 
sebab agunan tersebut diagunkan, maka harta lain itu 
harus dijual terlebih dahulu. Baru, jika tidak cukup, agunan 
yang ditangan murtahin tadi boleh dijual. Wallahu a'lam.[]

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman
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Di tengah suasana politik yang masih 
panas, kaum Muslim harus tetap dingin. 
Terlebih pasca pemilihan umum yang te-
lah menguras energi dan perasaan umat. 
Jurang perbedaan yang sempat muncul 

antarsesama Muslim harus ditimbun dengan ukhuwah. 
Direkatkan kembali dengan akidah. 

Ajang Liqa Syawal berlangsung di berbagai kota di 
Nusantara. Bukan unjuk kekuatan tapi menjadi wadah 
menjalin kebersamaan sesama Muslim. Bukankah se-
sama Muslim itu bersaudara? Bukankah sesama saudara 
harus saling menjaga dan memelihara? Bukankah se-
sama Muslim tak boleh saling menyakiti, baik langsung 
maupun tidak langsung?

Liqa Syawal pun menjadi ajang untuk saling meng-
ingatkan terhadap agenda umat. Agenda yang diperin-
tahkan oleh Sang Pencipta dan dicontohkan oleh manu-
sia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak ada pesan 
yang lebih baik daripada pesan Islam.

Inilah yang tergambar dari Liqa Syawal di beberapa 
kota. Seperti apa?

Palu
Majelis Ta'lim Nahdhatul Ummah Palu menggelar 

acara Halal Bi Halal dan Liqo Syawal 1440 H mengambil 
topik "Tolak Kolonialisme di negeri-negeri Islam, Tegak-
kan Khilafah". Acara itu berlangsung di Masjid Uswatun 
Hasanah, Palu, Sabtu (29/6).

Ketua MT Nahdhatul Ummah, Amirudin abu Fatih 
mengingatkan akan firman Allah, surah An Nur ayat 55 

bahwa kaum Muslim akan dimenangkan oleh Allah dan 
Islam pasti akan tegak karena janji Allah kepada orang-
orang yang beriman dan beramal shalih. “Tugas kita te-
rus berjuang, kuatkan ukhuwah dan rapatkan barisan." 

Ia melanjutkan, amar ma'aruf nahi munkar harus 
terus dilakukan. Dakwah tak boleh berhenti meski saat 
ini sepertinya dakwah berada dalam suasana mence-
kam. “Kita harus yakin, kita punya pelindung yakni Allah 
SWT. Semua kita serahkan kepada Allah, Zat Yang Maha 
Segalanya. Teruslah berjuang,” tegas Amirudin.

Ami Harun yang tampil sebagai pembicara mema-
parkan materi kolonialisme di negeri kaum Muslimin 
khususnya Indonesia. "Negeri kita harus bebas dari pen-
jajahan, tolak segala macam kolonialisme meski seka-
rang ini sudah terang-terangan di depan mata kita. Lihat 
ada proyek OBOR, ada BRI dan lain-lain. Kami khawatir 
kepada anak cucu kita nanti, semoga Allah segera meno-
long kita," katanya.

Ia pun mengungkap bagaimana kolonialisme itu 
terjadi di wilayah mereka sendiri yakni Morowali. Tam-
bang itu tak hanya membawa bijih nikel tapi juga terma-
suk tanahnya. Semua dibawa ke luar negeri karena disi-
nyalir mengandung uranium dan emas. “Ini kan nama-
nya perampokan, kita harus tolak semua ini," jelas Ami 
Harun. 

Bogor
Pada saat bersamaan ada Silaturahmi dan Halal 

Bihalal Ulama Aswaja dan Umat berlangsung di Majelis 
Nurul Hikmah Karacak, Leuwiliang, Kabupaten Bogor 
(29/6). Kalangan pesantren dan tokoh umat berkumpul 
di sana. 

Dalam kesempatan taushiyah, Kyai Aef Syaefudin 
mengajak peserta untuk meneladani Rasulullah Mu-
hammad SAW, termasuk dalam kepemimpinan. “Sanad 
kepemimpinan umat Islam harus sampai kepada Ra-
sulullah. Kalau kepemimpinan pola demokrasi, sanad-
nya sampai kepada orang orang Eropa, karena itu agar 
sanad kepemimpinan sampai kepada Rasulullah pola 
kepemimpinannya dalam bentuk khilafah,” urainya.

KH Maman yang juga pengurus BKSPP Kabupaten 
Bogor mengajak kepada peserta untuk dekat dengan 
Islam. “Islam itu bukan hanya ibadah, Islam juga meng-
haruskan kita terikat dengan syariat Islam,” tambahnya.

Kalau ada orang mengkriminalisasi Islam dan pe-
juang syariat Islam, menurutnya, orang tersebut tidak 
paham agama Islam.

Sementara itu KH Muhyidin dari PP An Nur Pami-
jahan mengajak umat Islam untuk meningkatkan dan 
meraih ketakwaan kepada Allah SWT. “Takwa yang men-
jadi tujuan disyariatkannya puasa di Bulan Ramadhan, 
adalah menghendaki kita hanya berhukum dengan sya-
riat Islam,” jelasnya.

Dalam pemerintahan, Islam telah menetapkan 
bentuk pemerintahannya adalah kekhilafahan. “Sistem 
khilafah ini lah yang bisa menjalankan semua tuntutan 
hukum yang ada dalam Alquran dan hadits,” kata kyai 
muda ini.

Banten
Di Banten seruan untuk bersatu dan melanjutkan 

perjuangan Islam disuarakan oleh para ulama. Halal Bi 
Halal Tokoh dan Ulama Banten berlangsung di Aula PSBB 
Serang, Sabtu (29/6). Acara dihadiri oleh tokoh-tokoh 
sepuh seperti KH Halwati, KH. Sakhro Wardi, dan ulama-
ulama muda se-Banten.

KH Yasin Muthohhar mengingatkan peristiwa yang 
terjadi di masa Utsman bin Affan selaku khalifah. Saat itu 
negara mengalami rongrongan kekuasaan dari seke-
lompok orang yang hendak melenyapkan institusi khila-
fah. Menanggapi hal tersebut, Khalifah Utsman terheran 
mengapa ada orang yang menginginkan institusi khila-
fah dihapus. Padahal jika khilafah dicabut, maka kebaik-
an akan ikut tercabut pada mereka dan akan datang 
kehinaan-kehinaan seperti pada masa sebelum hijrah-
nya Rasulullah SAW ke Madinah. 

Pernyataan Utsman bin Affan ternyata terbukti 
pada kaum Muslimin hari ini. Bahkan kaum Muslimin 

Bulan Syawal sangat khas di Indonesia. Kaum 
Muslimin memanfaatkan bulan ini untuk menjalin 
silaturahim dan ukhuwah. Saling meminta maaf 
atas kesalahan masa lalu dan meningkatkan rasa 
persaudaraan di kalangan sesama Muslim. Liqa 
Syawal mewadahi maksud ini. 

“Tugas kita terus berjuang, kuatkan ukhuwah dan rapatkan barisan."  

Gempita Liqa Syawal 
di Nusantara

16 FOKUS Media Umat | Edisi 245, 9 -22 Dzulqaidah 1440 H/ 12 - 25 Juli 2019
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Di tengah suasana politik yang masih 
panas, kaum Muslim harus tetap dingin. 
Terlebih pasca pemilihan umum yang te-
lah menguras energi dan perasaan umat. 
Jurang perbedaan yang sempat muncul 

antarsesama Muslim harus ditimbun dengan ukhuwah. 
Direkatkan kembali dengan akidah. 

Ajang Liqa Syawal berlangsung di berbagai kota di 
Nusantara. Bukan unjuk kekuatan tapi menjadi wadah 
menjalin kebersamaan sesama Muslim. Bukankah se-
sama Muslim itu bersaudara? Bukankah sesama saudara 
harus saling menjaga dan memelihara? Bukankah se-
sama Muslim tak boleh saling menyakiti, baik langsung 
maupun tidak langsung?

Liqa Syawal pun menjadi ajang untuk saling meng-
ingatkan terhadap agenda umat. Agenda yang diperin-
tahkan oleh Sang Pencipta dan dicontohkan oleh manu-
sia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak ada pesan 
yang lebih baik daripada pesan Islam.

Inilah yang tergambar dari Liqa Syawal di beberapa 
kota. Seperti apa?

Palu
Majelis Ta'lim Nahdhatul Ummah Palu menggelar 

acara Halal Bi Halal dan Liqo Syawal 1440 H mengambil 
topik "Tolak Kolonialisme di negeri-negeri Islam, Tegak-
kan Khilafah". Acara itu berlangsung di Masjid Uswatun 
Hasanah, Palu, Sabtu (29/6).

Ketua MT Nahdhatul Ummah, Amirudin abu Fatih 
mengingatkan akan firman Allah, surah An Nur ayat 55 

bahwa kaum Muslim akan dimenangkan oleh Allah dan 
Islam pasti akan tegak karena janji Allah kepada orang-
orang yang beriman dan beramal shalih. “Tugas kita te-
rus berjuang, kuatkan ukhuwah dan rapatkan barisan." 

Ia melanjutkan, amar ma'aruf nahi munkar harus 
terus dilakukan. Dakwah tak boleh berhenti meski saat 
ini sepertinya dakwah berada dalam suasana mence-
kam. “Kita harus yakin, kita punya pelindung yakni Allah 
SWT. Semua kita serahkan kepada Allah, Zat Yang Maha 
Segalanya. Teruslah berjuang,” tegas Amirudin.

Ami Harun yang tampil sebagai pembicara mema-
parkan materi kolonialisme di negeri kaum Muslimin 
khususnya Indonesia. "Negeri kita harus bebas dari pen-
jajahan, tolak segala macam kolonialisme meski seka-
rang ini sudah terang-terangan di depan mata kita. Lihat 
ada proyek OBOR, ada BRI dan lain-lain. Kami khawatir 
kepada anak cucu kita nanti, semoga Allah segera meno-
long kita," katanya.

Ia pun mengungkap bagaimana kolonialisme itu 
terjadi di wilayah mereka sendiri yakni Morowali. Tam-
bang itu tak hanya membawa bijih nikel tapi juga terma-
suk tanahnya. Semua dibawa ke luar negeri karena disi-
nyalir mengandung uranium dan emas. “Ini kan nama-
nya perampokan, kita harus tolak semua ini," jelas Ami 
Harun. 

Bogor
Pada saat bersamaan ada Silaturahmi dan Halal 

Bihalal Ulama Aswaja dan Umat berlangsung di Majelis 
Nurul Hikmah Karacak, Leuwiliang, Kabupaten Bogor 
(29/6). Kalangan pesantren dan tokoh umat berkumpul 
di sana. 

Dalam kesempatan taushiyah, Kyai Aef Syaefudin 
mengajak peserta untuk meneladani Rasulullah Mu-
hammad SAW, termasuk dalam kepemimpinan. “Sanad 
kepemimpinan umat Islam harus sampai kepada Ra-
sulullah. Kalau kepemimpinan pola demokrasi, sanad-
nya sampai kepada orang orang Eropa, karena itu agar 
sanad kepemimpinan sampai kepada Rasulullah pola 
kepemimpinannya dalam bentuk khilafah,” urainya.

KH Maman yang juga pengurus BKSPP Kabupaten 
Bogor mengajak kepada peserta untuk dekat dengan 
Islam. “Islam itu bukan hanya ibadah, Islam juga meng-
haruskan kita terikat dengan syariat Islam,” tambahnya.

Kalau ada orang mengkriminalisasi Islam dan pe-
juang syariat Islam, menurutnya, orang tersebut tidak 
paham agama Islam.

Sementara itu KH Muhyidin dari PP An Nur Pami-
jahan mengajak umat Islam untuk meningkatkan dan 
meraih ketakwaan kepada Allah SWT. “Takwa yang men-
jadi tujuan disyariatkannya puasa di Bulan Ramadhan, 
adalah menghendaki kita hanya berhukum dengan sya-
riat Islam,” jelasnya.

Dalam pemerintahan, Islam telah menetapkan 
bentuk pemerintahannya adalah kekhilafahan. “Sistem 
khilafah ini lah yang bisa menjalankan semua tuntutan 
hukum yang ada dalam Alquran dan hadits,” kata kyai 
muda ini.

Banten
Di Banten seruan untuk bersatu dan melanjutkan 

perjuangan Islam disuarakan oleh para ulama. Halal Bi 
Halal Tokoh dan Ulama Banten berlangsung di Aula PSBB 
Serang, Sabtu (29/6). Acara dihadiri oleh tokoh-tokoh 
sepuh seperti KH Halwati, KH. Sakhro Wardi, dan ulama-
ulama muda se-Banten.

KH Yasin Muthohhar mengingatkan peristiwa yang 
terjadi di masa Utsman bin Affan selaku khalifah. Saat itu 
negara mengalami rongrongan kekuasaan dari seke-
lompok orang yang hendak melenyapkan institusi khila-
fah. Menanggapi hal tersebut, Khalifah Utsman terheran 
mengapa ada orang yang menginginkan institusi khila-
fah dihapus. Padahal jika khilafah dicabut, maka kebaik-
an akan ikut tercabut pada mereka dan akan datang 
kehinaan-kehinaan seperti pada masa sebelum hijrah-
nya Rasulullah SAW ke Madinah. 

Pernyataan Utsman bin Affan ternyata terbukti 
pada kaum Muslimin hari ini. Bahkan kaum Muslimin 

Lanjutkan Amal Shalih 
Pasca Idul Fitri
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tidak ada beda antara kaum Nasrani maupun Yahudi, 
terutama dalam menjadikan tingkah lakunya, di mana 
Alquran tidak lagi berperan sebagai panduan hidup. 

“Sebagai refleksi tersebut, saya menyerukan agar 
syahadat menjadi kalimat tauhid dan sekaligus pemer-
satu pemikiran, perasaan, dan peraturan untuk mengga-
pai kemuliaan hidup,” jelasnya.

Agam
Di Sumatera Barat, berlangsung Liqa Ulama Mi-

nangkabau. Buya Rusdi St Iskandar menegaskan, acara 
ini diadakan agar umat Islam bersatu demi kemuliaan 
Islam dan kaum Muslimin. 

Rozi Saferi sebagai pemateri menegaskan, bahwa 
untuk menyelesaikan banyak persoalan umat saat ini 
maka harus kembali kepada pangkal apa sebab masalah 
tersebut bisa terjadi. Permasalahan itu terjadi karena 
berpaling dari aturan Allah. “Sehingga solusinya adalah 
kembali kepada aturan Allah secara kaffah dalam bing-
kai khilafah,” tegasnya.

Makassar
Majelis Taqarub Ilallah (MTI) Sulsel menyelengga-

rakan Liqa Syawal pada Ahad (30/6). Fauzan Abu Rifki 
mengingatkan pentingnya mempererat silah ukhuwah 
di antara umat Islam dan mencegah perpecahan. 

"Penting agar kita solid membangun persaudara-
an diatas ikatan akidah Islam dengan kalimat Laa Ilaaha 
Ilallah Muhammadan Rasulullah," jelasnya.

Pembicara utama acara ini adalah juru bicara HTI M 
Ismail Yusanto. Menurutnya, takwa harus diimplementa-
sikan secara nyata dengan penerapan syariah Islam se-
cara kaffah pada individu, masyarakat, dan negara. 

Dakwah, lanjutnya, harus terus digiatkan bagaima-
na pun kondisinya karena dakwah merupakan perintah 
Allah. Berkat dakwahlah, Allah masih mencurahkan ba-
rakah dan kasih sayangnya kepada penduduk bumi. 
“Tiga kunci untuk menghadapi kondisi sekarang: sabar, 
sabar, dan sabar,” katanya.

Tokoh Sulsel Prof Dr KH Said Mahmud, Lc, MA yang 
juga Ketua MUI Kota Palopo, merasa salut atas keteguh-
an jubir Ismail dalam perjuangan. Tak takut celaan 
orang-orang yang mencela. Makanya ia mengajak hadir-
in untuk bersama-sama berjuang menegakkan kali-
matullah.

Semarang
Majelis Ta'lim Nur Husna mengadakan agenda 

silah ukhuwah bersama ulama da tokoh, dengan tajuk 
“Halal bi Halal 1440 H”, Kamis (4/7). Abu Zaka menyam-
paikan tentang pentingnya persatuan umat dalam 
menghadapi perbedaan.

“Kita semua umat Islam itu sesungguhnya adalah 
umat yang satu. Jadi kita umat Islam semuanya, senang 
atau tidak senang, kita semuanya adalah ummatan wa-
hidan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, meskipun umat Islam adalah umat 

yang satu, bukan berarti pendapatnya selalu harus 
sama. Dalam Islam ada pendapat yang harus sama, jika 
selama ada nash yang qath'i (jelas, tidak ada makna lain-
penj) maka tidak boleh ada perbedaan karena dapat 
menyebabkan perpecah-belahan antar umat Islam. 

Ia melanjutkan, dalam Islam juga ada pendapat 
yang boleh berbeda, dan perbedaan itu tidak membuat 

perpecahan dengan mengedepankan adab dan 
menjaga ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan tersebut. 
“Semisal apa yang kita lihat pada imam Malik dan imam 
Syafi'i, sebagai guru dan murid yang saling menghor-
mati, tapi memiliki perbedaan pendapat lebih dari 7.000 
masalah,” jelasnya.

Menurutnya, perbedaan adalah sesuatu yang bia-
sa bagi para ulama dan orang-orang yang 'berilmu'. “Lalu 
kenapa saat ini perbedaan menjadi masalah? Bisa jadi 
kita yang kurang Ilmu, kurang ikhlas, sehingga perbeda-
an kecil saja dipermasalahkan hingga luar biasa, bahkan 
sampai menyebarkan fitnah dan adu domba?” jelasnya.

Gombong
Liqa Syawal Ulama dan Umat Islam di PP Al Dal-diri 

Kebumen, Ahad (30/6). Demi mengingat dan mene-
ruskan cita-cita perjuangan tegaknya syariah Islam oleh 
Pangeran Diponegoro, di panggung terpasang nama 
wilayah Dipanegaran Kulon. Sebagaimana ulama dan 
hadirin memang berasal dari bentangan Kabupaten 
Magelang, Purworejo, dan Kebumen.

Meski dikemas dalam Liqa Syawal para ulama tentu 
memberikan pencerhanan kepada umat sekaligus nase-
hat pada penguasa. Dalam hal ini hadir Kyai Abdul Birr 
Pengasuh MT Miftahul Jannah Gombong, Kyai Musta-
qim Pengasuh MT Darul Hikmah dari Kutowinangun, Ust 
Chaeroni Pengasuh Majlis taqarub Ilallah Magelang, Ust 
H Jumadi, Pengasuh MT Ulil Albab , Kyai Ibnu Syaerozi 
,Pengasuh MT Baitu an Naim Purworejo, KH Rohani 

Pengasuh MT al Barokah Purworejo, Ustadz Abdul Aziz 
Pengasuh MT Baitu At Taqwa.

KH Saefudin al Daldiri, selaku tuan rumah membe-
rikan “hentakan” dengan pidato pengantarnya yang 
menggelegar dan mempertanyakan apa gunanya ula-
ma berkumpul jika negeri ini masih terjajah. “Kita harus 
membebaskan negeri ini dari segala bentuk penjajahan 
melalui OBOR! Dulu Belanda sekarang Cina, kita harus 
merdekakan!”

Kyai Abdul Birr sebagai ulama asli Gombong me-
nyampaikan label Dipanegaran Kulon bukan hanya 
klaim. Karena Pangeran Diponegoro memang pernah 
berguru di sebuah pesantren di sebelah utara Gombong, 
yang disebutnya daerah Brangkal di pegunungan utara 
Gombong. “Kita masih keturunan pejuang yang mem-
perjuangkan Islam kaffah, melawan penjajah dan Londo 
ireng.”

Abdul Aziz menyampaikan, bisa jadi penjajah itu 
berkolaborasi dengan para pengusa akhir zaman yang 
disebutkan oleh baginda Nabi saw, dengan karakter 
binatang. Raja seperti singa diktator, menterinya seperti 
serigala yang culas dan hakimnya seperti anjing (yang 
hanya memberikan keadilan pada tuannya). Sembari 
berdoa agar kita dihindarkan dari penguasa model ini. 

Cilacap
Di hari yang sama berlangsung Liqa Syawal di Cila-

cap, Jateng. Zahid Farhan menyoroti kondisi umat Islam 

yang terpuruk saat ini seperti buih di lautan. “Sehingga 
umat Islam lemah tak berdaya, itu semua akibat syariat 
islam dicampakkan dan insitusi khilafah tidak ditegak-
kan,” ungkapnya.

Sementara, Amin RH menyoroti kegagalan rezim 
saat ini dalam semua bidang. Dalam rangka menutupi 
kegagalannya, rezim menciptakan narasi tentang an-
caman bagi negara adalah paham dan kelompok radikal. 
Tak heran bila saat ini umat Islam dan ajaran islam selalu 

menjadi tertuduh dan kerap merasakan ketidakadilan.  
Selain di kota-kota tersebut, Liqa Syawal berlang-

sung di Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, 
dan kota lainnya.[] fs/kontributor daerah
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Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Setelah konspirasi kaum Yahudi, 
munafik, dan musyrik Madinah 
terbongkar, dan berhasil dipeta-
kan oleh Nabi SAW, maka se-
rangan demi serangan pun dila-

kukan oleh Nabi untuk menghancurkan 
kekuatan potensial musuh, sebelum mem-
besar. Terlebih, ketika mereka bersama 
kaum Kafir Quraisy sudah merencanakan 
pembunuhan terhadap Nabi SAW. 

Padahal, kaum Yahudi itu terikat per-
janjian dengan Negara Islam, dan kaum 
Muslim. Di satu sisi, Nabi dan kaum Muslim 
terikat benar dengan perjanjian tersebut, 
sehingga tidak ada satu huruf pun yang 
dilanggar. Sebaliknya, kaum Yahudi yang 
sejarahnya penuh dengan pengkhianatan, 
terbukti akhirnya kembali kepada tabiat 
asal mereka. Mereka pun melakukan kons-
pirasi untuk menciptakan instabilitas di 
tubuh Negara Islam.  

Orang-orang Yahudi yang menetap di 
Madinah ada tiga kelompok. Yang paling 
keras permusuhannya, adalah Bani Qainu-
qa'. Mereka tinggal di dalam Madinah, di 
perkampungan yang bernama Bani Qainu-
qa'. Profesi mereka sebagai pandai besi dan 
pembuat perkakas, karena itu perleng-
kapan perang mereka lengkap. Jumlah me-
reka mencapai 700 orang personel militer. 
Mereka juga suku paling pemberani. Mere-
ka inilah kaum Yahudi yang pertama kali 
mengkhianati perjanjian. 

Maka, bulan Syawal 2 H, Nabi SAW, 
sebagai Kepala Negara Islam, dan Panglima 
Tertinggi, mengirim detasemen Salim bin 
'Umair untuk menyerang gerombolan ka-
um Yahudi, dari Bani 'Amru bin 'Auf. Ketika 
sejumlah tokoh Yahudi melakukan permu-
suhan terhadap kaum Muslim, dan meng-
khianati mereka. Mereka dipimpin oleh Abu 
'Afak. Abu 'Afak ini sebenarnya sudah tua 
renta. Umurnya kala itu sudah 110 tahun. 
Tetapi, dia memprovokasi orang-orang Ya-
hudi dan munafik agar menyerang Ra-
sulullah SAW dan para sahabatnya. 

Dalam provokasinya, dia tuangkan 
dalam syair, yang berisi kebencian dan 
menjelek-jelekkan kaum Muslim, meng-
hina dan merendahkan mereka. Maka, Nabi 
SAW membentuk detasemen, yang dipim-
pin oleh Salim bin 'Umair al-'Umari, radhiya-
Llahu 'anhu (semoga Allah meridhainya), 
dengan misi khusus untuk membunuh Abu 
'Afak ini. 

Untuk mewujudkan misinya ini, Salim 
bin 'Umair al-'Umari mengintai dan me-
nungguinya hingga suatu hari, Abu 'Afak 
tidur di teras rumahnya, di suatu malam 
musim panas. Salim kemudian membu-
nuhnya saat dia terlelap dalam tidurnya. 
Keluarganya pun tidak tahu, siapa pembu-
nuhnya. Terbunuhnya Abu 'Afak ini mempu-
nyai peranan yang besar dalam menghan-
curkan kekuatan mereka yang menyimpan 

permusuhan dan rencana jahat terhadap 
Islam dan kaum Muslim. Letak perumahan 
kabilah Abu 'Afak, di Bani 'Amru bin 'Auf ini 
ada di salah satu sisi, di daerah Masjid Quba'. 

Setelah peristiwa ini, pasukan Ra-
sulullah SAW kembali mengepung orang-
orang Yahudi, Bani Qainuqa', dengan rapat 
selama 15 hari di bulan Syawal hingga awal 
Dzulqaidah tahun 2 Hijriah, sampai akhir-
nya mereka menyerah. Mereka kemudian 

menyerahkan keputusannya kepada Ra-
sulullah SAW. Pemicunya adalah ketika ada 
seorang wanita Muslimah berbelanja di 
Pasar Bani Qainuqa', orang Yahudi meleceh-
kannya dengan meminta agar wanita itu 
menyingkap jilbabnya. Wanita tersebut 
jelas menolaknya. Kemudian seorang pen-
jual perhiasan mengikat ujung pakaiannya 
tanpa dia ketahui, sehingga ketika dia 
berdiri aurat wanita tersebut tersingkap, 

kemudian ditertawakan oleh orang-orang 
Yahudi di sekitarnya. Wanita itu berteriak 
kemudian salah seorang sahabat datang 
menolong dan langsung membunuh pela-
kunya. Namun, orang-orang Yahudi itu me-
ngeroyok dan membunuhnya. Sampai 
akhirnya meletuskan Perang Bani Qainuqa'. 

'Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 
gaya kemunafikkannya membujuk Ra-
sulullah SAW agar tidak membunuh mere-

ka. Rasulullah akhirnya mengusir mereka 
dari Kota Madinah agar tidak tinggal ber-
dampingan dengan kaum Muslimin. Perin-
tah ini kemudian diikuti dengan instruksi 
Nabi untuk membunuh Ka'ab bin al-'Asyraf, 
seorang Yahudi yang paling dengki ter-
hadap Islam dan kaum Muslim, dan secara 
terang-terangan sering menyakiti kaum 
Muslim. 

Tugas ini dilaksanakan oleh para 

sahabat yang dipimpin oleh Muhammad 
bin Maslamah. Ini semakin menambah 
kegentaran orang-orang Yahudi, bahwa 
Rasulullah tidak segan-segan mengambil 
tindakan tegas, jika ada yang bertindak 
sewenang-wenang terhadap kaum Muslim.

Terlebih, ketika Nabi SAW tahu Ka'ab 
bin al-Asyraf, dan pemuka Yahudi lainnya, 
mengajak kaum kafir Quraisy untuk me-
nyerang kaum Muslim. Ka'ab bin al-Asyraf 
adalah orang Yahudi yang mempunyai ke-
bencian dan dendam yang luar biasa terha-
dap Islam dan kaum Muslim. Dia juga mem-
punyai uang, karena kaya raya, dan royal, 
penyair dan terus-menerus menyerang 
Rasul dan kaum Muslim. Maka, empat  
bulan kemudian, tepat bulan Rabiul Awwal 
3 H, Rasulullah SAW membentuk detase-
men Muhammad bin Maslamah. 

Selain Muhammad bin Maslamah, 
'Abbad bin Basyar, Abu Na'ilah, nama aslinya 
Silkan bin Salamah, al-Harits bin Aus, dan 
Abu 'Absin bin Jabar, radhiya-Llahu 'anhum. 
Uniknya, Abu Na'ilah, yang ketika itu sudah 
memeluk Islam, adalah saudara sepersusu-
an dengan Ka'ab. Dialah yang pergi mene-
mui Ka'ab, dan membunuhnya, setelah se-
belumnya berhasil diperdaya. 

Dengan terbunuhnya Ka'ab al-Asyraf 
ini, maka kaum Yahudi, dan siapa saja yang 
mempunyai rencana jahat terhadap Islam 
dan kaum Muslim, mendapatkan pelajaran 
berharga, sekaligus menjadi target berikut-
nya. Benteng Ka'ab ini terletak di bagian 
tenggara Madinah, di belakang perkam-
pungan Bani an-Nadhir. 

Setelah memberikan pelajaran kepa-
da kaum Yahudi di Madinah, misi berikutnya 
adalah memberi pelajaran kepada kaum 
Kafir Quraisy, yang melintasi jalur perda-
gangan Makkah-Syam. Ketika berita mere-
ka yang hendak ke Syam sampai kepada 
Nabi, maka Rasulullah SAW  mengutus Zaid 
bin Haritsah, putra angkatnya, untuk me-
mimpin detasemen ke Al-Qardah. Beliau 
membawa 100 personel ksatria penung-
gang kuda, dengan misi menghadang ka-
filah Quraisy. 

Di dalam kafilah itu ada Shafwan bin 
Umayyah, Huwaithib bin 'Abdu al-'Uzza, 
'Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan mem-
bawa harta banyak. Detasemen ini berhasil 
menguasai kafilah, sementara para pe-
mimpinnya dilepaskan. Detasemen ini 
kembali ke Madinah dengan membawa 
unta. Seorang Furat bin Hayyan ditangkap, 
dan dibawa ke Madinah, sebagai tawanan. 
Nabi SAW  kemudian menawarkan Islam 
kepadanya. Dia pun akhirnya memeluk 
Islam. Setelah itu, Nabi SAW melepasnya. Ini 
terjadi pada bulan Jumadil Akhir, 3 H, hanya 
sebulan setelah detasemen Muhammad 
bin Maslamah.[]

Satu Demi Satu 
Musuh Negara Dihancurkan

Rasulullah akhirnya mengusir orang-orang Yahudi 
Bani Qainuqa’ dari Kota Madinah agar tidak tinggal 
berdampingan dengan kaum Muslimin. Perintah ini 

kemudian diikuti dengan instruksi Nabi untuk 
membunuh Ka'ab bin al-'Asyraf, seorang Yahudi yang 
paling dengki terhadap Islam dan kaum Muslim, dan 

secara terang-terangan sering menyakiti kaum 
Muslim. 

Tugas ini dilaksanakan oleh para sahabat yang 
dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Ini semakin 
menambah kegentaran orang-orang Yahudi, bahwa 
Rasulullah tidak segan-segan mengambil tindakan 
tegas, jika ada yang bertindak sewenang-wenang 

terhadap kaum Muslim.
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Dengan ketentuan ukuran foto minimal 500 KB dan disertai keterangan secukupnya serta melampirkan identitas pengirim beserta no hp. 

Berita dikirim ke email: kegiatan.tabloidmu@gmail.com. Cp. 0857-1713-5759

Ujung Kulon - Tausiyah dalam halal bihalal ulama dan tokoh di Ujung Kulon 
memfokuskan pada tema perjuangan untuk menegakkan Islam, Sabtu (6/7) di MT 
Nurul Ikhsan asuhan KH Zamakhsyari.[]

Pontianak - Seratusan tokoh, ustadz dan juga aktivis pemuda menghadiri kegiatan 
Silaturahmi dan Halal Bihalal yang diselenggarakan Ma'had Inhadul Fikri, Sabtu (29/6) di 
Aula Rumah Wakil Wali Kota Pontianak.[] 

Malang - 50 kiai, ustadz dan tokoh umat menghadiri Halal Bihalal Ulama Aswaja 
Malang, Rabu (26/6) di Sukun.[]

Kudus - Dalam rangka menjalin ukhuwah lebih dekat lagi dengan masyarakat, Majelis 
Ta'lim Nur Husna mengadakan agenda silah ukhuwah bersama ulama dan tokoh, 
Kamis (4/7) di Kudus.[]

Cilacap - Majelis Taqarub Ilaallah  menyelenggarakan Liqa Syawal 1440H: Kokohkan 
Ukhuwah untuk Menegakkan Islam Kaffah, Ahad (30/6) di Cilacap Kota.[]

Kendari -  Dalam halal bihalal yang digela Majelis Cinta Islam, Jubir HTI Muhammad 
Ismail Yusanto menekankan pentingnya satukan langkah untuk mengokohkan 
ukhuwah dan dakwah, Sabtu (29/6) di Kendari.[]

Bogor - Lebih dari 100 ulama dan santri mengikuti halal bihalal yang diselenggarakan 
Majelis Daarul Fikri (MDF) Al-Islamy, Sabtu (6/7) di Jampang Hambulu, Desa Pondok 
Udik, Kemang.[]

JUBIR HTI TEKANKAN UKHUWAH DAN DAKWAH

MIF PONTIANAK GELAR HALAL BIHALAL 50 ULAMA ASWAJA MALANG DADIRI HALAL BIHALAL

PERERAT UKHUWAH, ULAMA KUDUS HALAL BIHALAL

KOKOHKAN UKHUWAH UNTUK MENEGAKKAN ISLAM KAFFAH FOKUS BERJUANG UNTUK TEGAKNYA ISLAM

Padang - Sekitar 20 ulama dan tokoh Dharmasraya dan sekitarnya menghadiri halal 
bihalal yang diselenggarakan Majelis Samara Dharmasraya, Jumat (5/7) di Aula Pulau 
Punjuang.[] 

HALAL BIHALAL ULAMA DHARMASRAYA

100 ULAMA BOGOR HALAL BIHAHAL 

19P O T R E TMedia Umat | Edisi 245, 9 -22 Dzulqaidah 1440 H/ 12 - 25 Juli 2019



endeta Amos terus menyerang Pdan menghujat ajaran Islam. Ia 
mengatakan bahwa Islam ada-
lah agama yang mengajarkan 
kesyirikan. Dalam pandangan 

pendeta itu, Allah adalah zat yang terwu-
jud dalam hajar aswad. 

Hujatan ini harus dijawab. Allah bu-
kanlah batu hitum hajar aswad seperti 
yang disampaikannya. Mari kita lihat. 

Pertama, Rukun Iman itu ada enam 
sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqa-
rah (2): 285;  QS. An Nisaa (4): 136; dan ha-
dits Nabi SAW. 

Kedua, iman kepada Allah SWT 
berarti mengimani bahwa Allah adalah 
Rabb yang sesungguhnya, yang kepada-
Nya kita wajib tunduk dan menyerahkan 
jiwa.

Ketiga, iman kepada para malaikat 
Allah. Bukan berarti bahwa kita wajib 
sujud, tunduk dan menyerahkan jiwa 
kepada malaikat. Melainkan kita harus 
meyakini dan mengakui bahwa makhluk 

malaikat itu benar-benar ada, baik malikat 
pencatat amal, pembawa wahyu dan lain-
lain sebagainya. Jadi, beriman kepada 
Allah sangat berbeda dengan beriman 
pada malaikat-Nya.

Hal ini sama dengan istilah “Setiap 
Muslim wajib berbakti kepada Allah dan 
kepada kedua orang tua.” Kepada Allah 
dan kepada orang tua, seorang Muslim 
wajib berbakti. Tetapi berbakti kepada 
Allah tidak sama dengan berbakti kepada 
kedua orang tua. 

Berbakti kepada Allah berarti meng-
akui keesaan Allah dengan hanya me-
nyembah kepada-Nya saja dan beramal 
shalih dengan ikhlas hanya karena Allah 
saja.

Berbakti kepada kedua orang tua 
tidak berarti menyembah orang tua, 
melainkan sebatas menghormati, berbuat 
baik dan mematuhi keduanya selama 
tidak melanggar ketentuan Allah SWT.

Keempat, hukum wajibnya beriman 
kepada malaikat Allah. Lihat An-Nisaa (4) : 

136)
Kelima, tentang Malaikat Jahat (ha-

laman 6). Dalam Islam tidak ada malaikat 
jahat. Iblis, setan dan Jin bukan golongan 
malaikat. 

Setan, secara bahasa berasal dari 
kata Syathana yang berarti: ba'uda (jauh), 
khalafa (menyalahi) dan dakhala (masuk). 
Setan adalah sebuah sifat dan karakter 
yang berarti segala sesuatu yang dapat 
menjauhkan dan melalaikan manusia dari 
ketaatan dan kebenaran serta mendorong 
untuk melakukan maksiat dan kejahatan. 
Setan diciptakan dari bangsa jin dan 
manusia. (Al-An'aam (6) : 112).

Iblis berasal dari bangsa Jin (bukan 
dari malaikat seperti tulisan Poermana 
Winangun).

Malaikat adalah makhluk yang 
paling taat menjalankan segala perintah 
Allah yang diciptakan dari cahaya (nuur). 
Tidak ada malaikat yang menentang dan 
mengingkari perintah Allah.

Lihat :

Ÿ (Al-Tahrim (66) : 6 dan Al-Anbiyaa (21) : 
19-20)

Ÿ Hadits: “Dari Aisyah ra dinyatakan se-
sungguhnya Nabi SAW pernah bersab-
da: Malaikat itu diciptakan dari nuur dan 
Jin itu dari percikan api, sedang Adam di-
ciptakan dari sesuatu yang sudah eng-
kau kenal.” (HR.Muslim)

Malaikat tidak memiliki nafsu dan 
tidak pernah bermaksiat kepada Allah, 
sementara jin memiliki nafsu dan 
keinginan seperti manusia. (Ar-Rahman 
(55) : 31 dan Al-Jinn (71) : 14).

Justru dalam Kristen terdapat 
malaikat jahat yang masuk neraka.

 “Dan Ia akan berkata juga kepada 
mereka yang di sebelah kiri-Nya : Enyahlah 
dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang 
terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal 
yang telah sedia untuk Iblis dan Malaikat-
malaikatnya” (Matius 25 : 41).[]

K R I S T O L O G I

Banyak orang salah sangka, dikiranya sistem 
pemerintahan Islam itu kuno dan terbelakang. 
Mereka tak pernah belajar sejarah secara jujur 
dan terbuka. Lembaran sejarah Islam justru 
mengungkap betapa majunya Islam dengan 

sistem pemerintahannya saat itu. 
Di Konstantinopel, Sultan Mahmud memiliki pikiran 

brilian. Sang penakluk itu menyadari bahwa perairan 
Golden Horn yang terletak dekat pertemuan Selat Bosporus 
dan Laut Marmara itu berair tenang, namun cukup dalam 
sehingga cocok untuk pelabuhan besar bagi kapal-kapal 
perang.

Pikiran itu pun diwujudkan. Sultan menunjuk Hamza 
Pasha sebagai komandan angkatan laut Utsmani atau Barat 
mengenalnya dengan Kekhilafahan Ottoman untuk 
membangun markas armada kapal perang di sisi utara 
Golden Horn di seberang Konstantinopel, tepatnya di 
Haskoy, di sisian Sungai Kasimpasa.

Pembangunan itu pun dimulai. Banyak tukang kayu, 
pelaut, dan juga perajin kapal dibawa dari berbagai wilayah 
pesisir Ottoman ke Konstantinopel yang diubah namanya 
menjadi Istanbul. Mereka itulah yang menghidupkan 
aktivitas pangkalan angkatan laut terbesar Ottoman 
tersebut.

Aktivitas para pekerja itu digambarkan dalam sebuah 
lukisan miniatur pada abad ke-15. Di lukisan itu ada ber-
bagai kapal galley, kapal layar bertenaga dayung, berlabuh 
dan diperbaiki di Golden Horn menunjukkan bahwa markas 
angkatan laut Ottoman itu memang makmur.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kekhilafan 
Utsmaniyah yang luas, keberadaan armada laut menjadi 
penting. Apalagi wilayahnya mengarah ke barat dan utara, 
sampai pesisir Mediterania dan Laut Hitam. Bersamaan 
dengan itu, pengetahuan tentang kemaritiman pun 
didapatkan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. 

Ottoman juga memanfaatkan pangkalan armada 
kapal perang yang direbutnya dari Romawi Timur (Bizan-

tium), seperti Izmit, Karamursel, Gem lik, dan Edincik. 
Dengan masuknya Gallipoli dalam kekuasaan Ottoman, 
pangkalan angkatan laut pertama Ottoman dibangun di 
wilayah itu oleh Yildirim Bayezid pada tahun 1390 M.

Pangkalan itu dibangun dari kastil tepi laut. Dua 
pelabuhan buatan dibangun memanfaatkan kolam di sisi 
kastil. Untuk keamanan, mulut pelabuhan dijaga dua 
menara yang bisa ditutup dengan rantai besi.

Lalu, dibangun pula galangan kapal, depot perbe-
kalan, air mancur untuk persediaan air bagi kapal, pabrik 

roti, dan depot amunisi yang membuat Gallipoli lengkap 
sebagai sebuah pangkalan ka pal perang pertama Otto-
man.

Dengan kemampuan membangun dan memperbaiki 
kapal di Gallipoli, maka Ottoman mampu mendapatkan 
armada kapal perangnya untuk pertama kali guna mem-
pertahankan wilayah kekuasaannya melawan armada 
Venesia dan Genoa dari Italia yang menjadi rival utama di 
Laut Tengah. [] humaidi dari berbagai sumber

Kejayaan Maritim Utsmaniyah
20 C E R M I N

Menjawab Tudingan Syirik
Oleh: Abu Deedat Syihab, MH, Ketua KDK-MUI Pusat
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Dalam sejarah peradaban, 
infrastruktur yang pertama 
dikenal manusia adalah jalan 
setapak.  Sesuai 
perkembangan teknologi, 

jalan ini kemudian diperlebar dan 
diperkeras, agar dapat dilewati kendaraan 
yang lebih banyak atau lebih berat.

Di atas permukaan air/laut, awalnya 
orang tidak membutuhkan pembangunan 
jalan.  Namun ketika kapal makin besar, 
maka tak bisa lagi dengan mudah merapat 
ke sembarang pantai.  Orang lalu 
membangun dermaga dan pelabuhan.

Untuk di udara hampir sama.  
Pesawat angkutan sipil memerlukan 
tempat pendaratan (landas pacu) atau 
bandara.

Infrastruktur darat, laut dan udara ini 
sering disebut infrastruktur keras, 
wujudnya gampang dikenali dan mudah 
digunakan.

Namun ada infrastruktur yang 
memerlukan penanganan khusus.  Tanpa 
dirawat dalam organisasi yang rapi, 
infrastruktur ini sulit berfungsi dalam 
jangka panjang.  Infrastrutur ini sering 
disebut infrastrukur lunak.  Ini meliputi 
jaringan transportasi di atas rel, energi 
listrik, distribusi bahan bakar, penyediaan 
air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, 
fasilitas kesehatan, penjagaan keamaan, 
layanan keadilan, dan layanan komunikasi 
(pos, telepon, internet).  Layanan internet 
sering pula disebut “infrastruktur langit”, 
karena mengandalkan satelit di langit.

Selain itu ada yang disebut 
infrastruktur abstrak, yang tidak bisa 
dilihat atau diraba, namun dapat dirasakan 
keberadaannya, seperti berfungsinya 
ekonomi (pasar, perbankan), ada social-
trust dan social-care, adanya budaya 
menghargai ilmu dan siaga bencana, dan 
pemerintahan yang menghargai dan 
mendorong partisipasi masyarakat untuk 
mengontrolnya, dan ada hukum dan 
peradilan yang dihormati semuanya.

Dalam khazanah Islam dikenal 
beberapa hadits yang relevan dengan 
infrastruktur, semisal hadits “manusia 
berserikat pada air, api dan padang 
gembalaan” yang mengisyaratkan bahwa 
infrastruktur air, energi dan hayati/hutan 
tidak untuk dimiliki individu, tetapi 
komunal.  

Demikian juga terdapat hadits 
bahwa jalan-jalan adalah milik umum.  Ada 
juga hadits tentang lebar jalan minimum 
tujuh hasta (sekitar 3,5 meter).  Hadits 
tanah tidak boleh disewakan, dan bila 
seseorang tidak sanggup mengelola tanah 
pertanian hingga tiga tahun, maka negara 
dapat mengambilnya.

Dalam perkembangannya, bahkan 
masih di masa Khalifah Umar bin 
Khaththab diperlukan ijtihad atas berbagai 
masalah baru yang belum ditemui di masa 
Nabi, baik karena perluasan wilayah Islam 
yang begitu cepat, maupun munculnya 
teknologi baru yang belum terbayangkan 
sebelumnya.

Berbagai persoalan baru ini 
memerlukan fiqih yang empatik pada 
persoalan, untuk dicarikan solusinya tanpa 
membuat persoalan baru, dan juga 
memberikan masa transisi hingga seluruh 
persoalan dapat teratasi.

Ijtihad syar'í ini mestinya dapat terus 
berjalan hingga Hari Kiamat, karena 
persoalan baru akan terus hadir, demikian 
juga teknologi yang dikembangkan untuk 
mengatasinya.

Sebagai contoh, teknologi sanitasi, 
vaksinasi, transportasi, telekomunikasi, 
dan kini revolusi industri 4.0 akan 
demikian cepat memperbanyak jumlah 

manusia di muka bumi, membuat mereka 
saling terhubung, sehingga globalisasi tak 
terhindarkan lagi.  

Pertumbuhan populasi yang luar 
biasa dalam seabad terakhir, meski sempat 
diredam oleh dua perang dunia, program 
KB, dan perubahan gaya hidup (lambat 
menikah, sedikit anak), tetap saja dunia 
kini dihuni lebih oleh 7 miliar manusia, 
jumlah yang sulit terbayangkan, apalagi di 
zaman Nabi (awal abad 7 M).

Di sinilah, fiqih infrastruktur ternyata 
tidak hanya menyangkut sedikit ayat-ayat 
bersifat umum seperti yang disebutkan 
tadi, namun juga lebih jauh lagi fiqih yang 
terkait demografi, ekonomi, gaya hidup, 
dan sebagainya.  Kalau kita tidak dapat 
memprediksi jumlah penduduk sebuah 
kota dalam 25 tahun mendatang, maka 
kita akan terlambat mengantisipasi 
dengan cadangan air minum yang cukup, 

jalan atau transportasi publik yang anti 
macet, atau listrik yang tidak sering 
terpaksa dipadamkan.

Fiqih infrastruktur mestinya juga 
mencakup tata cara pengadaan tanah, 
konversi hutan untuk infrastruktur, tata 
ruang, pengembangan teknologi terkait 
infrastruktur (misalnya riset material atau 
riset alat berat), pembiayaan 
pembangunan, rekrutmen SDM, hingga 
perawatan infrastruktur.

Karena itu, berbagai kasus dalam 
pembangunan infrastruktur, seperti 
penggusuran tanah, banjir baja impor, 
hingga lepasnya slot posisi orbit 
geostasioner, tentu saja belum akan 
ditemui di kitab-kitab klasik, atau di 
pengalaman panjang sejarah khilafah.

Dalam sejarah khilafah, pertama, 
pembangunan infrastruktur selalu menjadi 
tanggung jawab negara, bukan cuma 
karena sifatnya yang menjadi tempat lalu 
lalang manusia, tetapi juga terlalu mahal 
dan rumit untuk diserahkan ke investor 
swasta.  

Kedua, perencanaan wilayah yang 
baik akan mengurangi kebutuhan 
transportasi, air, energi, sanitasi dan 
sebagainya.  Ketika Baghdad dibangun 
sebagai ibu kota, setiap bagian kota 
direncanakan hanya untuk jumlah 

penduduk tertentu, dan di situ 
dibangunkan masjid, sekolah, 
perpustakaan, taman, industri 
gandum, area komersial, tempat 
singgah bagi musafir, hingga 
pemandian umum yang terpisah 
antara laki-laki dan perempuan.  
Bahkan pemakaman umum dan 
tempat pengolahan sampah juga 
tidak ketinggalan.  Sebagian besar 
warga tak perlu menempuh 
perjalanan jauh untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya serta untuk 
menuntut ilmu atau bekerja. 

Ketiga, negara membangun 
infrastruktur publik dengan standar 
teknologi terakhir yang dimiliki.  Teknologi 
yang ada termasuk teknologi navigasi, 
telekomunikasi, fisik jalan hingga alat 
transportasinya itu sendiri.

Navigasi mutlak diperlukan agar 
perjalanan menjadi aman, tidak tersesat, 
dan bila ada masalah, dapat ditolong oleh 
patroli khilafah.  Untuk itulah kaum 
Muslimin belajar astronomi dan teknik 
membuat kompas sampai ke Cina, dan 
mengembangkan ilmu pemetaan dari 
astronomi yang teliti.  Ratusan geografer 
menjelajah seluruh penjuru dunia dan 
membuat reportase negeri-negeri yang 
unik.  Hasilnya, perjalanan haji maupun 
dagang baik di darat maupun di lautan 
menjadi semakin aman.

Telekomunikasi dalam ujud yang 
sederhana juga makin berkembang.  Pesan 
yang dikirim lewat merpati pos, atau sinyal 

cahaya atau asap dari pos-pos patroli 
semakin canggih.  Para matematikawan 
bekerja keras membuat kode yang makin 
efisien dan aman dari penyadapan.

Teknologi dan manajemen fisik jalan 
juga tidak ketinggalan.  Sejak tahun 950 M, 
jalanan di Cordoba sudah diperkeras, 
secara teratur dibersihkan dari kotoran, 
dan malamnya diterangi lampu minyak.  
Baru 200 tahun kemudian, yakni 1185, 
baru Paris yang memutuskan sebagai kota 
pertama Eropa yang meniru Cordoba.

Sedang untuk kendaraannya sendiri, 
sesuai teknologi saat itu, kaum Muslimin 
telah memuliakan jenis kuda dan unta 
yang makin kuat menempuh perjalanan.  
Untuk di laut mereka juga banyak 
mengembangkan teknologi kapal. Tipe 
kapal yang ada mulai dari perahu cadik 
kecil hingga kapal dagang berkapasitas di 
atas 1000 ton dan kapal perang untuk 
1500 orang.  Pada abad 10 M, al-
Muqaddasi mendaftar nama beberapa 
lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis 
yang digunakan pada abad-abad 
sesudahnya.

Yang menarik, hingga abad 19 
Khilafah Utsmaniyah masih konsisten 
mengembangkan infrastruktur 
transportasi ini.  Saat kereta api ditemukan 
di Jerman, segera ada keputusan Khalifah 
untuk membangun jalur kereta api 
dengan tujuan utama memperlancar 
perjalanan haji.  Tahun 1900 M Sultan 
Abdul Hamid II mencanangkan proyek 
“Hejaz Railway”.  Jalur kereta ini terbentang 
dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga 
Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem 
dan Madinah.  Dari Istanbul ke Makkah 
yang semula 40 hari perjalanan, dipangkas 
menjadi 5 hari!

Rel kereta ini mencapai Madinah 
pada 1 September 1908.  Pada 1913, 
stasiun “Hejaz Train” di Damaskus telah 
dibuka dengan perjalanan perdana ke 
Madinah sepanjang 1300 Km.  Namun 
penguasa Arab yang saat itu sudah 
memberontak terhadap Khilafah karena 
provokasi Inggris melihat keberadaan jalur 
kereta ini sebagai ancaman.  Maka jalur ini 
sering disabotase, dan pasukan Khilafah 
tidak benar-benar sanggup menjaganya.

Perang Dunia-I mengakhiri 
semuanya.  Tak cuma Khilafah yang bubar, 
jalur kereta itu pun juga berakhir, dan 
umat Islam masa kini bahkan kembali 
mencari-cari fiqih infrastruktur.[]

Mencari 
Fiqih Infrastruktur

Oleh: Prof Dr Ing Fahmi Amhar
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Jembatan Usmani di Sarajevo, Bosnia.

Kereta api berpacu dengan kuda di padang pasir.

Akhir Hejaz Railway



Bila saat ini banyak 'ulama' yang menentang kewajiban menegakkan khilafah, sesungguhnya itu bukanlah hal yang 

baru. Karena setahun pasca khilafah runtuh, Ali Abdul Raziq, dengan tegas menentang penegakan kembali mahkota 

kewajiban tersebut. Dari Raziq-lah, umumnya para penentang khilafah di masa kini mengambil dalih. 

Ali Abdul Raziq, 'Ulama' Pertama 
yang Menentang Kewajiban Khilafah
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Ketika Mustafa Kemal secara resmi 
menghapuskan Khilafah pada 3 Maret 1924, 
reaksi berdatangan dari berbagai wilayah, 
seperti Mesir, Libya, Suriah, Afghanistan dan 
India. Berbagai reaksi itu mencerminkan 

adanya ikatan dengan Khilafah. 
Keruntuhan Khilafah yang begitu tiba-tiba juga 

mengejutkan kalangan elite politik dan pemuka agama di 
seluruh wilayah Timur Tengah dan negeri Muslim pada 
umumnya. Situasi itu membuat Sharif Husain dari Hijaz 
menyatakan diri sebagai khalifah untuk menjawab 
keraguan mayoritas umat Muslim di seluruh dunia. 

Konferensi di Kairo pada 1926 dianggap sebagai 
upaya terselubung Raja Mesir Ahmad Fu'ad, untuk 
merebut gelar khalifah. Konferensi itu sebenarnya sudah 
dijadwalkan pada 1925, tetapi tertunda karena berbagai 
masalah politik. Salah satunya adalah kegaduhan yang 
timbul akibat penerbitan buku berjudul Al-Islam wa Usul 
al-Hukm (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan). 

Salah satu bagian dalam buku itu menyatakan 
bahwa khilafah sebenarnya merupakan institusi yang 
tidak islami dan bahwa Islam sama sekali tidak berkaitan 
dengan politik. Pernyataan itu tentu saja bertentangan 
dengan pandangan yang selama ini dipegang oleh umat 
Islam selama empat belas abad.

Ijazahnya Dicabut
Penulis buku tersebut merupakan lulusan al-Azhar 

bernama Ali Abdul-Raziq. Ia dijatuhi sanksi berupa 
pencabutan ijazah dan pelarangan bekerja sebagai hakim. 
Sanksi itu diambil berdasarkan keputusan bulat dalam 
sidang yang beranggotakan dua puluh empat rekannya. 

Kemarahan dan protes terhadap penghapusan 
simbol sejarah Islam yang berusia berabad-abad itu pada 
akhirnya memang mereda. Akan tetapi, pada 1930-an, 
berbagai pertanyaan tentang khilafah dan cita-cita 
penegakannya tidak lagi terlihat relevan. Gagasan khilafah 
justru terbengkalai dalam ruang politik.

Di Mesir penghapusan khilafah telah 
membangkitkan sentimen dan emosi Islam di seluruh 
kalangan masyarakat karena khilafah dianggap sebagai 
faktor pemersatu umat Islam dan bukti keberlangsungan 
sejarah mereka.  

Dalam pertemuan dewan di Al-Azhar pada 25 Maret 
1924, para ulama merilis pernyataan mengenai 
pandangan Islam klasik bahwa khilafah adalah 
"kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia,” 

perwakilan Rasulullah dalam "melindungi agama dan 
penerapan hukum-hukumnya." Bahkan, mereka 
mengklaim bahwa "Khilafah pimpinan Abdul Majid 
bukanlah Khilafah yang sah" karena "Islam tidak mengakui 
khalifah" setelah kekuasaannya dipisahkan, dan karena 
baiat tidak diberikan kepadanya oleh kaum Muslim 
dengan cara yang diakui syariah.

Semua penguasa saat itu, termasuk Raja Fu'ad, Sharif 
Hussain, dan Ibnu Saud, pada awalnya berpura-pura tidak 
tertarik. Hussain sempat mengklaim bahwa ia menduduki 
posisi itu dalam waktu singkat setelah mengambil 
sumpah dari sejumlah pendukungnya. Akan tetapi, 

pernyataannya yang “prematur” tidak dianggap 
serius oleh orang-orang di sekitarnya, apalagi 
oleh umat Muslim secara luas. 

Seorang sejarawan Mesir, Ahmed Shafiq, 
mengatakan bahwa “di Mesir ada kesepakatan 
atas wajibnya keberadaan khilafah dalam bentuk 
apa pun, dan bahwa Husain bin Ali tidak akan 
menjadi khalifah.” Di Mesir isu khilafah menjadi 
dagangan politik antara Raja dengan pihak 
liberal. Beberapa pihak berpendapat bahwa 
istana berada di belakang 'ulama' Al-Azhar. 

Pernyataan bahwa “Inggris menginginkan 
Fu'ad menjadi khalifah” dianggap sebagai 
kebohongan oleh lawan politiknya, terutama 
oleh Partai Konstitusional Liberal. Hal itu sangat 
ironis mengingat bahwa keluarga yang 
mendirikan partai itu diketahui sebagai 
pendukung Inggris di Mesir dan dikenal memiliki 

hubungan dekat dengan Konsulat Inggris di Mesir, Lord 
Allenby. 

Konflik antara Raja dan partai Allenby merupakan 
perebutan konstitusional dan legal yang tidak ada 
hubungannya dengan Al-Azhar. Akan tetapi, kegemparan 
timbul setelah penerbitan buku berjudul "Islam dan 
Dasar-Dasar Pemerintahan" yang menantang konsep 
Islam klasik tentang khilafah. Situasi itu dimanfaatkan oleh 
kedua belah pihak untuk saling menjatuhkan.

Lahir dari Keluarga Liberal
Sang penulis buku, Ali Abdul-Raziq, lahir dari 

keluarga politisi yang mendirikan partai Konstitusional 
Liberal. Karena pengaruh keluarga dan kemampuan 
finansial, ia dapat berkuliah di Universitas Oxford sebelum 
pecahnya Perang Dunia I. Ia kembali ke Mesir untuk 
bekerja sebagai hakim di pengadilan syariah. 

Di tengah-tengah kesedihan umat atas nasib 
khilafah, dan kesepakatan di Mesir bahwa khilafah harus 
dibangun kembali dalam bentuk tertentu, buku Raziq 
menampar ajaran Islam dan menantang pandangan saat 
itu. 

Bagi Raziq, khilafah ''tidak ada kaitannya dengan 
agama, begitu pun peradilan, pemerintahan, dan negara'' 
yang "murni masalah politik." Agama "tidak mengakui 
khilafah, dan tidak juga menyangkalnya, dan tidak 
memiliki perintah atau larangan apa pun tentang 
khilafah.'' Agama membiarkannya begitu saja agar kita 
mengacu kembali kepada aturan pemikiran, pengalaman 
bangsa-bangsa, dan dasar-dasar politik.”

Menurut Raziq, dalam pandangan klasik tentang 
kepemimpinan, khalifah memperoleh otoritasnya 
langsung dari Tuhan atau umat, dan ia membandingkan 
hal itu dengan argumen Hobbes dan Locke. Ketika 
membahas beberapa hadits Rasul yang berkaitan dengan 

hukum, khilafah, dan baiat, Raziq mengacu kepada Alkitab 
dan ayat-ayat (yang diduga diucapkan oleh Yesus) untuk 
“menyerahkan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, 
dan menyerahkan kepada kaisar apa yang menjadi milik 
kaisar." 

Raziq menjelaskan bahwa "segala sesuatu dalam 
riwayat Rasul yang menyebutkan kepemimpinan, khilafah, 
dan baiat tidak menunjukkan apa pun yang melebihi 
pernyataan Yesus tentang beberapa hukum pemerintahan 
kaisar.” Ia juga menolak dalil yang umumnya digunakan 
untuk menunjukkan pandangan Islam klasik tentang 
kewajiban khilafah, terutama dengan menolak konsep 
konsensus secara keseluruhan.

Khilafah, menurut Raziq, "hanya, dan akan selalu, 
menjadi bencana bagi Islam dan kaum Muslim.” Di bagian 
akhir, ia menyatakan bahwa "agama Islam tidak melarang 
kaum Muslim bersaing dengan negara lain," dan bahwa 
kaum Muslim wajib "menghancurkan sistem usang yang 
merendahkan dan membuat mereka tunduk," sekaligus 
membangun "dasar-dasar kepemimpinan dan sistem 
pemerintahan yang dilandasi oleh hasil pemikiran 
manusia yang paling modern.”

Sebagai kesimpulan, buku yang diklaim Raziq 
disusun selama sembilan tahun merupakan upaya untuk 
memutuskan hubungan antara kaum Muslim dan 
khilafah. Buku itu juga digunakan untuk merekonstruksi 
Islam sesuai gambaran Kristen Eropa, tetapi tanpa adanya 
paus. 

Menurut Mohammad 'Amara, pada awalnya 
sekularisme dianggap sebagai solusi untuk masalah di 
Eropa saja dan tidak disebarkan di Timur Tengah kecuali 
oleh sebagian kecil komunitas yang dikenal meniru tren 
politik dan budaya Barat secara membabi buta. Di sisi lain, 
Raziq tidak ubahnya seperti kritikus yang "berpakaian 
Islami," yang memandang Islam seperti Kristen, dan 
khilafah seperti aturan gereja. Oleh karena itu, bagi Raziq, 
sekularisme menjadi "solusi Islami bagi masalah Islam.”[] 
Septian AW, sejarawan, editor penerjemah buku The 
Inevitable Caliphate?: Sejarah Perjuangan Penegakan 
Khilafah Pemersatu Islam Global Sejak 1924 (Reza 
Pankhurst).

Ali Abdul Raziq dan buku Al-Islam wa Usul al-Hukm.

Ali Abdul Raziq.



Kawan-kawan, pernah terbayang gak sih 
gimana cara Bill Gates sukses? Apa yang bikin 
dia beda dengan orang lain? Pernah gak sih 
terpikir gimana caranya Ibnu Sina sukses di 
dunia kedokteran dan namanya bisa dikenang 

sepanjang masa? Padahal, hidupnya sama aja tuh. Sama 
sama 24 jam. Tidak kurang tidak lebih. Makanannya sama, 
sama-sama nasi. Jadi apa yang bikin mereka bisa beda dan 
melejit? 

 Saya ingin sedikit berbagi dengan kawula muda, 
bahwa tujuan hidup menjadi poin penting dalam 
menentukan masa depan. Mungkin kita melakukan hal 
yang sama, keseharian yang sama. Namun, goals kita bisa 
beda. Ada tiga pekerja keras, A, B, dan C. Mereka sedang 
memasang pondasi batu bata. Saat kamu tanyakan pada 
A, apa yang sedang ia lakukan. A pun menjawab, “Saya 
sedang memasang bata.” Dengan pertanyaan yang sama, 
B menjawab, “Saya sedang membangun sebuah tembok.” 
Dan pun dengan C, ia menjawab “Saya sedang berusaha 
membangun rumah.” 

Mereka bertiga melakukan hal yang sama, namun 
dengan visi yang berbeda. Kamu bisa lihat siapa yang 
memiliki visi paling besar? Ya, C. Visi yang besar akan 
melahirkan ambisi yang besar pula dan itu adalah modal 
sukses dari ketercapaian impian seseorang. 

 Eits, tunggu dulu. Ada satu hal penting yang tidak 

boleh dilupakan selain doa dan visi cemerlang, yaitu 
jangan lupa bergerak, action! Kadang kita lupa diri, merasa 
diri ini selalu kurang ilmu hingga malu untuk bergerak. 
Bukankah pengalaman adalah guru terbaik? Maka jangan 

lupa untuk bergerak. Jangan karena kamu baru hafal Juz 
Amma, kamu malu untuk menasihati kawan yang pacaran. 
Mulailah dari diri sendiri, bangun kepercayaan diri, dan 
action! 

Santai aja kalau ada yang nyinyir bilang kamu masih 

bau kencur, sok alim. Bagus itu, daripada sok fasik. 
Wkwkwk. Selama yang kita sebarkan adalah kebenaran, 
amar ma'ruf nahi munkar, kita harus tetap semangat dan 
fokus! Jangan karena hal-hal sepele kita mundur dari 
kewajiban kita berdakwah di masyarakat. 

Dan jangan lupa, apa yang kita lakukan ada 
balasannya lo. Dan amal yang tergolong tinggi balasannya 
adalah amal dakwah. Bagaimana tidak kawan, kebaikan 
yang dikerjakan oleh orang lain karena hasil dakwah kita, 
kita akan panen pahala. Bahkan tak hanya sekali, tapi 
pahala yang mengalir, selama orang tersebut melakukan 
kebaikan tersebut. Wow... 

Lagian, kalau kita diam terhadap kemungkaran di 
depan mata kita, hati-hati, kita bisa kena getahnya juga lo. 
Kenapa? Karena kita mendiamkan sesuatu keburukan. 
Padahal, kita diperintahkan untuk mencegah kemung-
karan. Baik dengan tangan kita, lisan kita, dan minimal 
dengan hati kita—yang artinya menolak kemungkaran itu 
dan lari darinya.

Nah, kawan, so bergerak untuk kebaikan tak pernah 
ada ruginya. Ada pahala besar di hadapan kita. Mumpung 
kita masih muda, ayo kita berkiprah dalam dakwah. 
Jangan pernah ragu dan bimbang! Terus suarakan 
kebenaran. Dan terus belajar! Semangat! 

agi para politisi, Pileg Bdan Pilpres yang baru 
saja usai merupakan 
sarana meraih kekua-
saan. Layaknya sebu-

ah pertandingan, tentu tidak di-
inginkan di dalamnya ada perma-
inan yang unfairness. Karenanya 
perdebatan seputar isu kecurang-
an dalam Pileg dan Pilpres terse-
but kelihataannya masih akan te-
rus berlanjut. 

Jika benar terjadi maka ke-
curangan semacam itu sangat 
membahayakan bagi rakyat dan 
negeri ini. Sebab setiap kecurang-
an akan melahirkan kecurangan 
berikutnya, demikian seterusnya. 
Apalagi kalau hal tersebut terkait 
dengan kecurangan dalam pro-
ses penentuan pemimpin dan pe-
ngelola negara. 

Namun tentu saja tidak ter-
batas pada sekadar isu kecurang-
an tersebut, ada beberapa hal 
yang perlu juga kita cermati ter-
kait kondisi politik saat ini. Perta-
ma, berbagai isu dalam Pileg dan 
Pilpres tersebut dapat pula men-
jadi cermin bagi umat. Yakni cer-
min untuk menilai siapa saja 

tokoh Muslim yang berdiri teguh 
bersama umat. 

Akan menjadi kejayaan bagi 
umat Muslim di negeri ini apabila 
para tokohnya terbukti teguh 
memperjuangkan tegaknya ajar-
an Islam. Sebaliknya, sebuah mu-
sibah jika ternyata para tokoh 
Muslim tersebut justru tidak lebih 
dari sekadar pemburu jabatan 
dan kekuasaan semata. 

Bagi umat Muslim politik itu 
bukan sekadar perebutan kekua-
saan. Tetapi jauh lebih penting 
dari itu, yakni meraih kekuasaan 
untuk menegakkan ajaran Islam. 
Karena realitasnya politik itu ter-
kait kewenangan untuk meng-
atur persoalan masyarakat. Se-
hingga melalui kewenangan itu-
lah semestinya ajaran Islam dite-
rapkan dalam rangka mengatur 
persoalan masyarakat tersebut.

Umat tentu berharap ada-
nya keteladanan dari para tokoh 
Muslim yang memiliki orientasi 
politik semacam itu. Bukan politik 
yang hanya mengarah pada ke-
pentingan pragmatis yang ber-
orientasi pada jabatan dan kekua-
saan belaka. Sementara Islam 

sekadar diposisikan sebagai alat 
kampanye untuk meraih kekuasa-
an tersebut. 

Kedua, sepanjang sejarah di 
negeri ini ada ribuan tokoh Mus-
lim yang terbukti memperjuang-
kan Islam hingga akhir hayatnya. 
Mereka terus dikenang umat 
hingga kini sebagai teladan da-
lam perjuangan. Namun sedih-
nya, ternyata ada pula tokoh Mus-
lim yang akhirnya terbukti menja-
dikan Islam sekadar barang da-
gangan dalam politik.

Apa yang terjadi hari ini se-
benarnya merupakan kelanjutan 
dari sejarah tersebut. Di antara 
ribuan tokoh Muslim yang teguh 
berjuang, ternyata hari ini mulai 
tercatat satu dua tokoh yang mu-
lai gamang dalam bersikap. Ada 
indikasi mereka akan segera ter-
pental dari arena perjuangan de-
mi memperoleh sejumput kuasa. 
Memang sejarah itu akan terus 
berulang seraya membuktikan 
siapa pejuang dan siapa pecun-
dang.

Ketiga, Rasulullah SAW dan 
para shahabatnya telah membe-
rikan keteladanan yang sangat 

agung dalam hal keteguhan 
memperjuangkan Islam. Saking 
banyak dan beratnya rintangan 
yang menimpa beliau, Allah SWT 
kemudian menurunkan ayat-Nya 
yang menceritakan berbagai rin-
tangan yang dihadapi para nabi 
dan rasul sebelum beliau. Hal itu 
tentu untuk lebih menguatkan 
keteguhan Rasulullah dalam 
menghadapi rintangan.

Misalnya Allah SWT berfir-
man dalam surat al-An'am ayat 
34, “Dan sesungguhnya telah di-
dustakan (pula) rasul-rasul sebe-
lum kamu, akan tetapi mereka sa-
bar terhadap pendustaan dan 
penganiayaan (yang dilakukan) 
terhadap mereka, sampai datang 
pertolongan Allah kepada mereka”.

Imam Ibnu Katsir dalam ki-
tab tafsirnya, Tafsir al-Qur'an al-
'Adzim, menjelaskan bahwa ayat 
tersebut merupakan hiburan bagi 
Rasulullah SAW. Sekaligus pula 
sebagai ungkapan dukungan 
Allah SWT terhadapnya dalam 
menghadapi orang-orang yang 
mendustakannya. Serta merupa-
kan perintah kepada Rasulullah 
SAW agar bersikap sabar dan te-

guh sebagaimana sikap para rasul 
terdahulu. 

Sejarah kemudian mem-
buktikan bahwa kejayaan Islam 
berhasil diraih karena di sana ada 
para pejuang yang berdiri de-
ngan teguh. Contohnya Rasulul-
lah SAW dan para sahabat yang 
teguh memperjuangkan Islam 
hingga akhirnya berbuah keme-
nangan. Khususnya setelah beli-
au berhasil mendirikan negara 
Islam di Madinah. Dari sanalah ke-
mudian cahaya Islam itu dipan-
carkan menembus benua Asia, 
Afrika, hingga Eropa selama 13 
abad. 

Bagi umat Muslim, politik 
adalah bagian dari aktivitas dak-
wah. Salah satu wujudnya adalah 
berupa perjuangan politik (al-
kifah as-siyasi). Misalnya mengkri-
tik berbagai kebijakan penguasa 
yang bertentangan dengan syari-
ah Islam. Karena inti dari dakwah 
adalah seruan untuk menerapkan 
syariah Islam secara kaffah. Pada 
posisi inilah semestinya para to-
koh Muslim berjuang secara te-
guh bersama umat. Wallaahu 
a'lam bi ash-shawaab.[]

Politik: Antara Kegamangan 
dan Keteguhan

Oleh: Dr M Kusman Sadik
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endaftaran Peserta Didik Baru P(PPDB) tahun ini menuai 
kontroversi. Penerapan sistem 
zonasi yang lebih 
mengutamakan domisili 

dibanding nilai siswa, diprotes karena 
menimbulkan ketidakadilan.

Sebaran sekolah juga menjadi salah 
satu masalah. Ada sekolah tertentu yang 
dianggap bagus kebanjiran siswa, 
sehingga yang nilainya bagus pun 
terpental. Sementara di wilayah tertentu, 
tidak ada sekolah bagus yang bisa menjadi 
tujuan anak didik. Akibatnya, calon siswa 
terkatung-katung tidak dapat sekolah. 

Kebijakan Melompat
Penerapan sistem zonasi, tujuannya 

baik. Antara lain, menghilangkan 
kastanisasi di dunia pendidikan. Supaya 
tidak ada istilah sekolah favorit, karena 
yang pintar maupun yang kurang pintar 
mendapat kesempatan yang sama di 
setiap sekolah. 

Tidak seperti sekarang, menyebut 
nama sekolah, langsung terbenakkan 
mindset tentang status sosial seseorang. 
Ada rasa bangga, atau sebaliknya, minder. 
Kalau sekolah di A, wah hebat, anak pintar. 
Sekolah di B, hmm, hanya sekolah 
pinggiran.  Sekolahnya anak nakal yang 
suka tawuran. Demikian mindset yang 
sudah mengakar puluhan tahun.

Namun, tujuan yang bagus ini tidak 
cukup jika tidak dibarengi dengan 
kesiapan di segala lini. Penerapan zonasi 
yang merupakan masalah uslub/teknis, 
harusnya dilakukan setelah masalah 
pokoknya selesai. Jika akar masalah di 
dunia pendidikan tidak dituntaskan 
terlebih dahulu, zonasi menjadi lompatan 
kebijakan yang berpotensi gagal.

Masalah Pokok
Paradigma di dunia pendidikan yang 

harus dibangun adalah bahwa setiap siswa 
berhak menimba ilmu di mana pun. 
Pembatasan domisili, sebetulnya 
melanggar hak siswa.  Apalagi di era 
milenial, sistem zonasi bertentangan 
dengan semangat pergaulan global. Tidak 

sejalan dengan jiwa berpetualang serta 
ruh “tuntutlah ilmu walau sampai ke 
negeri Cina”. Sebab, menuntut ilmu adalah 
zona yang bebas zonasi. 

Saat ini, banyak anak-anak usia SMP 
atau SMA yang merantau jauh untuk 
menuntut ilmu. Bahkan sampai ke luar 
negeri. Bayangkan jika ada sistem zonasi, 
tentu ini akan membatasi potensi anak 
didik. Karena itu, soal pilihan sekolah, 
sebenarnya serahkan saja pada 
mekanisme pasar. Di mana mereka ingin 
menuntut ilmu, silakan sesuai pilihan. 

Toh secara alami, naluriah orang tua 
sejatinya senang sekali jika anak bisa 
sekolah yang terdekat dengan rumahnya. 
Biar hemat biaya transportasi, hemat 
tenaga dan efisiensi waktu. Anak juga bisa 
lebih diawasi pergerakannya. Asalkan, 
dengan syarat, sekolah terdekat itu bagus 
kualitasnya, terjangkau biayanya dan satu 
visi dengan orang tua. 

Mengapa orang tua saat ini rela 
berpisah jauh dengan anak 
kesayangannya, karena mereka memilih 
sekolah yang dianggap mampu 
mewujudkan visi orang tua dan cita-cita 
anak.  Ada yang mengirim anak ke pondok 
pesantren di luar pulau, bahkan ke luar 
negeri. Mengapa? Terutama yang dilihat 
adalah kurikulumnya. Andai sekolah 
sejenis ada di sekitar rumahnya, apalagi 
dengan biaya terjangkau, orang tua akan 
senang menyekolahkan anak di sana. 
Tanpa harus berpisah jauh dengan si buah 
hati.

Nah, inilah masalah pokok itu. Yaitu, 
minimnya sekolah negeri yang bagus. 
Akibatnya, yang sedikit ada, menjadi 
rebutan. Maka, sebelum menerapkan 
sistem zonasi, hal yang harus dibenahi 
terlebih dahulu adalah: pertama, sediakan 
jumlah sekolah, sejumlah proporsi anak 
didik yang membutuhkan. 

Jika di wilayah itu ada 3 SD, berarti 
idealnya butuh 3 SMP dan 3 SMA. Jadi, 
anak lulus SD otomatis bisa lanjut SMP dan 
SMA tanpa harus rebutan sekolah. Tanpa 
harus PPDB yang menghebohkan. Semua 
siswa mendapatkan haknya atas 
pendidikan. 

Kedua, standarisasi kualitas, baik dari 

segi sarana dan prasarana maupun SDM 
berupa guru dan tenaga administrasi yang 
profesional. Setara dan sebanding di 
semua sekolah. Guru yang kurang andal 
dilatih, guru yang profesional disebar. 
Sehingga, semua sekolah itu bagus. Tidak 
ada sekolah yang minus. 

Ketiga, terapkan kurikulum berbasis 
agama (baca: Islam) untuk melahirkan 
kualitas output pendidikan terbaik. Kenapa 
agama? Karena menjamin budi pekerti 
luhur dan akhlak siswa. Agama jangan 
malah dihilangkan, tapi jadi pondasi 
membangun karakter anak didik.

Sekolah menjadi tempat 
penggemblengan akhlak, sehingga 
menghasilkan lulusan yang baik. Baik dari 
segi nilai akademis maupun syakhsiyah 
atau kepribadiannya. Lulus dengan nilai 
bagus dan akhlak  terpuji.

Jika ketiga masalah pokok ini sudah 
terjamin, zonasi bisa diterapkan. Bahkan 
mungkin secara alami akan terbentuk 
zonasi dengan sendirinya. Orang tua 
tenang, karena anaknya pasti mendapat 
sekolah yang baik dan dekat pula dengan 
tempat tinggal. Namun jika ingin sekolah 
di luar zonasi demi mendapat 
pengalaman, juga tak boleh dilarang.  
Hanya butuh pengaturan secara adil. 

Kapitalisasi Sekolah
Setiap tahun, selalu terjadi 

kegaduhan karena "rebutan" sekolah. 
Sebab, jumlah sekolah negeri belum 
mampu menampung seluruh anak didik. 
Akibatnya, terjadilah keculasan dan 
kecurangan yang sudah menjadi rahasia 
umum. Seperti, jual beli bangku atau 
pindah sekolah di tengah tahun ajaran. 

Kini, sistem zonasi memperparah 
kebobrokan, yakni jual beli surat domisili 
dan surat keterangan miskin. Semua demi 
sekolah anak. Sistem memaksa para 
orangtua mengkhianati dunia pendidikan 
itu sendiri. Yang seharusnya mengajarkan 
nilai-nilai kejujuran, malah menghalalkan 
segala cara. Kondisi ini tidak akan terjadi 
jika masuk sekolah tak perlu rebutan 
karena jumlah dan kualitasnya yang 
memadai.

Pendidikan Islam
Sistem pendidikan Islam tidak 

menerapkan sistem zonasi, namun juga 
tidak melarang. Artinya, tidak mengenal 
sistem zonasi yang dipaksakan. Sebab, 
sekali lagi itu hanyalah masalah uslub. 
Dalam sejarah Islam, para pembelajar 
bebas mau berkelana belajar ke mana saja 
sesuai ilmu yang dia inginkan. Bebas 
mendatangi guru yang dianggap 
mumpuni. Majelis ilmu atau ulama yang 
didtangi juga tidak boleh menolak. Prinsip 
Islam adalah siapapun yang mau belajar 
tidak boleh dilarang.

Karena itu, idealnya, sekolah 
dibangun sama kualitasnya. Memang, 
tidak dipungkiri, penyeragaman sekolah 
mungkin tidak bisa persis 100 persen. 
Misal, ada saja guru yang metode 
mengajarnya memang menyenangkan di 
satu sekolah. Selera pembelajar juga 
berbeda-beda. Misal selera terhadap 
metode pembelajaran atau teknik 
mengajar guru. Ada ulama atau guru yang 
diserbu murid karena lihai mengajar. 
Otomatis muridnya lebih banyak dari yang 
lain. Hal ini tidak menjadi masalah. Yang 
penting, tujuan pendidikan yakni 
mewujudkan manusia yang bertakwa dan 
bermanfaat untuk umat tercapai.

Jadi, untuk menciptakan keadilan 
dalam pendidikan, zonasi bukan perkara 
utama. Perbaiki sejak dari akarnya. 
Terapkan sistem pendidikan berbasis 
aqidah Islam. Sistem ini akan menghapus 
mindset para orangtua tentang sekolah 
favorit vs sekolah pinggiran. Bahkan sistem 
pendidikan yang adil akan menghapus 
paradigma berpikir orangtua yang selama 
ini terlalu menggantungkan pendidikan ke 
sekolah. Seolah, hanya sekolah favorit saja 
yang mampu menjamin masa depan 
anaknya. Padahal kesuksesan seseorang 
bukan hanya dari faktor sekolah, 
melainkan pendidikan di rumah dan 
lingkungannya. Juga, skill di luar sekolah 
yang bisa didapatkan dari pengalaman 
hidupnya.  Pengalaman yang didapatkan 
dari berbagai zona, bukan hanya zona 
nyaman dan aman.  Pengalaman yang 
diserap tanpa zonasi.[] kholda najiyah

Bayangkan jika ada sistem zonasi, tentu ini akan membatasi potensi anak didik.

Zona Bebas ZonasiZona Bebas ZonasiZona Bebas Zonasi
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K O N S U L T A S I

Diasuh oleh: 
Dra (Psi) Zulia Ilmawati 

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Semoga Allah selalu melindungi Ibu 
Zulia sekeluarga. Kami sudah kurang lebih 5 
tahun membangun kehidupan rumah tang-
ga. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak 
laki-laki. Mau bertanya, bagaimana mengha-
dapi suami yang suka ringan tangan jika ber-
selisih paham dengan  istri? Temperamental, 
egonya besar, tak mau diingatkan. Padahal 
suami bukan orang yang tidak paham Islam. 
Sejak awal menikah, saat saya hamil anak 
pertama tangannya sudah melayang di wajah 
hingga pipi di bawah mata lebam. Hamil anak 
ke-2 juga seperti itu. Hampir selalu  wajah 
dan kepala yang menjadi sasaran kalau 
memukul. Apa yang semestinya saya lakukan, 
mohon masukannya.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

SF

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu SF yang baik,
Ikut prihatin dengan kondisi rumah 

tangga Anda. Semoga Anda selalu diberikan 
kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi-
nya. Suami adalah qawam atau pemimpin da-
lam kehidupan rumah tangga. Sebagai pe-
mimpin, seorang suami mestinya berbuat 
adil, membimbing, mengarahkan, melin-

dungi, menjaga, mencukupi kebutuhan lahir 
batin, membahagiakan, menyayangi, mem-
berikan teladan, selalu berbuat baik kepada 
isteri dan semua anggota keluarga. Suami 
berkewajiban untuk berperilaku baik  dalam 
menjalankan kepemimpinannya. 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak 

halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusah-

kan mereka karena hendak mengambil kem-

bali sebagian dari apa yang telah kamu beri-

kan kepadanya, terkecuali bila mereka mela-

kukan pekerjaan keji yang nyata. Dan ber-

gaullah dengan mereka secara patut. Kemu-

dian bila kamu tidak menyukai mereka, (ma-

ka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadi-

kan padanya kebaikan yang banyak” (Surat 

An-Nisa`: 19).

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Orang Mukmin yang paling sempurna 

keimanannya ialah yang paling baik akhlak-

nya, dan sebaik-baiknya kalian ialah yang 

terbaik kepada istrinya” (HR. At-Tirmidzi).

Ibu SF yang baik,
Di setiap kehidupan rumah tangga 

akan selalu ada ujian. Ujian bisa dalam bentuk 
apa saja dan datang dari siapa saja. Bisa jadi 
anak-anak yang menguji kita, suami, istri, 
mertua, orang tua dan sebagainya. Sikap 
semestinya  yang pertama kali dikedepankan 
saat menghadapi ujian adalah bersabar.  
Ujian itu bisa berupa keburukan maupun 
kebaikan. Ujian adalah bagian dari kehi-
dupan. Hidup itu seperti yang kita jalani, yang 
terkadang memang tak seperti yang kita 
inginkan. Saat Anda bisa menerima kenyata-
an ini dengan baik, insyaallah Anda akan lebih 
rileks, dan ikhlas. Berjodoh dengan suami 
yang temperamental tentu tidak pernah ter-
bayangkan pada Anda. Saat Anda bisa ikhlas, 
akan  ada energi untuk menghadapi cobaan 
dan ujian itu dengan baik. Doa adalah ke-
kuatan. Maka, berdoalah selalu agar Allah 
berikan pasangan yang menyejukkan. Allah 
dzat yang melembutkan, membolakbalikkan 
hati manusia, penolong hambaNya . 

“Ya Tuhan, anugerahkan kepada kami 

pasangan dan keturunan yang menjadi 

penyejuk hati kami dan jadikanlah kami pe-

mimpin bagi orang-orang bertakwa.” (QS. Al-

Furqon:74)

Ibu SF yang baik,
Tetaplah berbuat baik pada suami. 

Selama dia menyuruh pada kebaikan, ikuti-
lah, tapi jika ia menyuruh pada keburukan 
maka jangan diikuti. Karena Nabi menga-
takan, 

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk 

dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguh-

nya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim)

Seperti apapun suami Anda, selama ia 
menyuruh pada kebaikan maka taatilah. 
Anda  harus tetap menghormatinya sebagai 
pemimpin dalam rumah tangga sambil terus 
bersabar dan berdoa. Fokuslah pada kewa-
jiban Anda sebagai istri yang harus taat pada 
suami. Hindari persoalan-persoalan yang 
sering menimbulkan kesalahpahaman. Bisa 
jadi bukan tidak mau mendengarkan nasihat 
Anda, tapi cara menasihatinya yang kurang 
tepat. Saat memang dibutuhkan, Anda bisa 
melibatkan orang lain untuk menasihati 
suami. Orang-orang terdekat yang bisa di-
percaya. Seperti orang tuanya, kerabat, sa-
habat dan sebagainya yang memang diper-
kirakan bisa membantu. Semoga Anda dan 
keluarga selalu dimudahkan dalam segala 
urusan, diberikan kesabaran yang berlimpah. 
Aamiin.[]

Ikatan suci pernikahan meniscayakan terpenuhinya 
kebutuhan lahir dan batin bagi kedua pasangan. 
Dengan demikian tidak akan terpikirkan untuk 
berselingkuh atau bercerai. Sebab keduanya saling 
melengkapi. Satu memberi, satu menerima dan 

sebaliknya.
Nafkah lahir dipahami berupa uang belanja atau 

pemberian bersifat material. Umumnya dari pihak suami 
ke istri, disebabkan kewajiban nafkah di tangannya. 
Sandang, pangan dan papan yang sesuai kebutuhan, akan  
membahagiakan. Mewujudkan sakinah.

Bagaimana halnya dengan nafkah batin? Langsung 
yang terbayang urusan ranjang. Benar, itu adalah salah 
satu poin. Bagaimanapun, urusan gharizah (naluri) harus 
dipuaskan.

Namun, ketenangan batin tidak hanya dipengaruhi 
oleh kualitas hubungan intim keduanya. Ada hal-hal lain 
yang menunjang terwujudnya sakinah yang juga menjadi 
hak pasangan. Kali ini tentang nafkah batin yang menjadi 
hak istri, yang hendaknya dipenuhi suami: 

1. Diperlakukan terhormat
Istri jangan diperlakukan seperti bawahan, suruhan, 

apalagi babu. Tunjukkan rasa hormat dan bangga pada 
istri, agar ia merasa dihargai. Istri adalah calon bidadari. 
Ratu di rumah suami. Tanpa istri, suram urusan rumah 
tangga. Maka perlakukan dengan hormat. Misal, tak segan 
mengajak istri ke acara resmi. Perkenalkan dengan rasa 
bangga, bukan malah di-bully meski bercanda. 

2. Diajak berbicara
Istri merasa tenteram dan bahagia jika suami sering 

mengajak bercengkerama. Sebagaimana Rasulullah SAW 
mengajak istri dan keluarganya ngobrol selepas isya. 
Sudahkah para suami sedikit bertanya suasana hati istri 
hari itu. Sapaan mesra. Pertanyaan sederhana: bagaimana 
tingkah anak-anak; sudah makan atau belum, dsb. 
Walaupun terkesan klise atau basa-basi, tapi itu memang 
yang membahagiakan istri. Merasa dirinya diperhatikan 
dengan detail.

3. Dibiarkan istirahat yang cukup
Terkadang, kepuasan bagi istri bukan karena 

puasnya mendapatkan nafkah jinsiyah. Urusan satu itu tak 
terlampau merisaukan istri. Justru, terkadang, ketika istri 
tampak teramat lelah dan dibiarkan istirahat semalam 
suntuk tanpa dicolek-colek suami adalah kepuasan 
tersendiri. Jadi, sesekali biarkan istri tidur senyaman 

mungkin. Memulihkan tenaga yang telah terkuras 
seharian.

4. Dibebaskan mengelola uang
Para istri kodratnya suka berbelanja. Diberi 

"kebebasan" mengelola keuangan, itu kepuasan batin 
bagi istri. Bebas di sini bukan berfoya-foya, melainkan 
memercayakan kebutuhan rumah pada istri. Biarkan istri 
yang mengatur uang belanja tanpa komentar pedas 
suami. Kalau istri belanja tidak usah dikomentari yang 
membuat istri down. Istri punya pertimbangan yang 
banyak mengapa membeli ini dan itu. Percayalah, istri 
salehah belanja demi keluarga. Bukan mementingkan 
dirinya. 

5. Diajak menyemai mimpi
Ajaklah istri bermimpi bersama. Komunikasikan visi 

ke depan, agar menentramkan istri. Misal, apa target lima 
tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dsb. Termasuk impian 
umrah, naik haji, menempuh studi lagi, membuka usaha, 
dsb. Meski belum terwujud, istri tahu ternyata suami 
menuju ke sana dengan ikhtiarnya. Kebanyakan, para istri 
kurang sabar melihat proses ikhtiar suami. Kerap 
menganggap suami kurang greget dalam berupaya 
sehingga lambat mendapatkan apa yang ingin dicapainya. 
Misal, jabatan tidak naik-naik. Gaji tidak naik. Usaha tidak 
berkembang pesat. Akibatnya istri stres mengkhawatirkan 
masa depan diri dan anak-anaknya. Nah, lebih baik rajut 
bersama. Tumbuh bersama. Maju bersama.

Demikian ikhtiar agar para istri tenteram, walau 
menghadapi berbagi ujian dalam rumah tangga.[] kholda

Jika Suami 

Temperamental
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Nafkah Batin Wujudkan Sakinah Istri

Ilustrasi



Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media 
informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan 
liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan 
Islam.  

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi 
yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, 
peduli dengan problematika  dan membela 
kepentingan umat.

Kini Media Umat terus hadir untuk teguh dan 
konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan 
melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan Media Umat sudah 
pasti membutuhkan dukungan umat. 

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk 
berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang 
lain agar memiliki dan membaca Media Umat, jangan 
sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda. 

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan 
orang lain silakan isi formulir di samping.

Nama Pelanggan    :  .......................................................................................

Alamat Pengiriman 1      : ........................................................................................

Alamat Pengiriman 2 :  ........................................................................................

Telpon/ No. Hp-WA       :  ........................................................................................

Jumlah Langganan       : ............ eksemplar

Dikirim Mulai edisi        : .............

Sistem Pembayaran      : .............

TERBIT 
1 BULAN 

2 KALI

Diasuh Oleh: Ustadz M Shiddiq Al Jawi

Tanya :
Ustadz, bolehkah se-

orang akhwat menawarkan 
diri kepada ikhwan shaleh 
untuk dipoligami? Bagai-
mana hukum syariatnya 
jika yang mendahului akh-
watnya? (Bunda Lenny, 
Ponorogo)

Jawab :
Boleh hukumnya se-

cara syariah seorang perempuan menawarkan dirinya 
kepada seorang laki-laki yang shalih agar menjadi istrinya, 
baik laki-laki itu belum beristri (masih bujangan) maupun 
sudah beristri (mutazawwij), berdasarkan dua hadits Nabi 
SAW yang shahih berikut ini;

Pertama, dari Sahal ra bahwa seorang perempuan 
pernah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Maka 
berkatalah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, ”Wahai 
Rasulullah nikahkanlah saya dengan perempuan itu.' 
Rasulullah SAW bertanya,'Apa yang kamu miliki [sebagai 
mahar]?” Laki-laki itu menjawab,”Saya tidak mempunyai 
sesuatu pun.” Rasulullah SAW bersabda,”Pergilah dan carilah 
walaupun itu sebuah cincin dari besi…” (HR Bukhari, no 
4833 & 5136).

Kedua, dari Tsabit Al Bunaani ra, dia berkata,”Saya 
pernah di sisi Anas bin Malik dan di sisinya ada seorang anak 
perempuannya. Anas lalu berkata,”Telah datang seorang 
perempuan kepada Rasulullah SAW yang menawarkan 
dirinya kepada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, 
'Wahai Rasulullah, apakah Anda mempunyai hajat kepada 
saya?' Berkatalah anak perempuan Anas,'Betapa sedikit rasa 
malu perempuan itu, alangkah memalukannya dia.' Anas 
berkata,'Perempuan itu lebih baik daripada kamu. Dia ingin 
menjadi istri Rasulullah SAW lalu menawarkan dirinya 
kepada Rasulullah SAW.” (HR Bukhari, no 4828).

Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata,”Dalam dua 
hadits ini, yaitu hadits Sahal dan hadits Anas terdapat dalil 
bolehnya seorang perempuan menawarkan dirinya kepada 
seorang laki-laki [yang shaleh].” (Imam Ibnu Hajar Al 
Asqalani, Fathul Bari, Juz 9, hlm. 175; Imam Ash Shan'ani, 
Subulus Salam, Juz 3, hlm. 115-116).

Apakah kebolehan itu bersifat umum, yaitu seorang 
perempuan boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki 
shalih yang masih single, ataukah khusus hanya kepada laki-
laki shalih yang sudah beristri? Menurut kami, kebolehan 
hukum itu berlaku umum, baik kepada laki-laki shalih yang 
single maupun yang sudah beristri, karena tidak terdapat 
rincian dari hadits Nabi SAW. Tak adanya rincian dari Nabi 
SAW ini menunjukkan keumuman hadits, yaitu boleh 
menawarkan diri baik kepada laki-laki shalih yang single 

maupun yang sudah beristri, sesuai kaidah ushuliyah: Tarku 
al istifshaal fii hikaayah al ahwaal ma'a qiyaam al ihtimaal 
yanzilu manzilah al 'umuum fii al maqaal. (Tidak adanya 
rincian hukum dalam suatu riwayat yang menjelaskan suatu 
masalah/kondisi, padahal ada kemungkinan hukum yang 
lain, sama kedudukannya dengan pernyataan yang bersifat 
umum). (M. Said Burnu, Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah, 
2/282; Wahbah Zuhaili, Ushul al Fiqh al Islami, 1/274; M. 
Sulaiman al Asyqar, Af'aal Al Rasul wa Dalaalatuha 'ala al 
Ahkaam al Syar'iyyah, 2/80).      

Hanya saja, wajib dipenuhi dua syarat bagi perem-
puan yang hendak menawarkan diri agar terhindar dari 
dosa; Pertama, cara yang ditempuh tidak boleh melalui 
cara-cara yang diharamkan, baik dengan perkataan mau-
pun perbuatan yang haram. Misalnya, merayu atau meng-
goda (QS Al Ahzab [33] : 32), berkhalwat, berikhtilath, ber-
pacaran, berzina, dan sebagainya.

Kedua, untuk kasus poligami, perempuan itu tidak 
boleh merusak hubungan antara laki-laki itu dengan istri 
pertamanya sehingga keduanya bercerai, misalnya men-
syaratkan agar laki-laki itu menceraikan istri pertamanya. 
Sabda Nabi SAW, ”Tidak halal seorang perempuan meminta 
[suaminya] menceraikan saudara perempuannya [madu-
nya/istri pertama suaminya]. (HR Bukhari no 4857; Muslim, 
no 1413). Wallahu a'lam.[]

Hukum Wanita Menawarkan Diri 
Kepada Laki-Laki untuk Dipoligami 
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Belakangan aksi-aksi penyerangan bersenjata 
yang terjadi di Papua marak. Terlihat dilakukan 
secara terorganisir, menggunakan senapan 
laras panjang, laras pendek, dan senjata tajam. 
Aksi-aksi penyerangan terorganisir itu selain 

dilakukan terhadap anggota TNI dan Polri, juga terhadap 
warga sipil. Sayap politik dan militer dari gerakan 
kemerdekaan Papua menguat.

Peristiwa terbaru, tiga kelompok separatis bersenjata 
di Papua mengumumkan bahwa mereka telah membentuk 
Tentara West Papua (West Papuan Army) di bawah koman-
do ULMWP, sementara para aktivis pendukung kemerde-
kaan menyatakan sekarang mereka siap "mengambil-alih 
negara kami".

Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas meru-
pakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pida-
na terorisme. Aksi-aksi itu juga jelas menimbulkan suasana 
teror di masyarakat. Sudah jelas mereka menembaki aparat 
menggunakan senapan laras panjang dan pendek, bahkan 
mereka memastikan korban tewas dengan menembaknya 
dengan senapan laras pendek atau dengan memasti-
kannya menggunakan senjata tajam. Helikopter yang akan 
mengevakuasi jenazah korban pun juga ditembaki.

Anehnya, sikap aparat (pemerintah) terhadap mereka 
jauh sekali dari sikap terhadap orang Islam yang diduga 
menjadi bagian dari “aksi terorisme”. Baru terduga saja 
sudah ditangkap, ada yang disiksa, bahkan ditembak mati 
di tempat tanpa dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. 
Lebih ironis lagi, menyibak kasus-kasus yang dulu --ada 
yang ditembak usai shalat atau pengajian di masjid. Pada-
hal mereka tidak melakukan apa-apa. Sementara yang je-
las-jelas menembaki aparat dan warga sipil, menyebabkan 

puluhan orang tewas, menimbulkan suasana teror, tetap 
saja tidak disebut teroris dan tidak ditindak tegas seperti 
yang dilakukan terhadap para terduga teroris. 

Salah satu alasan masuk akal di balik sikap pemerin-
tah itu, adalah karena pemerintah takut pada opini interna-
sional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti 
Amerika. Di samping, tindakan terhadap terduga teroris 
jelas sejalan dan seirama dengan kebijakan Barat khusus-
nya AS. Maka semua itu merupakan konfirmasi bahwa 
pemerintah tidak independen dan tidak mandiri dalam 
menyikapi dan mengelola keamanan dalam negeri. Juga 
mengkonfirmasi bahwa pemerintah selama ini seirama 
dengan lagu kebijakan Barat khususnya AS, jika tidak boleh 
disebut mengekor atau bahkan disetir.

Akar Persoalan
Salah satu akar persoalan di Papua adalah adanya 

ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan 
warga di Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, 
dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di 
wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum 
terlayani pembangunannya itu, muncul sentra perlawanan 
kepada pemerintah. Padahal bumi Papua sangat kaya 
sumber daya alam. Tambang Freeport, gas Tangguh dan 
kekayaan alam begitu berlimpah di bumi Papua. Namun 
nyatanya, pembangunan di Papua begitu tertinggal dan 
masyarakatnya miskin. Kekayaan alam yang berlimpah di 
bumi Papua belum menjadi berkah.

Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari 
Tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. 
Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. 

Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya 
dibandingkan Timor-Timur. Jika penguasa saat ini tidak 
mengubah kebijakan dan orientasi pembangunannya, nis-
caya pemerintah akan menelan buah simalakama demo-
krasinya. 

Dalam ruang demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi 
setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan 
keinginannya, bahkan di forum-forum internasional, terma-
suk PBB. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat me-
lampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui ins-
trumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus 
mengeruk habis kekayaan Papua.

Indonesia harus mencermati 'dalang' di balik tuntut-
an referendum ini. Sebab, masyarakat kecil kebanyakan 
sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum 
tersebut. Sekelompok elite politiklah yang sebenarnya 
bermain dengan membangun jejaring baik di pusat kekua-
saan maupun jejaring internasional (pihak gereja dan LSM-
LSM asing). Namun, sesungguhnya mereka hanyalah 'alat'. 
Kepentingan negara-negara besarlah, khususnya Amerika 
dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua. 

Sesungguhnya negera-negera penjajah inilah yang 
memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika 
Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum 
yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika ini tidak dicer-
mati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti 
Timor Timur; lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.[]

erebaknya demokrasi dianggap sebagian Mkalangan menyuburkan praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam de-
mokrasi ini telah merasuk ke setiap instansi 
pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan 

swasta. Jawa Timur tak luput dari problem korupsi tersebut. 
Dalam dua tahun terakhir, tercatat ada 11 orang kepala dae-
rah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh 
KPK. Sebagian besar kepala daerah ditangkap dalam operasi 
tangkap tangan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) 
sepanjang 2004-2018 Jawa Timur menjadi provinsi dengan 
jumlah terbanyak kepala daerah tersandung kasus korupsi. 
Dari data ICW, total 104 kepala daerah di Indonesia terjerat 
kasus korupsi dan dipidanakan KPK sejak 2004-2018. Paling 
banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah pada 2018 
yakni dengan jumlah 29 kepala daerah. Jawa Timur memim-
pin dalam hal korupsi dengan total 53 kasus. Kasus korupsi di 
Jatim merugikan negara hingga Rp 125,9 miliar.

Modus
Secara umum modus-modus korupsi di antaranya ada-

lah jual-beli aneka RUU, utak-atik anggaran, pemekaran 
wilayah, pemilihan kepala daerah, proyek pembangunan, 
pemilihan pejabat, dsb, ditengarai menjadi lahan basah ko-
rupsi para anggota dewan. Bahkan para anggota dewan pun 
ditengarai sering berperan sebagai “calo” atau dikepung oleh 
para “calo”.

Calo jual-beli pasal dalam pembahasan RUU yang 

menyangkut kepentingan dan kewenangan terkait sumber 
daya. RUU itu dibandrol harganya bukan lagi pasal per pasal, 
tapi bahkan sampai ayat per ayat. Arena permainan uang 
juga terjadi dalam kegiatan fit and proper test. Kasus fit and 
proper test berpeluang menjadi gratifikasi jabatan yang me-
miliki nilai tinggi. Lahan basah yang juga biasa dimanfaatkan 
yakni saat pembahasan anggaran untuk proyek kementerian 
maupun pemerintah daerah.

Ratusan kepala daerah yang korupsi itu berasal dari 
hampir semua partai politik. DPR dan DPRD yang dianggap 
perwujudan demokrasi adalah sarang banyak pelaku korupsi. 
Berdasarkan hasil survei Kemitraan, lembaga legislatif me-
nempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disu-
sul lembaga yudikatif dan eksekutif.

Menggila
Mengapa korupsi menggila? Jawabannya selain untuk 

memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari 
modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi 
di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, 
khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pu-
sat, dan calon kepala daerah, memang membutuhkan dana 
besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratus-
an juta bahkan miliaran rupiah.

Sering kali korupsi makin meningkat saat menjelang 
pilkada dan pemilu. Kasus korupsi yang dilakukan sejumlah 
elite parpol diduga adalah bagian dari ancang-ancang pe-
ngumpulan dana untuk persiapan pemilu 2019. Parpol mera-
sa bahwa anggaran yang diperoleh dari sumbangan anggo-

tanya yang menjadi pejabat atau anggota legislatif terlalu 
kecil. Maka korupsi dan kongkalikong dengan pengusaha 
pun jadi ajang mengeruk dana bagi parpol.

Adapun kolusi pengusaha dan penguasa ini menan-
dakan negara telah jatuh disandera para politisi dan peng-
usaha demi kepentingan mereka. Korupsi hanyalah satu cara 
untuk balik modal dan mencari keuntungannya. Jika korupsi 
nanti tidak lagi tren, maka mengembalikan modal sendiri 
atau “sumbangan” pemodal akan dilakukan secara “legal”. 

Untuk itu dibuat berbagai peraturan yang memung-
kinkannya. Misalnya memberikan apa yang disebut insentif, 
dsb. Bisa juga dilakukan melalui proses legal yang telah 
diatur, seperti proyek yang dimenangkan para pemodal itu 
melalui tender yang telah “diatur” yang secara kasat mata ter-
lihat memenuhi semua peraturan. Untuk itu proyek-proyek 
harus diadakan dan diperbanyak. Itulah mengapa muncul 
banyak proyek “aneh”. Negara dan sumber dayanya pada 
akhirnya disandera oleh kolusi politisi/penguasa dengan 
pengusaha, dan lebih parah lagi ditambah dengan pihak 
asing.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang 
menjadi akar masalahnya adalah sistem politik demokrasi 
yang mungkin lebih tepat disebut industri politik demokrasi. 
Layaknya industri yang untuk adalah para pengelolanya 
(penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu 
para kapitalis pemilik modal. Rakyat akan terus menjadi kon-
sumen dan kepentingan rakyat hanyalah obyek layaknya ba-
rang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu 
dikalahkan.[]

Kirimkan opini Anda terkait isu aktual
dengan perspektif Islam ke email:
pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Waspada Disintegrasi Papua!
Oleh: Taufik Setia Permana, Geopolitical Institute

Korupsi Bagian dari Demokrasi?
Oleh: Fajar Kurniawan, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD)
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Bertolak belakang dengan banyak laporan 
lembaga HAM, Erdogan menyatakan Muslim 
Uighur di Xinjiang hidup bahagia. Kantor berita 
Cina, Xinhua, melaporkan bahwa pernyataan 
ini dilontarkan langsung oleh Erdogan saat 

bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada Selasa 
(2/7).

Dalam pemberitaan tersebut, Xinhua melaporkan 
bahwa Erdogan juga tetap mendukung kebijakan Satu Cina 
yang selama ini digaungkan Beijing. "Turki berkomitmen 
pada kebijakan Satu Cina, kata Erdogan, menekankan 
bahwa warga berbagai etnis di Daerah Otonomi Uighur 
Xinjiang hidup bahagia berkat kesejahteraan Cina, dan 
Turki tak akan membiarkan siapapun merenggangkan 
hubungan mereka dengan Cina," tulis Xinhua.

“Ia juga menyatakan kesiapan untuk memperdalam 
kepercayaan bersama dan memperkuat kerja sama ke-
amanan dengan Cina untuk melawan ekstremisme."

Selama ini Turki dikenal sebagai satu-satunya negara 
Muslim yang secara teratur menyatakan keprihatinan 
tentang situasi di Xinjiang, termasuk pada bulan Februari di 
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menimbulkan 
kemarahan Cina. 

Namun seperti yang diberitakan Reuter (2/7), dalam 
pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, 
Erdogan membuat catatan yang lebih positif, menurut 
media pemerintah Cina. “Adalah fakta bahwa orang-orang 
di wilayah Xinjiang Cina hidup bahagia dalam pembangun-
an dan kemakmuran Cina,” kata televisi pemerintah me-
ngutip Erdogan.

“Turki tidak mengizinkan siapa pun untuk menghasut 
ketidakharmonisan dalam hubungan Turki-Cina. Turki 
dengan tegas menentang ekstremisme dan bersedia untuk 
meningkatkan kepercayaan politik timbal balik dengan 
Cina dan memperkuat kerja sama keamanan. "

Xi mengatakan kepada Erdogan bahwa kedua negara 
harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mempro-
mosikan kerja sama anti-teror, tambah laporan itu. Cina 
menghargai banyak komentar Erdogan yang mengatakan 
bahwa ia tidak akan mengizinkan "pasukan apa pun untuk 
melakukan kegiatan anti-Cina di Turki dan menekankan 
berkali-kali dukungannya terhadap Cina memerangi tero-
risme", Xi menambahkan. Meskipun pernyataan Erdgon 
tentang kehidupan yang bahagia muslim Uighur diberita-
kan media Cina, tidak ada bantahan resmi dari Turki tentang 
laporan itu. 

Sebelumnya, dalam wawancara  menjelang kebe-
rangkatan Erdogan ke Cina, Presiden Turki memuji hubung-
an Turki dengan Cina. Seperti yang diberitakan situs 
www.aa.com.tr (2/7), Erdogan menekankan pentingnya 
mempertahankan momentum dalam hubungan antara 
Turki dan Cina bagi kesejahteraan rakyat mereka dan 
stabilitas internasional, kata presiden Turki, Senin (1/7).

“Kami punya pandangan yang sama soal pendekatan 
Presiden Xi untuk inisiatif, yang tidak hanya untuk me-
ningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi, untuk 
membangun koridor perdagangan dan untuk menyela-
raskan kebijakan perdagangan dan strategi pembangunan, 
tetapi juga untuk meningkatkan ikatan budaya dan 
manusia dalam kerangka kerja ini ,” kata Erdogan dalam se-
buah wawancara dengan kantor berita Xinhua menjelang 
kunjungan resminya ke Cina pada Selasa.

Presiden Turki menekankan bahwa masalah ekonomi, 
perdagangan, pariwisata, investasi, keamanan, pertahanan 
dan kontra-terorisme akan lebih diprioritaskan sebagai 
bidang kerja sama bilateral, sementara masalah regional 
dan internasional dalam agenda bersama juga akan diba-
has selama kunjungannya.

Dia juga mengatakan bahwa Turki adalah salah satu 
negara pertama yang mendukung Inisiatif Sabuk dan Jalan 
(BRI) Cina. "Ada harmoni alami antara Inisiatif Koridor 
Tengah kami dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina. Kehar-
monisan ini memungkinkan kita untuk bekerja sama 
dengan Cina dalam wilayah geografi besar seperti Asia 
Tengah dan Afrika," kata Erdogan.

Demi Ekonomi
Pernyataan Erdogan tentang kehidupan Muslim 

Uighur di Cina menimbulkan kecaman beberapa pihak. 
Malena Hasan aktivis politik Hizbut Tahrir sebagaimana 
diberitakan Kantor Media Hizbut Tahrir (8/7), menegaskan 
Erdogan tidak jauh beda dengan pemimpin negeri-negeri 

Islam lainnya, yang lebih mengutamakan kepentingan  
ekonomi dibanding dengan ikatan Islam.

“Perdana Menteri Erdogan pada dasarnya tidak ber-
beda dengan pemain global lainnya, mengabaikan bahaya 
Cina, lebih mempertahankan afiliasi perdagangan dan eko-
nomi, hanya melihat kepentingan nasional yang sempit, 
sementara ikatan Islam yang seharusnya dijadikan dasar  
tidak berarti baginya,” tegas Malena. 

Menurutnya, ini tidak jauh berbeda dengan sikap 
pemimpin Pakistan, Imran Khan, yang pura-pura tidak tahu 
apa yang terjadi di Xinjiang. Perdana Menteri Pakistan ini 
menyatakan tidak mengetahui ketidakadilan yang menim-
pa umat Islam di Xinjiang. Sikap yang sama juga ditun-
jukkan putra mahkota Saudi Arabia, saat berkunjung ke 
Cina pada Februari yang lalu. Dalam kunjungannya, Bin Sal-
man berencana menginvestasikan miliaran dolar dan 
meningkatkan perdagangan antara dua negara. 

Malena Hasan mempertanyakan, bagaimana mung-
kin pemimpin di negeri Islam, menutup mata terhadap 
kejahatan yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur. Pa-
dahal laporan-laporan lembaga-lembaga HAM indepen-
den, maupun dari aktifis pembela muslim Uighur juga telah 
banyak mengungkap kejahatan Cina ini. 

Selama ini, menurutnya, Cina memerangi Muslim 
Ughur atas nama perang melawan radikalisme. Namun inti 
dari program deradikalisasi Cina adalah menjauhkan Islam 
dari Muslim Uighur. Mengingat selama ini, Cina menyadari 
selama ikatan Islam masih ada dalam Muslim Uighur, 
mereka tidak akan pernah diam terhadap penjajahan yang 
dilakukan Cina terhadap negeri mereka. 

“Kamp-kamp dan penjara telah meningkatkan 
operasinya selama 4-5 tahun terakhir, dilaporkan lebih dari 
3 juta Muslim sekarang ditahan, dan di mana mereka 
menjadi sasaran penindasan karena dipaksa makan daging 
babi dan alkohol, dipaksa melantunkan slogan-slogan 
politik komunisme Cina, memaksa wanita Muslim menikahi 
pria etnis Cina Han, memenjarakan memukul dan menyiksa 
umat Islam dengan ular dan anjing, bahkan menuangkan 
semen ke tenggorokan umat Islam dan mengambil organ 
mereka, termasuk merampas anak-anak muslim dari orang 
tua mereka untuk dididik dengan doktrin komunisme Cina,” 
papar Malena mengungkap kejahatan Cina. 

Pernyataan ini Erdogan, jelas sangat bertolak bela-
kang dengan laporan berbagai kelompok pemantau inter-
nasional belakangan ini. Seorang peneliti independen dari 
Jerman, Adrian Zenz, mengatakan bahwa Cina diduga me-
nahan 1,5 juta Muslim Uighur dan umat Islam lainnya di 
kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Zenz mengatakan 
bahwa perkiraan baru ini didapat setelah pemeriksaan citra 
satelit teranyar dan kesaksian sejumlah warga Muslim yang 
mengaku kerabatnya menghilang.[] af dari berbagai 
sumber

Demi Kepentingan Ekonomi 
Erdogan Sebut Muslim Uighur Bahagia

Selama ini Turki dikenal sebagai satu-satunya negara Muslim yang secara teratur 

menyatakan keprihatinan tentang situasi di Xinjiang.

Memalukan !

S
ikap diam penguasa negeri Islam ini, menurut 

pengamat politik internasional Fika Komara, 

merupakan tindakan memalukan. Menurutnya, 

gurita proyek infrastruktur Cina semakin mengekalkan 

sikap politik penuh ketundukan terhadap kuasa modal. 

Menurutnya, ini memalukan karena mendahulukan  

investasi dan proyek infrastruktur berada di atas masalah 

kemanusiaan. 

Sikap tercela ini jelas berasal dari politik demokrasi 

sekuler, para penguasanya alergi terhadap yang telah Allah 

turunkan, dan tergopoh-gopoh membangun hubungan 

baik  atas nama ekonomi, dengan pihak yang melakukan 

perang terbuka terhadap Muslim. Mereka justru bersekutu 

dengan para penindas. Khilafah sebagai institusi politik 

Islam perisai umat akan membebaskan tanah Turkistan 

Timur kembali pada pangkuan Islam.[] af
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Cina Memurtadkan Anak-anak Muslim Uighur 

Secara Massif?
Pemerintah Cina dengan 

sengaja memisahkan anak-anak 

Muslim di wilayah Xinjiang dari 

keluarga, agama, dan bahasa 

mereka, menurut penelitian baru, 

yang dipublikasikan bbc.com, 

Jumat (5/7/2019).

Ketika ratusan ribu orang 

dewasa ditahan di kamp-kamp 

raksasa, pada saat bersamaan 

berlangsung proyek besar-besaran untuk membangun sekolah-sekolah asrama.

Berdasarkan dokumen yang terbuka untuk publik, dan didukung oleh 

puluhan wawancara dengan keluarga di luar negeri, BBC telah mengumpulkan 

beberapa bukti yang paling komprehensif hingga saat ini tentang apa yang terjadi 

pada anak-anak di wilayah tersebut.

Catatan menunjukkan bahwa di satu perkampungan saja, lebih dari 400 

anak kehilangan bukan hanya satu tetapi kedua orang tua mereka karena suatu 

bentuk pengasingan, baik di kamp atau di penjara. 

Penilaian formal dilakukan untuk menentukan apakah anak-anak tersebut 

membutuhkan "perawatan terpusat".

Bersamaan dengan upaya untuk mengubah identitas orang dewasa di 

Xinjiang, bukti menunjukkan bahwa ada upaya paralel untuk secara sistematis 

memisahkan anak-anak dari akarnya.

Karena pengawasan dan kontrol pemerintah yang ketat di Xinjiang, tempat 

jurnalis asing diikuti 24 jam sehari, mustahil untuk mengumpulkan testimoni di 

sana. Tapi mereka bisa ditemukan di Turki.

Di sebuah aula besar di Istanbul, puluhan orang mengantre menceritakan 

kisah mereka, banyak dari mereka menggenggam foto anak-anak, semuanya 

kini hilang di kampung halaman mereka di Xinjiang.[]

Memo Dubes Inggris yang Bocor Sebut Trump tak 

Kompeten
Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat (AS) Kim Darroch disebut 

menggambarkan pemerintahan Donald Trump tak kompeten dan mengalami 

disfungsi. Penilaian itu diungkap surat kabar the Mail mengutip memo rahasia 

mulai dari 2017 hingga saat ini yang diduga bocor. 

Seperti diberitakan republika.co.id, dalam laporannya pada Ahad (7/7), 

the Mail mengutip beberapa pernyataan dan penilaian Darroch terhadap 

pemerintahan Trump. “Kami tidak benar-benar yakin bahwa pemerintahan ini 

akan menjadi jauh lebih normal; lebih sedikit disfungsional, lebih sedikit tak 

terduga, lebih sedikit faksi yang terbelah, lebih sedikit kecerobohan dan tak 

kompeten secara diplomatis,” tulis Darroch dalam salah satu memo yang 

ditujukan untuk Pemerintah Inggris.

Dalam memonya, Darroch pun menyinggung tentang laporan media 

tentang adanya perpecahan atau perselisihan di Gedung Putih. Menurut dia, 

sebagian besar kabar tersebut benar. Namun tak diungkap secara detail tentang 

hal tersebut.[] 

Sri Lanka Berselisih Soal Pangkalan Militer Amerika
Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, pada Sabtu (6/7/2019), 

mengumumkan bahwa dia tidak akan mengizinkan pemerintahnya untuk 

membuat kesepakatan militer yang diusulkan yang akan memungkinkan 

pasukan AS memiliki akses gratis ke pelabuhan-pelabuhan pulau itu.

Sirisena mengatakan dia menentang rancangan Status of Forces 

Agreement (SOFA) bahwa kedua negara sedang bernegosiasi untuk lebih 

memperkuat hubungan militer mereka.

Sirisena berselisih dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang 

pro-Barat.

“Saya tidak akan mengizinkan perjanjian apa pun yang merusak 

independensi dan kedaulatan kami,” tegas Sirisena pada rapat umum di selatan 

pulau itu seperti diberitakan arrahmah.com esoknya.

“Beberapa perjanjian yang sedang dibahas saat ini merugikan negara 

kita.”

“Saya tidak akan membiarkan SOFA yang berupaya mengkhianati bangsa. 

Beberapa pasukan asing ingin menjadikan Sri Lanka salah satu pangkalan 

mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka datang ke negara ini dan 

menantang kedaulatan kami.”

SOFA berupaya memastikan akses timbal balik ke fasilitas pelabuhan dan 

memungkinkan masuknya personel militer dan kontraktor mereka secara bebas.

Sirisena mengatakan tidak akan ada perjanjian bilateral “melawan 

kepentingan nasional Sri Lanka” selama dia masih menjabat.

Setahun yang lalu, Washington mengumumkan pihaknya memberikan $ 

39 juta untuk meningkatkan keamanan maritim di Sri Lanka ketika Cina 

mengembangkan cengkeraman strategisnya di pulau Samudra Hindia 

tersebut.[] joy dari berbagai sumber

Mursiyah, Kota Indah 
di Era Kekuasaan 
Islam Spanyol
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Kota Murcia terletak di bagian selatan-
timur Spanyol. Murcia sendiri merupa-
kan sebuah provinsi di mana terdapat 
kota-kota seperti Cartagena, Yecla, 
Jumilla, dll dan Murcia merupakan ibu-

kotanya. Dua tokoh terkenal dari wilayah ini adalah 
filosof  Ibnu Arabi (1165-1240) dan penyair Ibnu Al-
Jinan (D. 1214) yang lahir di Murcia.

Keindahan alam Murcia 
Murcia didirikan oleh Amir Cordoba Abd Ar-

Rahman II pada tahun 825 dengan nama Mursiyah. 
Kota Murcia didirikan pada masa kejayaan Islam di 
semenanjung Iberia. Ketika bangsa Moor tiba di 
semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi yang 
berkuasa selama 500 tahun lamanya. Saat ini 
Murcia menjadi kota pendidikan dengan beberapa 
universitas.[] af dari berbagai sumber

Saat Ini Kota Murcia menjadi kota pendidikan.

Patung Abd Ar-Rahman II pendiri Murcia. 

Dirham perak yang dibuat selama pemerintahan Abd ar-Rahman II.

Kompleks tata ruang Al-Andalusia dan lingkungan San Esteban di Murcia.



Semua yang Menyalahi Islam, Tertolak

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Aisyah ra. 
Hadits ini juga diriwayatkan dengan redak-
si: “man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amrunâ 
fahuwa raddun –Siapa saja yang me-
ngerjakan suatu perbuatan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan kami maka tertolak--“ (HR 
Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, dll).

Al-muhdatsatu adalah sesuatu yang diada-adakan, 
atau sesuatu yang baru, yang belum ada contoh sebe-
lumnya. Lafal fî amrinâ maknanya adalah fî dîninâ (di 
dalam agama kami). Sedangkan kata radd[un] maknanya 
adalah mardûd[un] (tertolak) –dalam bentuk mashdar 
dalam makna maf'ûl) seperti kata khalq yang bermakna 
makhlûq (yang diciptakan).

Imam an-Nawawi di dalam hadits arba'in, hadits 
kelima, menyatakan bahwa hadits ini mengandung 
kaidah induk dalam Islam. Ibn Rajab al-Hanbali di dalam 
Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam menyatakan: “dan hadits ini 
adalah salah satu pokok agung dari Islam. Ia merupakan 
neraca amal pada zahirnya, sebagaimana hadits “per-
buatan itu bergantung pada niat” adalah neraca amal 
pada batinnya. Sebagaimana setiap amal yang tidak 
ditujukan meraih ridha Allah, pelakunya tidak mendapat 
pahala sedikit pun, maka demikian juga setiap amal yang 
tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya maka 
tertolak dan setiap hal baru dalam perkara agama ini 
yang tidak diizinkan oleh Allah dan RasulNya maka itu 

bukan bagian dari agama sedikit pun –artinya tertolak“.
Manthuq hadits ini menyatakan bahwa setiap hal 

baru dan setiap perbuatan yang menyalahi ketentuan 
Islam yakni menyalahi syariah maka tertolak. Sedangkan 
dari mafhumnya bisa dipahami bahwa amal dan hal baru 
yang tidak menyalahi artinya yang sesuai dengan 
ketentuan Islam dan syariahnya maka diterima. Jadi mak-
na hadits ini adalah bahwa siapa saja yang amal per-
buatannya keluar dari syariah, tidak terikat dengan 
syariah, maka tertolak. 

Hadits itu menyatakan tidak semua hal yang baru 
tertolak. Karena hadits itu bukan hanya menyatakan man 
ahdatsa tetapi melengkapinya dengan sifat mâ laysa 
minhu –yang bukan bagian darinya-“. Jadi yang tertolak 
adalah hal baru apa saja baik pendapat, ucapan atau 
perbuatan, yang menyalahi atau keluar dari koridor 
agama atau syariah. 

Sabda Nabi SAW “laysa 'alayhi amrunâ” meng-
indikasikan bahwa semua amal perbuatan seseorang 
harus berada dalam koridor hukum-hukum syara' dan 
hukum syara' menjadi pemutus atas amal perbuatannya 
itu melalui perintah dan larangannya. Maka siapa yang 
perbuatannya berjalan di bawah hukum-hukum syara', 
sesuai dengan hukum-hukum syara', maka diterima. 
Sebaiknya siapa yang perbuatannya keluar dari hal itu 
maka tertolak. 

Tentang perbuatan menyalahi perintah maka harus 
dilihat. Perintah syara' ada kalanya disertai penjelasan 
tentang tata cara atau langkah-langkah praktis pelaksa-
naannya (kayfiyah al-adâ'), artinya kayfiyah al-adâ'-nya 
telah ditetapkan atau telah dibatasi. Contohnya shalat, 
haji, dan sebagian besar ibadah. Maka melakukannya de-
ngan tata cara yang berbeda, menyalahi dan keluar dari 
tata cara yang telah ditetapkan itu, adalah haram dan 

disebut telah melakukan bid'ah. Inilah yang secara istilah 
disebut bid'ah yaitu menyalahi tata cara syar'i yang telah 
dijelaskan oleh syara' dalam melaksanakan perintah 
syara'. 

Ada kalanya perintah bersifat umum atau mutlak 
tanpa disertai penjelasan kayfiyah al-adâ'-nya. Misal, 
Rasul memerintahkan agar melakukan transaksi salam 
dalam timbangan, takaran, dan tempo yang jelas; menu-
karkan emas dengan emas dan perak dengan perak harus 
semisal dan sama; dsb. Namun kayfiyah al-adâ' atau 
langkah-langkah praktis pelaksanaannya tidak dijelas-
kan. 

Dalam masalah muamalah kondisinya seperti ini. 
Yakni tidak dijelaskan kayfiyah al-adâ' atau langkah-
langkah praktis pelaksanaannya. Perintah dalam masalah 
muamalah ini bersifat umum atau mutlak. Penyimpang-
an terhadap perintah syara' dalam masalah muamalah ini 
tidak disebut bid'ah. Akan tetapi penyimpangan itu ada 
dalam cakupan hukum syara'. Jika berkaitan dengan 
hukum taklifi maka disebut haram, makruh, atau mubah. 

Jika penyimpangan itu dalam hukum wadh'iy maka 
disebut batil atau fasad. Inilah yang berlaku dalam 
seluruh akad. Jika menyalahi ketentuan tentang pokok 
atau substansi akad misalnya menyalahi ketentuan ijab 
qabul, objek akadnya tidak jelas (majhul) atau yang 
berakad bukan orang yang berhak melakukannya, maka 
akadnya batil. Adapun jika penyimpangan itu bukan 
tentang pokok atau substansi akad, misal mahar tidak 
disebutkan dalam akad nikah, gaji belum disebutkan saat 
akad kerja, dsb, maka dikatakan akadnya fasad. Demi-
kianlah seterusnya. WalLâh a'lam.[] yahya abdurrahman

 “Man ahdatsa fî amrinâ hadza mâ laysa minhu 
fahuwa raddun—Siapa saja yang mengada-adakan 
sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini, 

yang bukan bagian darinya, maka tertolak--“(HR 
Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah).
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